Analisis Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang
Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara C.V

Raffi Persada dan Pemda Slawi

SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Sarjana Strata 1 1lmu Hukum

Dita Nisela

NIM : 1502056065

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2020



PERSETUJUAN PEMBIMBING




PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK IN!ONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Telepon (024) 7601291 Fx. ({ 7601291 sm:msms,
L Prot o:) H. Hamka 0@;.‘23 ) Ngakiyan Sernarang

PERSETUJUAN PEMBIBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal  : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. »
Dekan Fakultas Syari*ah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu’alaikum Wr. Wb,

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama i ini kami
kirim naskah skripsi saudari:
Nan

: Dita leela

Xiii



PENGESAHAN

Xiv



MOTTO

YIRS PN PR S IR L - PUPEIES & JCH PR RO WY S RS PU O (P

Syoh e B8R0 ()% anA a5 aiall Ldak

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu. Dihalalkan bagimu
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu)
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-

2

Nya.

Qs.Al-Maidah (5) :1

XV



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Papa dan Mama,Adik tercinta.

Karena kasih sayang, perhatian do’a menuntun anak-anaknya
menjadi anak yang saleh serta berbakti kepada kedua orang
tua baik dalam keadaan senang maupun susah.Kalian adalah

inspirasi dan semangat hidup bagi penulis.

XVi



DEKLARASI




ABSTRAK

Ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang
jasa konstruksi, dan mulai berlaku satu tahun kemudian yaitu pada tanggal 7 Mei
2000.Undang- undang tentang jasa konstruksi menjelaskan bahwa yang dimaksud
dengan kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur
hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi. Perjanjian Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi
Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kecamatan Bojong Dan Bumijawa Tahun
Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul Bumijawa
dibuat dalam bentuk kontrak baku yang berisi perjanjian pemborongan antara
penyedia jasa dan pengguna jasa untuk melaksanakan,menyelesaikan dan
memelihara pekerjaan pada jasa konstruksi.Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus jasa kontruksi antara
Cv Raffi persada dengan Pemda Slawi. Dalam penelitian ini menggunakan
putusan Mahkamah Agung No.8/Pdt.G/2019/PN Slw yaitu sengketa antara
Cv.Raffi persada sebagai penyedia jasa (Termohon Kasasi/Penggugat) melawan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum(Para Pemohon/tergugat).

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan
(Library Research), dengan menganalisis pertimbangan hakim dan dikaitkan dengan
peraturan perundang -undangan di bidang jasa konstruksi. Penulisan dalam
analisis putusan ini menggunakan pendekatan pendekatan kasus (case approach).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mengenai hasil Putusan Nomor
8/Pdt.G/2019/PN Slw atas perkara Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak
Kerja Konstruksi Jalan Antara C.V Raffi Persada dan Pemda Slawi. Pengguna
jasa telah melakukan wanprestasi, atas perjanjian yang sudah ditandatangani dan
disepakati oleh kedua belah pihak. Pejabat memiliki kekurangan pembayaran
kepada penyedia jasa yaitu Cv Raffi Persada.Hak dan kewajiban di dalam
ketentuan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan harus di pertanggung
jawabkan untuk memenuhi Hak dan kewajiban penyedia jasa dan pengguna jasa
tersebut agar sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Kata Kunci: Wanprestasi Kontrak Kerja, Konstruksi Pengguna Jasa dan
Penyedia Jasa.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Bidang Jasa konstruksi merupakan salah satu bidang ekonomi yang
mempunyai peran terpenting dalam menunjang terwujudnya tujuan
pembangunan nasional. Terdapat dua pihak dalam layanan jasa konstruksi
yang mengadakan suatu hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa
berdasarkan atas hukum,serta dituangkan dalam bentuk kontrak kerja
konstruksi. Bidang jasa konstruksi diatur dengan undang- undang Nomor
18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, dan mulai berlaku satu tahun
kemudian yaitu pada tanggal 7 Mei 2000.Undang - undang jasa konstruksi
diatur secara lengkap dan rinci,baik dalam UUD No 18 tahun 1999
maupun dalam peraturan pemerintahan sebagai pelaksanaannya. Jasa
konstruksi memiliki peranan penting dalam peningkatan infrastruktur guna
terwujudnya pembangunan nasional yang adil dan merata. Jasa konstruksi
juga berperan dalam perkembangan industri barang dan jasa yang di
perlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Indusri konstruksi
secara umum adalah segala kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan
penyiapan lahan dan proses konstruksi, perubahan, perbaikan terhadap

bangunan, struktur, dan fasilitas terkait lainnya.*

Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam
pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan
pembangunan nasional,dimana pembangunan nasional bertujuan untuk
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan
Undng - Undang Dasar 1945. Selain berperan dalam mendukung berbagai
bidang pembangunan ,jasa kontruksi berperan pula untuk mendukung
berbagai bidang pembangunan,jasa konstruksi berperan pula untuk

mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa

1 Seng Hasen, 2015, Manajemen Kontrak Konstuksi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, him.3.



yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerja konstruksi. Sebelum
dikeluarkannya UU No0.18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksu,Jasa

konstruksi diatur dalam KUH Perdata dengan istilah jasa pemborongan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa
Konstruksi (selanjutnya disebut UUJK)dijelaskan bahwa Jasa Konstruksi
adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi,layanan
jasa pelaksaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konstruksi terdiri
dari pengguna jasa(Dalam skripsi ini Pemda Slawi) dan penyedia jasa dim
skripsi ini adalah CV.Raffi Persada). Pengguna jasa dan penyedia jasa
dapat merupakan perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan
hukum mapun yang bukan berbentuk badan hukum.

Dalam rangka mencari pelaksana jasa yang benar-benar berbobot
untuk melaksanakan pembangunan fisik,maka terdapat beberapa syarat-
syarat yang harus dipenuhi oleh pelaksana jasa/kontraktor yang ingin ikut

serta dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut,antara lain :

1. Telah lulus prakualisasi sesuai dengan bidang dan klarifikasi yang
telah ditentukan.
2. Tidak termaksuk Daftar Hitam Rekanan

Syarat - syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi
penyedia jasa sebelum pekerjaan dilaksanakan dan ini merupakan seleksi
pendahuluan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan pada kualifikasi yang
dinilai adalah kemampuannya dalam menangani proyek,termaksuk
kemampuan modal yang cukup untuk membiayai pekerjaan selama

borongan itu belum diserahterimakan.

CV.Raffi persada merupakan salah satu penyedia jasa yang sudah
beberapa kali melaksanakan kontrak konstruksi yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah.Dalam hal ini Pekerjaan Pembangunan jalandi
Sumbaga - Carul Bumi Jawamerupakan salah satu contoh pekerjaan yang
telah diserahkan oleh Dinas Pekerja Umum Tegal kepada CV.Raffi



Persada melalui penunjukan langsung.Sebelum melaksanakan pekerjaan
tersebut,tentunya ada beberapa hal yang paling mendasar dan terpenting
dalam merumuskan tujuan para pihak dalam suatu proyek konstruksi ialah
dengan dibuatnya perjanjian.Para pihak yang telah disepakat untuk
mengerjakan suatu proyek biasanya akan membuat suatu perjanjian atau
biasa disebut dengan kontrak konstruksi.

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian pengadaan jasa
konstruksi menurut UUJK adalah suatu perjanjian antara dua pihak antara
pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi untuk
melaksanakan sesuatu pekerjaan berupa pembangunan suatu objek tertentu

dengan ongkos tertentu pula.

Prof Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum perjanjian
menyebutkan bahwa kontrak merupakan bentuk dari suatu perjanjian atau
persetujuan tertulis.? Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang
atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.’Dalam
pelaksanaannya,kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bentuk dokumen
yang dikenal dengan dokumen kontrak kerja konstruksi. Dokumen
tersebut yang merupakan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan
konstruksi termaksuk mengenai susunan (model, letak) dari suatu

bangunan yang dijadikan objek kontrak.

HS.Salim mengatakan bahwa di dalam suatu dokumen kontrak jasa
konstruksi memuat atau meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh pengguna jasa dan
penyedia jasa.

b. Dokumen lelang,yaitu dokumen yang disusun oleh pengguna jasa
yang merupakan dasar bagi penyedia jasa untuk menyusun usulan

atau penawaran untuk melaksanakan tugas yang berisi lingkup

2 R.Subekti, 2008, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta ,him 1

8 Pasal 1313 KUH Perdata



tugas dan persyaratannya (umum dan Kkhusus, teknis dan
administrasi, kondisi kontrak).

c. Usulan atau penawaran,yaitu dokumen yang disusun oleh penyedia
jasa berdasarkan documen lelang yang berisi metode, harga,
penawaran, jadwal waktu dan sumber daya.

d. Berita acara yang berisi kesepakatan antara pengguna jasa dan
penyedia jasa selama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh
pengguna jasa antara lain klarifikasi atas hal-hal yang
menimbulkan keraguan.

e. Surat pernyataan dari pengguna jasa Yyang menyatakan

kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.*

Oleh karena itu hal penting yang perlu diperhatikan bagi para pihak
yang membuat atau mengadakan suatu perjanjian yang perlu diperhatikan
bagi para pihak yang membuat atau mengadakan suatu perjanjian adalah
apapun yang telah diperjanjikannya secara sah berdasarkan hukum harus
dilakulan dengan iktikad baik sebagai hukum bagi mereka,untuk
melaksanakan,menyelesaikan dan memelihara pekerjaan termaksuk
bagian-bagiannya serta termaksuk denda jika terjadi kelalaian atau tidak
sesuai bestek. Perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan hukum
yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang
mengadakan suatu hubunga hukum.Sebagai mana layaknya suatu
perjanjian di mana si debitur sebagai pihak harus memenuhi kewajibannya
atau memenuhi prestasinya.Jika ada pihak yang tidak melakukan isi

perjanjian itu dinamakan wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan
kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat

antara kreditur dengan debitur.®Namun demikian,tentunya dalam

4Salim,H.S., 2003,Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia , Sinar Grafika,
Jakarta, him.90.
® Salim HS, 2006 , Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak . Sinar Grafika,
Jakarta, hlm 98.



melaksanakan suatu pekerjaan kemungkinan akan timbul wanprestasi yang
dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.Dalam keadaan
demikian,berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul
akibat wanprestasi, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian

kerugian atau pemenuhan.

Pengguna jasa tentunya menghendaki kontraktor pelaksana
bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa
yang dimuat dalam kontrak.Akan tetapi, dalam kenyataannya masih
terdapat pengguna jasa konstruksi yang tidak melaksanakan prestasinya
terkait dengan pembiayaan kepada pelaksana jasa kontruksi jalan
sebagaimana yang telah ditentukan.

Demikian dalam hal pembangunan konstruksi jalan di Sumbaga -
Carul Bumi Jawa. Pihak pengguna kurang memperhatikan resiko yang
mungkin terjafi dalam pelaksana pembangunan tersebut, sehingga
menimbulkan kelalaian yang mengakibatkan wanprestasi yang berupa
pembiayaan dalam rincian anggaran yang sudah direncanakan dan
disepakati oleh kedua belah pihak di dalam prestasinya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk
menganalisiskasus tersebut dalam skripsi yang berjudul “Analisis
Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang
Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan
Antara C.V Raffi Persada dan Pemda Slawi ”.

B. RumusanMasalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas

maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan

perkara wanprestasi terkait Putusan Pengadilan Negeri Slawi



No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi
Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara C.V Raffi Persada dan
Pemda Slawi?

Apakah akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Slawi
No0.8/Pdt.G/2019/PN Slw bagi para pihak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan penelitian ini adalah :

a.

Untuk mengetahui mengkaji dan menganalisis pelaksanaan
perjanjian jasa konstruksi antara penyedia jasadan penerima jasa.
Mengetahuihak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan

pasal-pasal yang tertera di dalam surat perjanjian konstruksi.

ManfaatPenelitian :

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya

baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian

ini adalah sebagai berikut :

a. Secara teoritis

1. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hokum
khususnya pelaksaan kontrak kerja konstruksi.

2. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman
penelitian penelitian bagi berikutnya dan perkembangan ilmu
hokum khususnya hokum kontrak konstruksi.

b. Secara praktis

1. Melalui penelitian ini  diharapkan menjadi  bahan
pertimbangan bagi para pihak dalam meyelesaikan sengketa
wanprestasi pada pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

2. Bagi masyarakat penelitian ini juga diharapkan dapat
menjadi sumber informasi untuk mengetahui bagaimana
upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak
kerja konstruksi.



D. TinjauanPustaka

Dalam rangka menghindari pengulangan penelitian, penulis

melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang memiliki

keterkaitan dan/atau kesamaan dengan penelitian penulis. Setelah

melakukan penelusuran terkait tema Tentang Perkara Gugatan wanprestasi

Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan, diperoleh beberapa penelitian ,antara

lain:

1. Penelitian Akhmad Nopriansyah M, Fakultas Hukum Universitas

Lampung 2018, Skripsi ini berjudul "Perjanjian Kerja Konstruksi
pembangunan Jalan Raya (Studi pada PT Rindang Tiga satu
Pratama)'. Penelitian ini mengkaji tentang kontrak kerja konstruksi
antara PT Rindang Tiga Satu Pratama dengan Pejabat Pembuat
Komitmen Bagian Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Terbanggi
Besar Simpang Pematang Pematang Panggang dalam Paket Pekerjaan
Pembangunan Jalan Bujung Tenuk Simpang Pematang IA (KM.122 &
KM. 173) Tahun Anggaran 2010, dimana kontrak kerja konstruksi
antara kedua belah pihak telah sesuai atau tidak dengan ketentuan
kontrak kerja yang termuat dalam peraturan perundangan terkait.
Pekerjaan konstruksi ini merupakan Kontrak Kerja Konstruksi Harga
Satuan yang berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak tanggal
perjanjian ini ditandatangani yaitu pada tanggal 21 April 2010 (dua
puluh satu April dua ribu sepuluh) dengan Surat Perintah Kerja
Konstruksi Harga Satuan Nomor: KU.08.08/KTR-03/BT-SP-
IA/IV/2010 .

Penelitian ~ Kurniawan  Seto,Busro ~ Achmad,Jurnal  Notarius
Vol.11,Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara

2018,Jurnal ini berjudul “Akibat Hukum Perjanjian Pemborongan

® Akhmad Nopriansyah M, Skripsi : “Perjanjian Kerja Konstruksi pembangunan Jalan Raya
(Studi pada PT Rindang Tiga satu Pratama". ( Lampung : Universitas Lampung,2018).



dibawah Tangan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Brebes dengan C.V. Aria Duta”. Penelitian ini bertujuan mengetahui
akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian
pemborongan yang dilakukan dibawah tangan antara Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Brebes dengan C.V. Aria Duta. Metode pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan
Yuridis Empiris. Akibat dari perjanjian di bawah tangan adalah
terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak dalam perjanjian
pemborongan tersebut.bahwa sanksi dan denda (penalty) adalah
sebesar 1 %o (seribu permil) dari harga borongan. Berdasarkan dari
ketentuan dalam Surat Perjanjian tersebut di atas, maka CV. Aria Duta
harus membayar denda dan sanksi yang harus diserahkan kepada pihak
pengguna barang/jasa.’

3. Penelitian Siregar Rudi Efendi,Fakultas Hukum Universitas Sumatra
Utara 2018, Skripsi ini berjudul“Tinjauan Yuridis atas kontrak
pengaan barang dalam pembuatan jalan raya antara Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Lawas
Utara dengan PT. Putra El Khoir”. Berdasarkan hasil penelitian,
dapat disimpulkan dari skripsi ini yaitu bahwa kontrak pembuatan
jalan raya ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, para
pihak memiliki tanggung jawab masing-masing dimana Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara
sebagai pihak pemberi pekerjaan bertanggung jawab atas penyediaan
sarana dan prasarana yang dibutuhkan, mengawasi dan memerikasa
pekerjaan dengan meminta laporan periodik dan melakukan

pembayaran terhadap prestasi yang telah diselesaikan seratus persen

" Kurniawan Seto,Busro Achmad, “Jurnal Akibat Hukum Perjanjian Pemborongan dibawah

Tangan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan C.V. Aria Duta”
Vol.11,Nomor 2 2018.



dengan baik oleh penyedia jasa. Sedang PT. Putra El Khoir sebagai
pihak penyedia jasa bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan
sesuai jadwal, melaporkan pelaksanaan secara periodik, menyerahkan
hasil pekerjaan dan menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan.
Penyelesiaan sengketa yang timbul didalam kontrak kerja pembuatan
jalan raya dilakukan secara musyawarah namun apabila tidak dapat
diselesaikan dengan musyawarah maka akan diselesiakan menurut
peraturan prosedur lembaga arbitrase yaitu Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI) sebagai pemutus sengketa.®

4. Penelitian Fauzul Ridho, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
2019, Skripsi ini berjudul “Wanprestasi dalam Pelaksaan Kontrak
Kerja Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pasman (Studi Kasus : Pekerjaan Peningkatan Jalan Mudik Air-
Lundar Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman oleh
CV.Sikoember).”Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dari
skripsi ini yaituKontrak yang dibuat pemerintah bersama penyedia jasa
tidak selalu terlaksana dengan baik, tidak sedikit juga terjadi
permasalahan yang timbul pada saat proses pelaksanaan kontrak
tersebut. Seperti pada kegiatan Peningkatan Jalan Mudiak AirLundar
yang berlokasi di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman yang
dikerjakan oleh CV.Sikoember bersama Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Pasaman yang disepakati melalui Surat
Perjanjian/ Kontrak Nomor : 620/040/SP/BM/DPUTRPAS/2017
tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 599.963.000,00. Dalam perjanjian
antara CV.Sikoember dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Pasaman diketahui bahwa, CV.Sikoember telah melakukan

8 Siregar Rudi Efendi, Skripsi : “Tinjauan Yuridis atas kontrak pengaan barang dalam pembuatan
jalan raya antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara
dengan PT. Putra El Khoir”. (Sumatra Utara : Universitas Sumatra Utara,2018).



wanprestasi  yaitu, keterlambatan penyelesaian serta penyerahan
pekerjaan yang tidak sesuai dengan schedulle dalam kontrak.
Berdasarkan isi perjanjian/kontrak tersebut, maka CV.Sikoember
dikenakan sanksi berupa denda akibat keterlambatan penyelesaian
pekerjaan. Disebabkan karena sulitnya beberapa item peralatan untuk
sampai kelokasi, seperti : Dump truck muatan 10 ton, Tandem roller
(mesing giling) 6-8 ton, Water tank 3000-4500 Liter, serta kondisi
cuaca dan hujan yang berkepanjangan menyebabkan pekerjaan

dilapangan mengalami kendala dalam pelaksanaan.®

E. MetodePenelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana
dilakukan dengan metode ilmu, bertujuan untuk mendapatkan data baru
guna membuktikan kebenaran ataupun ketidak benaran dari suatu gejala
atau hipotesi yang ada, sedangkan metode ilmiah sendiri diartikan sebagai
suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilakukan'®.
Berikut ini adalah metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah:

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dan jenis penelitian
yang digunakan ialah penelitian hukum normatif(doktirner yuridis) dengan
pendekatan kasus (Case Approach). Penelitian hukum normatif yaitu
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data
sekunder).!* Nama lain dari penelitian hukum normatif, juga disebut
sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Artinya dalam
melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, peneliti akan

% Fauzul Ridho, Skripsi : “Wanprestasi dalam Pelaksaan Kontrak Kerja Konstruksi pada Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Pasman (Studi Kasus : Pekerjaan Peningkatan Jalan Mudik Air-
Lundar Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman oleh CV.Sikoember).” (Sumatra Barat : Universitas
Andalas Padang 2019).

10 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 1.
11Sperjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2015, him 13.
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melihat data - datakepustakaan yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan
Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan
wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara C.V Raffi

Persada dan Pemda Slawi.

2) Sumber Data& Bahan Hukum

Sumber Data & Bahan Hukum yang dipakai dalam penelitian ini

adalah:

a. Data Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan
bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan
memahami bahan hukum primer.Sehingga dalam penelitian ini
penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang meliputi: Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Buku-buku, hasil karya ilmiah
para sarjana dan hasil-hasil penelitian (termasuk skripsi dan jurnal-
jurnal hukum) yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan
Negeri Slawi No0.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan
wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda
Slawi dan C.V Raffi Persada.

b. Bahan Hukum

Sedangkan Bahan hukum yang digunakan penulis untuk dalam

melakukan penelitian ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

3. Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2016 tentang perubahan

4. Library Research, Jurnal- jurnal hukum karya tulis ilmiah
makalah- makalah yang berkaitan dengan materi penulisan
penelitian ini.

5. Putusan No.8/Pdt.G/2019/PN Slw.
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3) Metode Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, Dalam penelitian penulis
menggunakan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi. Dokumen
- dokumen yang penulis gunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri
Slawi N0.8/Pdt.G/2019/PN Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi
Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V

Raffi Persada. Bahan penilitian berupa arsip putusan.

4) Teknik Analisis Data

Setelah semua bahan hukum Dberhasil dikumpulkan dan di
identifikasi, kemudian langkah yang dilakukan adalah mendekripsikan
dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum sekunder. Melalui
sistematika bahan hukum data yang digunakan di dalam penelitian ini
adalah studi dokumen dan bahan pustaka. Bahan pustaka yang
dimaksud terdiri dari bahan hukum sekunder vyaitu peraturan
perundang-undangan, dokumen-dokumen dan teori yang berkaitan

dengan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sub sistematika penulisan ini akan di kemukakan sistematika

skripsi sebagai berikut:
BAB | : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB Il : Tinjauan Umum tentang Wanprestasi dan Perjanjian

Kontrak Karya.
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Tinjauan Bab ini terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama yaitu
tentang konsep perjanjian, sub bab dua berisi teori-teori dalam
pelaksanaan perjanjian, dan sub bab ke tiga yaitu membahas tentang

tinjauan perjanjian pemborongan pekerjaan konstruksi.

BAB Ill : Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN
Slw Tentang Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja

Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada.

Dalam bab ini menguraikan tentang objek penelitian yaitu yang
meliputi gambaran umum tentang Pengadilan Negeri Slawi Kelas 1B,
putusan N0.8/Pdt.G/2019/PN Slw. Dasar pertimbangan hakim
terhadap putusan Nomor N0.8/Pdt.G/2019/PN Siw.

BAB IV : Analisis Putusan terhadap Upaya Penyelesaian
Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi
antara Pemerintah Daerah Slawi dengan CV.Raffi Persada.

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai bagaimana Analisis
Putusan Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak
Kerja Konstruksi antara Pemerintah Daerah Slawi dengan CV.Raffi

Persada.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan
saran dari pembahasan yang sudah diuraikan di atas. Dengan demikian
bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini
sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang

diangkat dalam penulisan skripsi ini.
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BAB I1
TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PERJANJIAN, WANPRESTASI
DAN PERJANJIANKONTRAK KARYA

A. Tinjauan Umum tentangKonsep Perjanjian.

1. Pengertian Perjanjian

Perikatan merupakan hubungan hukum vyang tercipta karena adanya
peristiwva hukum antara para pihak yang melakukan perjanjian. Perikatan
merupakan salah satu bentuk perjanjian yang merupakan peristiwa hukum berupa
perbuatan, misalnya jual beli dan hutang-piutang.

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang atau lebih lainya. Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu
persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk
melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.'?Menurut Prodjodikoro bahwa
yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perhubungan mengenai harta
benda antara dua pihak, dimana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjaniji
untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak

lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.™

Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji
kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

suatu hal.**Menurut Setiawan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana

12 Abdulkadir Muhammad. 2000,Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Ke-111. Bandung. PT.Citra
Aditya Bakti. HIm: 225

BWiryono Prodjodikoro, 1979,Asas-asas Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-VIII.
Bandung.Bale.HIm: 9

14R. Subekti, 1996,Hukum Perjanjian, Jakarta. PT. Intermessa. HIm: 1
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seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.®®Menurut Sudikmo
Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antar dua belah pihak atau lebih
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu
sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah hukum atau hak dan kewajiban
yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu
menimbulkan akibat hukum dan bila kesepakatan dilanggar maka akibat

hukumnya si pelanggar dapat dikenai akibat hukum atau sanksi.*®

2. Syarat Sahnya Perjanjian
Suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat

yang diatur oleh undang-undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat

akibathukum (legally concluded contract). Menurut ketentuan Pasal 1320

KUHPerdata, sayarat-sayarat sah perjanjian:*’

a. Ada persetujuan kehendak (consensus).
Persetujuan kehendak adalah kesepakatan/kesetujuan para pihak mengenai
pokok-pokok isi perjanjian yang dikehendaki oleh pihak yang satu dan juga
dikehendaki oleh pihak lainya. Persetujuan tersebut sudah final, tidak lagi
dalam proses perundingan. Sebelum ada persetujuan, biasanya para pihak
mengadakan perundingan, pihak yang satu menyampaikan keinginan dan
syarat-syaratnya mengenai objek perjanjian kepada pihak yang lain dan
pihak yang lainya menyatakan juga kehendaknya mengenai objek perjanjian
sehingga tercapai persetujuan yang mantap bagi kedua pihak. Persetujuan
kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan ataupun tekanan dari
pihak manapun juga, sepenuhnya atas kemauan sukarela para pihak. Juga
termasuk persetujuan kehendak tidak dikarenakan ada kehilafan dan tidak
ada penipuan.
b. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity)

Kecakapan bertindak merupakan salah satu cakap hukum yaitu kemampuan
untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang

15Setiawan, 1999,Pokok-pokok Hukum Perikatan,Cetakan ke- VI. Bandung. Putra ABardin. HIm:
77

16Sudikno Mertokusumo. 1990. Mengenal Hukum. Yogyakarta. Liberty. HIm: 97

Ylbid. HIm: 228
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akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang dikatakan cakap melakukan
perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa artinya sudah mencapai
umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Orang
yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:*®

1. Orang-orang yang belum dewasa

2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan

3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang- undang

Dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah
melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. (ketentuan ini telah
dicabut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung) Akibat hukum ketidakcakapan
membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan
pembatalan perjanjian kepada Hakim. Jika tidak dimintakan pembatalan
maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak yang terkait dengan
perjanjian tersebut.
c. Ada suatu hal tertentu (objek)
Suatu hal tertentu yang terdapat dalam isi perjanjian yang wajib
dipenuhi/prestasi disebut sebagai objek perjanjian. Kejelasan mengenai isi
pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memastikan
pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Jika isi pokok perjanjian, atau
objek perjanjian, atau prestasi perjanjian tidak jelas, sulit bahkan bila tidak
mungkin dapat dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (nietig,void).
d. Ada suatu sebab yang halal (causa)

Causa atau sebab adalah suatu hal yang menyebabkan/mendorong orang
untuk membuat perjanjian. Menurut KUHPerdata Pasal 1335 disebutkan
bahwa “’suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu
sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Tapi dalam
Pasal 1336 KUH Perdata disebutkan “jika tidak dinyatakan suatu sebab,13
tetapi ada sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang

dinyatakan, perjanjianya namun demikian adalah sah”. Sebab yang halal

18R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 2006. Jakarta.
Pradnya Paramita. Cetakan ke-37. HIm: 341
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menurut Pasal 1337 KUHPerdata adalah sebab yang tidak dilarang oleh
undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun Kketertiban

umum.®®

3. Asas-asas Perjanjian
Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar
kehendak pihak pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut
adalahsebagai berikut:
a. Asas kebebasan berkontrak
Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur
atau belum dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh
tiga hal, yaitu: tidak terlarang oleh undang-undang, tidak bertentangan
dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.
b. Asas Pelengkap
Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak
diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan
sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Tetapi apabila
dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah
ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban
pihak-pihak saja.
c. Asas Konsensual
Perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara
pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.Sejak saat itu perjanjian mengikat
dan mempunyai akibat hukum.
d. Asas Obligator
Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu
baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan
hak milik. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian
yang bersifat kebendaan (zakelijke overeenkomst), yaitu melalui
penyerahan(levering).

Blbid. HIm: 342
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4. Jenis-jenis Perjanjian
Beberapa jenis perjanjian akan diuraikan menurut kriteria masing-masingsebagai
berikut:
a. Perjanjian Timbal Balik dan Sepihak
Pembedaan jenis ini berdasarkan kewajiban berprestasi.Perjanjian timbal
balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi
secara timbal balik, misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar.
Perjanjian sepihakadalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu
berprestasi dan memberihak kepada pihak yang lain untuk menerima
prestasi, misalnya perjanjia hibah, hadiah.
b. Perjanjian Bernama dan Tak Bernama
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri,
yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya
terbatas, misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan,
pengangkutan, melakukan pekerjaan konstruksi, dan lain-lain. Dalam
KUHPerdata diatur dalam title V-XVIII dan diatur dalam KUHD. Perjanjian
tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan
jumlahnya tidak terbatas.
c. Perjanjian Obligator dan Kebendaan
Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban,
misalnya dalam jual-beli, sejak terjadi konsensus mengenai benda dan harga,
penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga,
penjualberhak atas pembayaran harga, pembeli berhak atas benda
yangdibeli.Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak
milikdalam jual-beli, hibah, dan tukar-menukar sedangkan dalam perjanjian
lainnyahanya memindahkan penguasaan atas benda (bezit) misalnya dalam
sewa menyewa, pinjam pakai, dan gadai.
d. Perjanjian Konsensual dan Real
Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf

menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak.Tujuan perjanjian
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baru tercapai apabila ada tindakan realisasi dari hak dan kewajiban
tersebut.Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus

realisasitujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.?°

5. Berakhirnya Perjanjian

a.

Jangka Waktu Perjanjian Telah Berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu,
maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara
otomatis berakhirlah perjanjian yang telah diadakan para pihak.

Salah Satu Pihak Menyimpang dari Apa yang Diperjanjikan

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa
yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat menyatakan bahwa
perjanjiantersebut telah berakhir.

Jika Ada Bukti Kelancangan dan Bukti Pengkhianatan (Penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada
bukti bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa
yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dinyatakan
berakhir oleh pihak yang lainnya.?

6. Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang

telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur

disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:

a.

Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban
maupun karena kelalaian.
Karena keadaan memaksa (overmacht), force majeure, jadi di luar

kemampuan debitur.

2Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., him. 225-228.
2IChairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, 2004,Jakarta:
Sinar Grafika, him. 4.
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Dalam KUHPerdata, wanprestasi diatur didalam Pasal 1238 yang
menyatakanbahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau
dengansebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya
sendiri,ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai
denganlewatnya waktu yang ditentukan.”??Untuk mengetahui sejak kapan
debiturdalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan
ituditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam
hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu
memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah
ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnyatenggang
waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa
debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu
itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.
Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi.
Peringatan tertulis secara resmi yang disebut somasi. Somasi dilakukanmelalui
Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian Pengadilan Negeri dengan
perantara Juru Sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepadadebitur, yang
disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya
melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada

debitur dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut “ingebreke stelling”. >

7. Macam-Macam Bentuk Wanprestasi
Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan
wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja
atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan tersebut yaitu:
a. Debitur tidakmemenuhi prestasi sama sekali.

b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.

22R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op.cit., him 323.
ZAbdulkadir Muhammad, Op.cit., him. 204.
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C.

Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.*

8. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah

hukuman

atau sanksi hukum berikut ini:

a.

Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita
olehkreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).

Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan
ataupembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).

Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih
kepadadebitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata).

Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan,
ataupembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH
Perdata).

Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka

Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

B. Tinjauan Umum tentang Konsep Perjanjian dalam Prespektif Hukum
Islam (Qu’an dan Hadist).

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian dalam prespektif Hukum Islam
(Qu’an dan Hadist).

dac

Istilah perjanjian dalam bahasa Arab lazim disebut 2= berasal dari 28z xc

-yang berarti mengikat, mengumpulkan. 2= yang asal katanya berarti

mengikat, mengumpulkan ini pengertiannya adalah “mengumpulkan dua tepi tali

dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya

24), Satrio, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), 1999, Bandung: PT Alumni, him 122.
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bersambung menjadi sebagai sepotong benda.?® Para fugaha memakai juga istilah

akad untuk sumpah, perjanjian maupun persetujuan jual beli.

Adapun menurut istilah syara’, Dr. as- Sanhury dalam kitabnya Nazariyyah al-
‘Aqd mengutip dari kitab Mursyid al- Hairan sebagai berikut:

agle sinallin Silifhen sle AYY sibiipailaliaalic jillalliayYUabih yls e sa8al)
Dalam istilah lain, Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan akad sebagai berikut:

Suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara’
yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. ljab adalah
pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedang kabul

adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.®

Dengan memperhatikan pengertian-pengertian di atas, dapat diketahui
bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua belah pihak
berdasar kesediaan masing-masing dan mengikat pihak-pihak di dalamnya dengan
beberapa hukum syara’ yaitu hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad
tersebut. Selain itu ada pula yang memberi pengertian akad lebih luas, mencakup
juga segala tindakan orang yang dilakukan dengan niat dan keinginan kuat dalam
hati, meskipun merupakan keinginan satu pihak seperti wakaf, hibah dan

sebagainya.?’

Akad yang merupakan perikatan ijab dan kabul ini merupakan salah satu
sebab tamallu” (memiliki) harta benda yang hukumnya diperbolehkan dalam
Islam. Sebagai dasar hukumnya secara umum dapat ditelusuri dari firman Allah:

aSianal yiie s jlai (Sl MUaliliaSineSl sall ISV gialialilgily

25T M. Hasbi ash- Shiddieqy, Pengantar Figh Mu’amalah, cet. |, (Semarang: PT. Pustaka Rizki
Putra, 1997), him 26.

Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
Press, 2000), him 65.

bid, him 66.
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Penjelasan dari SurahAn- Nisa’ Ayat 29 di atas memberi pengertian, bahwa
hukum asal dalam memiliki harta orang lain atau menghalalkan memiliki harta
orang lain adalah kerelaan pemiliknya, baik secara tukar menukar, jual beli

maupun dengan jalan pemberian.

Selanjutnya, akad atau perjanjian yang dilakukan dengan dasar suka sama suka
tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya.
Allah berfirman:

SEaA &y el s e ale B G Y) L) A 10 edadT o i 1 8505 gl el
A e 2880

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu. Dihalalkan bagimu
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu)
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-

bh

Nya.

Penjelasan dari SurahAl- Maidah ayat 1 di atas memberi pengertian, bahwa
manusia diwajibkan memenuhi/menunaikan segala akad atau perjanjian yang

dibuatnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa aturan-aturan yang tercantum dalam al-
Qur’an. Sehingga tidak mungkin menyebutkan secara terperinci tentang hukum
akad dalam segala seginya. Oleh karena itu, untuk memperoleh ketentuan-
ketentuan hukum akad dalam mencakup segala aspek yang diperlukan harus ada

usaha pemikiran para ulama yang disebut ijtihad.

Di samping ketiga hal di atas, di antara yang dapat dijadikan landasan
hukum perjanjian adalah pertimbangan suatu adat/kebiasaan yang telah berlaku
dalam peri kehidupan masyarakat yang bersifat positif. Hal ini sesuai dengan
kaidah yang telah penyusun sebutkan dalam bab pendahuluan, bahwa adat

(kebiasaan) itu dapat menjadi suatu ketetapan hukum.
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Adat (kebiasaan) disebut juga ‘urf, sebagaimana telah dikemukakan oleh ‘Abd al-
Wahhab Khallaf dalam kitabnya ‘Ilm Usul Figh:

285l 58 jallind Y : (pfe SEIGLALE 5 Balallia S 5 sdlad oY siiegile) 5l suililled jlaila sqd yal
Adapun ‘urf /adat ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Adat yang sahih, yaitu apa yang sudah biasa diketahui oleh manusia secara
umum dan mereka melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan dalil
syara’, tidak menghalalkan barang yang haram atau tidak mengharamkan
barang yang halal.

2. Adat yang fasid adalah apa yang sudah diketahui manusia secara umum dan

dijalankan, tetapi bertentangan dengan syara’.

Menurut ‘Abd al- Wahhab Khallaf, memelihara adat yang sahih adalah wajib
dalam syari’at Islam dan bagi hakim dalam mengambil keputusan (pengadilan).
Sedang adat yang fasid tidak wajib dipelihara, karena bertentangan dengan dalil

atau membatalkan hukum syara’.?

2. Rukun dan Syarat Perjanjian

Dengan memperhatikan pengertian akad (perjanjian) di atas, dapatlah

diketahui bahwa suatu akad terbentuk dengan adanya beberapa hal, yaitu:

a. ‘Aqid (pihak-pihak yang berakad). Mengenai ‘aqid ini masing-masing pihak
dapat terdiri dari satu orang, dua orang ataupun beberapa orang.

b. Mahallu al- ‘aqdi atau ma’qud ‘alaihi. Yaitu benda yang berlaku padanya
hukum akad atau disebut juga dengan objek akad.]

Cc. Maudhu’u al- ‘aqdi. Yaitu tujuan diadakannya akad atau maksud pokok dari
akad tersebut. Dalam hal ini tujuan akad tetap satu, tidak berbeda-beda dalam

akad yang serupa.

¢ Rukun akad (ijab dan kabul).

2Abd al- Wahhab Khallaf, /im Usul Figh, cet. 8, ( Kuwait: Dar al- Qalam, 1978), him 88.
2 |bid, him 89-90.
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ljab dan kabul dinamakan sigat al- ‘aqdi yaitu ucapan yang menunjukkan
kepada kehendak kedua belah pihak. Sigat al- ‘aqdi ini memerlukan tiga syarat:

1. Harus terang pengertiannya.
2. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul.

3. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Rukun merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam suatu hal, peristiwa
ataupun tindakan. Dengan demikian, suatu akad dipandang batal/tidak sah jika

tidak memenuhi apa yang menjadi rukun-rukunnya.

Selanjutnya agar ijab dan kabul benar-benar mempunyai akibat hukum

diperlukan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Berada dalam satu majelis.
2. Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.

3. Hendaknya ijab dan kabul tidak ditarik kembali sebelum adanya kabul.

Adapun yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, untuk sahnya ijab dan

kabul diperlukan syarat-syarat:

1. ljab dan kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah
mencapai tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang
diucapkan, sehingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan
hatinya. Dengan kata lain, ijab dan kabul harus dinyatakan dari orang yang
cakap melakukan tindakan- tindakan hukum.

2. ljab dan kabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.

3. ljab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua
belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis
diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang terakhir ini terjadi
apabila ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak
kedua. Dengan demikian, pada saat pihak ketiga menyampaikan kepada pihak

kedua tentang adanya ijab itu, berarti bahwa ijab itu disebut dalam majelis

30T M. Hasbi ash- Shiddieqy, Pengantar Figh Mu’amalah, him 28-29.
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akad juga dengan akibat bahwa bila pihak kedua kemudian menyatakan

menerima (kabul), akad dipandang telah terjadi.®

Dari syarat-syarat di atas dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang berakad
harus benar-benar merupakan orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
Dengan demikian, tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila ataupun anak

kecil yang belum mencapai tamyiz. Hal ini sesuai dengan sabda nabi:
32&:@:\‘5‘\" ..W.. . .. n_.lﬁ‘j .S“f- ...w n_.‘; j-"“u “f- ;L‘.‘Ju‘_— . aj\ . S'naé)

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa ijab dan kabul dinamakan sigat al- ‘aqd
yaitu suatu perkataan yang menunjukkan kehendak kedua bela pihak. Dengan kata
lain, sigat al- ‘aqd adalah cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan

pernyataan kehendak itu dinyatakan.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, sigat akad dapat dilakukan dengan cara
lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya
ijab dan kabul, dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam
ijab dan kabul.®®

Sigat secara lisan merupakan cara alami untuk menyatakan keinginan hati
seseorang. Oleh karena itu, telah dipandang sah atau terjadi apabila ijab dan kabul
dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun mengenai
bahasa yang dipergunakan tidak terikat oleh aturan-aturan khusus asal dapat
dipahami oleh pihak-pihak di dalamnya, agar tidak menimbulkan perselisihan atau

persengketaan di kemudian hari.

3. Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi

Daman al-‘aqd Para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari
akad yang mereka tutup. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan

kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang

31Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum mu’amalat, him 66-67.

2|bnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al- Fikr, t.t. ) | : 629. Hadis riwayat Ibnu Majah dari
Ali Abi Thalib.

33Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu’amalat, him 68.
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mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad
tersebut. Oleh karena itu hukum melindungi kepentingan pihak dimaksud
(kreditur) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas
pihak yang mungkir janji (debitur) bagi kepentingan pihak yang berhak (kreditur).
Akan tetapi, ganti rugi itu hanya dapat dibebankan kepada debitur yang ingkar
janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditur memiliki hubungan sebab akibat
dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dari debitur. Jadi tanggung jawab
akad itu memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan ingkar janji yang
dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada
kreditur, dan kerugian kreditur itu disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-

akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur.

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan
dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat
untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini
segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan gabul sudah dapat
dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh
mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang
merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa,akad-akad dapat
dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan

maksud akad-akad tersebut.3*
Firman Allah al-Bagarah ayat 282.
TG O sl o @ddgh@l swaa @3 o d) ¢ G s oas dg sosss)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‘'amalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamumenuliskannya”. Setiap perjanjian
wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan,
pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi

jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

34 Ahmad Muhammad Al-Assal. 1980. Al-Nizam al-Igtisadi fi al-Islam mabadi’uhu wahdafuhu, Alih
bahasa Abu Ahmadi, (Surabaya: Bina Iimu), hal 184.
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Dalam hukum Islam, tanggung jawab melaksanakan akad ini disebut
daman akad (daman al-aqd). Hanya saja perlu diketahui bahwa dengan (tanggung
jawab) akad adalah satu bagian dari ajaran tentang daman (tanggung jawab
perdata) secara keseluruhan. Karena disamping daman akad, dalam hukum Islam
terdapat pula apa yang disebut daman udwan (daman al-udwan), yaitu tanggung
jawab atas perbuatan merugikan orang lain (perbuatan melawan hukum perdata).
Dengan kata lain, daman di dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua macam,

yaitu:

a. Daman akad (daman al-agd), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan
ganti rugi yang bersumber pada ingkar akad.

b. Daman udwan (daman al-udwan), yaitu tanggung jawab perdata untuk
memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (al-fi“l
ad-darr) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut perbuatan

melawan hukum.

Masalah muamalah dengan sesama manusia hukum Islam menekankan
kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah
mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-
perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiqg, sebagaimana sabda
Rasulullah saw : Dari Abu Hurairah ra Rasulullah saw bersabda : ciri-ciri orang
munafig itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia
mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Memperhatikan hadist diatas
maka dapat difahami bahwa mereka yang melakukan wanprestasi dengan ada
unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang munafiq,
yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang
dibebankan kepadan Demikianlah ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik
dari Hukum Islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum semacam ini

merupakan suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan dengan unsur
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kesengajaan. Akan tetapi dalam masalah-masalah yang dilakukan kealpaan akibat
overmacht (keadaan memaksa).

C. Tinjauan Umum Perjanjian Pemborongan dan Konstruksi.
1. Pengertian Perjanjian Pemborongan dan Konstruksi.

Perjanjian untuk melakukan pemborongan pekerjaan dapat dilihat dalam
Buku KUH Perdata Bab VII A pada bagian ke Satu (1), mengenai Ketentuan-
ketentuan Umum. Dalam Pasal 1601 b Kitab Undang-undang Hukum Perdata
disebutkan : Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang
satu, sipemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan
bagi pihak lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang
ditentukan.Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (outsourching) adalah perjanjian
yang dibuat secara tertulis mengenai penyerahan sebagai pekerjaan kepada
perusahaan lain. Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerjaan adalah perjanjian yang
dibuat secara tertulis untuk menyediakan jasa pekerjaan untuk mengerjakan

sebagian pekerjaan perusahaan pemberian pekerjaan.

Sedangkan menurut R. Subekti, perjanjian pemborongan adalahperjanjian
antara seseorang (pihak yang memborongkan) dengan seseorangyang lain (pihak
yang memborong pekerjaan), dimana pihak yang pertamamenghendaki suatu hasil
pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lain tersebutserta adanya suatu pembayaran

uang tertentu sebagai harga pemborongan.3®

Saat ini jasa pemborongan atau jasa konstruksi telah diatur dalamUndang-
undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Jasa Konstruksi dalam
Undang-undang ini adalahLayanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi,
layanan jasa konsultasiperencanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa

konsultasi pengawasanpekerjaan konstruksi.

2. Para Pihak Dalam Perjanjian Jasa Pemborongan

3Subekti, R, Aneka Perjanjian, (Bandung : Alumni, 1986), him.70
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Dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah diatur dalam perjanjian jasa
pemborongan atau jasa konstruksi biasanya terdapat 4 (empat) pihak, antara lain :

a. Pengguna jasa atau pemberi tugas atau bouwheer, yaitu orangperseorangan
atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/ proyek yang

memerlukan layanan jasa pemborongan atau jasa konstruksi.

b. Penyedia jasa atau pemborong, yaitu orang perseorangan atau badan usaha
yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa pemborongan atau jasa
konstruksi.

c. Pelaksana, yaitu penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang
dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang
mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil
perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain. Pada umumnya
penyedia jasa sekaligus merupakan pelaksana dalam pekerjaan jasa
pemborongan.

d. Pengawas, yaitu penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang
dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang
mampu melaksanakan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah
terimakan.

Selain pihak-pihak tersebut diatas, dalam pelaksanaan pekerjaan jasa
pemborongan juga terdapat pihak perencana yaitu penyedia jasa orang
perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli profesional dibidang
perencanaan jasa pemborongan atau jasa konstruksi yang mampu mewujudkan
pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik
lain. Penunjukan perencana ini dalam prakteknya dilaksanakan melalui
pelelangan tersendiri yang dilakukan sebelum pelelangan dalam rangka

pemilihan penyedia jasa.

3. Hak dan Kewajiban Kontrak Jasa Konstruksi
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Dalam setiap perjanjian atau kontrak yang melibatkan dua pihak pastilah
menimbulkan hak dan kewajiban atau tugas dan kewenangan bagi para pihak.
Hak bagi satu pihak merupakan kewajiban (prestasi) yang harus dilaksanakan
oleh pihak lainnya. Demikian pula dalam kontrak kerja konstruksi terdapat dua
pihak yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi, yang mana masing-
masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebagaimana telah diuraikan diatas

dan merupakan prestasi yang harus dilakukan.

Hak pengguna jasa konstruksi adalah memperoleh hasil pekerjaan
konstruksi,sesuai dengan klasifikasi dan kualitas yang diperjanjiakan. Dalam
Pasal 18 ayat (1) UUJK, kewajiban pengguna jasa dalam suatu kontrak

mencakup :

1. Menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat
ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami.

2. Menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan

pemilihan.

3. Memenuhi ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi.%

Adapun kewajiban dari penyedia jasa konstruksi adalah mencakup :

1. Menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk

disampaikan kepada pengguna jasa.
2. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Hak penyedia jasa konstruksi adalah memperoleh informasi dan
menerima imbalan jasa dari pekerjaan konstruksi yang telah dilakukannya.
Informasi yang dimaksud merupakan doumen secara lengkap dan benar yang

harus disediakan oleh pengguna jasa untuk penyedia jasa konstruksi sehingga

http://mww.hukumonline.com/berita/baca/It57db6d8bb97ca/13-item-yang-harus-ada-dalam-
kontrak-jasa-konstruksi.
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dapat melakukan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Dalam kontrak
pengadaan barang/ jasa oleh Pemerintah, kontrak tersebut merupakan
perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/

jasa.

Jika mengacu pada rumusan ini maka pejabat yang mewakili pemerintah
dan karenanya berwenang menandatangani kontrak pengadaan adalah PPK.
Pejabat inilah yang bertanggung jawab atas akibat hukum dari kontrak yang
ditandatangani. Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 terdapat lampiran tentang
Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan, dimana dalam lampiran tersebut
terdapat ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
PPK dan Penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi:

1. Hak dan kewajiban PPK :

a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh

penyedia.

b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan

pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.

c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam

kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.

d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan
oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai

ketentuan kontrak.
2. Hak dan kewajiban Penyedia :

a. Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan

harga yang telah ditentukan dalam kontrak.

b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana
dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan

kontrak.
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c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK

d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan
dalam kontrak.

e. Memberikan  keterangan-keterangan  yang  diperlukan  untuk

pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.

f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

g. Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai
untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan
dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan

penyedia.®’

4. Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi
e Musyawarah/Mufakat

Musyawarah berasal dari kata ‘syawara’ yaitu berasal dari Bahasa
Arab yang berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan
mengajukan sesuatu. Jadi musyawarah adalah suatu upaya untuk
memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil
keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang
menyangkut urusan keduniawian. Musyawarah adalah bagian dari
demokrasi. Cara pemungutan suara cenderung dipilih oleh sebagian
besar negara demokrasi karena lebih praktis,menghemat waktu dan
lebih sederhana daripada musyawarah yang berbelit-belit.Yang
dimaksud dengan musyawarah mufakat adalah bahwa setelah
bermusyawarah, mufakat itu bisa tiga jenis:
1. setuju untuk bersetuju
2. setuju untuk tidak bersetuju

3. setuju untuk menunda sebuah persetujuan

87 www.landasanteori.com » Hukum Perdata
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Dengan musyawarah maka akan mudah mendapatkan solusi yang
terbaik untuk kepentingan bersama dan tercapai kesepakatan yang
memuaskan banyak pihak. Solusi ini dapat memberikan dampak yang

positif bagi kepentingan bersama, baik pimpinan maupun anggotanya.

Mediasi

Pengertian Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui
proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh
mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan
sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan
yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus.
Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus,
maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu
gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung.Segala
sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Latar
Belakang Mediasi Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan
adalah Peraturan Mahkamah Agung Rl No. 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 (PERMA No. 2 Th.
2003), dimana dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 masih terdapat
banyak kelemahan-kelemahan Normatif yang membuat PERMA
tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, dan juga
berbagai masukan dari kalangan hakim tentang permasalahan
permasalahan dalam PERMA tersebut. Latar Belakang mengapa
Mahkamah Agung Rl (MA-RI) mewajibkan para pihak menempuh
mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim diuraikan dibawah ini.
Kebijakan MA-RI memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di
Pengadilan didasari atas beberapa alasan sebagai berikut :
e Pertama, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah

penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri

sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus
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diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat
diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh
upaya hokum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari
kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan
mengajukan upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh
hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan
penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak.
Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan
pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak
yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi.
Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang
mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

Kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian
sengketa yang lebih. cepat dan murah dibandingkan dengan proses
litigasi. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang
membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses yang cepat
dan murah dibandingkan proses litigasi. Akan tetapi, jika
didasarkan pada logika seperti yang telah diuraikan pada alasan
pertama bahwa jika prkara diputus, pihak yang kalah seringkali
mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga
membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat
memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di
Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi
Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika perkara dapat diselesaikan
dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat
menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang
mencerminkan kehendak bersama para pihak. Selain logika seperti
yang telah diuraikan sebelumnya, literatur memang sering
menyebutkan bahwa penggunaan mediasi atau bentuk-bentuk

penyelesaian yang termasuk ke dalam pengertian alternative
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dispute resolution (ADR) merupakan proses penyelesaian sengketa
yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi.

e Ketiga, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses
bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan
tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga
melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan
diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal,
melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh
seorang penengah yang disebut mediator.

Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh
proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa
sengketa ke Pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap
perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian
yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum
acara yang berlaku, yaitu HIR dan Rbg, mewajibkan hakim untuk
terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus
dimulai, tetapi juga karena pandangan, bahwa penyelesaian yang
lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang
memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari

dan menemukan hasil akhir.
D. Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang
diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya

mengenai hal-hal sebagai berikut :*

1. Keputusan mengenai peristiwvanya, apakah terdakwa telah melakukan

perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

38 Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. Hal 74
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2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa
itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat
dipidana.

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.
Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka,
ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan,
wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan

menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah
pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat
berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal

serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum
apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.3® Syarat sah nya
suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan
dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh
hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur
dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat
bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,
maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak

memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim
untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan
hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh
terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur
dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara Rl Tahun 1945,

39 pasal 195 KUHAP

37



yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan
sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar

pertanyaan (the four way test) berupa:

1. Benarkah putusanku ini?

2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4

Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (strafftoemeting-leidraad) akan memudahkan
hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah
melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat
hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan
memperhatikan butir-butir  tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih

proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.*°

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana
terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas
Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib

menjaga kemandirian peradilan.

Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar
kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud
dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945.

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun

2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

40 Muladi dan Barda Nawawi Arif. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. 1998. Hal
67
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“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari
peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan
dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam
masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam
melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang
diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan
kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting

lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan
dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

. Surat
. Petunjuk

1
2
3. Keterangan terdakwa
4. Keterangan Saksi

5

Keterangan Ahli
Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat.
Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan
kasus atau perkara.

b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani
dari hakim itu sendiri. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih

rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman
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yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan
Undang-Undang.

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat
dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam

suatu perkara, yaitu sebagai berikut:**

1. Teori Keseimbangan Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah
keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan
kepentingan pihakpihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan
diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan
putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang
wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim
akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat,
dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara
pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih
ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuwan Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran
bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan
penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan
terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat
membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-
hari.

5. Teori Ratio Decindendi Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang
mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan
pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai

41 Ahmad Rifai. Penemuan Hukum. Sinar Grafika.Jakarta. 2010. Hal 102.
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dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus
didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan
memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah,
masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk
membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak
dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan

bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus

dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van
Apeldoorn, hakim haruslah:*?

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-
kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin
keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim

memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan
perbuatan yang dituduhkan kepadanya,

2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan
terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah
dan dapat dipidana.

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

42 E, Utrecht an Moch Saleh Djindang. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Sinar Harapan. Jakarta.
1983. Hal 204.
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Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap
perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak
terlepas dari sistem pembuktian negatif (negative wetterlijke), yang pada
prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap
telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga
ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.
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BAB Il

GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI SLAWI DAN DESKRIPSI
PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLAWI
No.8/Pdt.G/2019/PN Slw TENTANG PERKARA GUGATAN
WANPRESTASI ATAS KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA
CV.RAFFI PERSADA DAN PEMDA SLAWI

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Slawi

1. Sejarah Pengadilan Negeri Slawi

Sebelum adanya Pengadilan Negeri Slawi dahulu para pencari keadilan di
Kabupaten Tegal di layani oleh Pengadilan Negeri Tegal. Semakin banyaknya
para pencari keadilan, Pengadilan Negeri Tegal mulai kewalahan untuk
menangani perkara — perakara yang masuk. Dan akhirnya didirikan Pengadilan
Negeri Kab. Tegal di Slawi yang sekarang bernama Pengadilan Negeri Slawi.
Terletak di JI. A. Yani No. 99, Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah
Pengadilan Negeri Kab. Tegal di Slawi didirikan pada tanggal 28 Juli 1982.

Sesuai  Surat  Keputusan  Menteri  Kehakiman Rl Nomor
M.06.AT.01.10.1982, tanggal 28 Juli 1982, yang menyatakan Pengadilan Negeri
Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Slawi dengan daerah hukum yang
meliputi daerah tingkat 11 Kabupaten Tegal dikurangi Kecamatan — Kecamatan
Sumur Panggang, Kramat, dan Kecamatan Dukuhturi. Dan di golongkan dalam
Pengadilan Negeri Klas I1.

Kemudian pada tahun 1989 Pengadilan Negeri Kab. Tegal di Slawi
berganti nama menjadi Pengadilan Negeri Slawi Klas II. Hal ini tertuang dalam
Surat Keputusan Menteri Kehakiman RlI Nomor M.08-PR.07-02 Tahun 1989,
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tanggal 19 Desember 1989, dalam Lampiran keputusan berbunyi : Nama
Pengadilan Negeri Slawi, Kelas 11, Wilayah hukum Kabupaten Tegal.

Dari awal berdiri banyak perkara-perkara yang masuk dan terselsaikan
dengan baik. Hingga pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Slawi resmi menjadi
Pengadilan Negeri Klas | B. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah
Agung Nomor 36/KMA/SK/11/2017, tanggal 09 februari 2017. Untuk wilayah
hukum Pengadilan Negeri Slawi Klas | B meliputi seluruh wilayah Kabupaten
Tegal kecuali Kec. Kramat dan Kec. Dukuhturi. Semoga Pengadilan Negeri Slawi

menjadi pengadilan yang agung.

2. Visi-Misi Pengadilan Negeri Slawi

Bahwa untuk membangun Kkepercayaan masyarakat terhadap Badan
Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap
pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai
peraturan terkait lainnya, untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-
baiknya maka Pengadilan Negeri Slawi perlu menerapkan Visi dan Misi agar
dapat dijadikan acuan untuk menyelenggaran dan memberikan pelayanan publik

bagi pencari keadilan dan masyarakat:

a. Visi
“Terwujudnya Pengadilan Negeri Slawi Sebagai Badan Peradilan Indonesia
Yang Agung”’.

b. Misi

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Slawi.

2. Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada
pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Slawi.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Slawi.
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3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Slawi
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Tugas pokok dan fungsi struktur organisasi di Pengadilan Negeri Purwodadi
sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri

a. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi

keuangan rutin/ pembangunan.

b. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugass dan
memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim

maupun seluruh karyawan.

c. Sebagai kawal Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan
atas penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas para hakim dan

pejabat kepaniteraan, sekretaris, dan jurusita didaerah hukumnya

d. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa
keluar dari ruang kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta

berkas perkara.

e. Menetapkan panjar biaya perkara: dalam hal penggugat atau tergugat
tidak mampu, ketua dapat memberikan izin untuk beracara secara prodeo

atau tanpa membayar biaya perkara.

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri

a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan

jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

b. Mewakili ketua bila berhalangan.

c. Melaksanakan delegasi intern untuk mengamati apakah pelaksanaan
tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang

berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.
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3. Hakim Pengadilan Negeri

a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara

yang diajukan kepadanya.

b. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan
dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan

agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

4. Panitera

a. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan

b. Panitera dengan dibantu oleh wakil penitera dan panitera muda harus
menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara

perdata dan pidana maupun situasi keuangan.

c. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,
akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat

bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

d. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh

Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

5. Panitera pengganti
Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata atau pidana serta
melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang

bersangkutan.
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6. Sekretaris
a. Tugas pokok
Bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan, dan
mengatur Kasubag Kepegawaian, Kasubag Umum dan Keuangan dan

Kasubag Perencanaan, dan Pelaporan.

b. Fungsi

1) Membantu sekretaris didalam melaksanakan tugasnya dalam
memimpin sekretariatan di Pengadilan Negeri.

2) Membina secara langsung pelaksanaan administrasi umum antara lain
ketertiban pengeloalaan kepegawaian, keuangan DIPA, pengisian
register, pelaporan, surat menyurat, kearsipan dan pembuatan laporan
periodik lainnya.

7. Jurusita

a. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan
oleh Hakim Ketua Majlis.

b. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-

teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan.

c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.

d. Membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan

kepada pihak-pihak terkait.

B. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB Nomor

Hakim yang mengadili perkara
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Hakim Ketua : Rizga Yunia,S.H.
Hakim Anggota : 1. Diana Dewiani,S.H.
2. Eva Khoerizgiah,S.H.

1. Dalam Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari
2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi
pada tanggal 7 Februari 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa obyek gugatan ini adalah Surat Perjanjian/Kontrak Untuk
Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di
Kec. Bojong Dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan
Jalan Di Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor :
050/003/SC/BB/SP/BM/1X/2015 Tanggal 01 September 2015, dengan Nilai
Kontrak sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga sebesar
Rp. 270.721.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu
rupiah) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Daftar Kuantitas
dan Harga yang semula sebesar Rp. 270.721.000,- berdasarkan Lampiran
Adendum tanggal 7 September 2015 berubah menjadi sebesar
Rp.275.721.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu
juta rupiah), yang selanjutnya dalam Gugatan ini disebut Kontrak. Dalam
Kontrak berlaku asas universal yaitu asas pacta sunt servanda.Perubahan
Daftar Kuantitas dan Harga (Lampiran Adendum) yang ditandatangani
oleh Tergugat, Sdr. KUNARTO, Amd selaku Kepala UPTD Kec. Bojong-
Bumijawa DPU Kabupaten Tegal dan Sdr. TEGUH SARWONO selaku
Pengawas Lapangan serta Penggugat.

2. Bahwa Pengawas Pekerjaan berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak yang
selanjutnya disebut SSUK, diatur dalam angka 21, dan angka 22, yang pada
intinya diatur bahwa selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan PPK

dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau
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konsultan pengawas. Kewajiban Pengawas Pekerjaan adalah mengawasi
pelaksanaan pekerjaan. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas
Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Pada pekerjaan perkara a
quo yang di angkat menjadi Pengawas Pekerjaan adalah personil PPK, yaitu
Sdr. TEGUH SARWONO selaku Pengawas Lapangan.

. Bahwa pada dasarnya asas pacta sunt servanda berkaitan dengan kontrak
atau perjanjian yang dilakukan antar individu mengandung makna:
perjanjian  merupakan undang-undang bagi para pihak
yangmembuatnya, dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap
kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan perbuatan melanggarjanji
atau wanprestasi. Pengaturan tentang asas pacta sunt servanda pada hukum
positif, diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur bahwa Semua
persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

. Bahwa Tergugat dalam menandatangani Kontrak bertindak untuk dan atas
nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor :
050/03.1/1/2015 Tanggal 5 Januari 2015 dan Turut Tergugat IV mengetahui
dan menyetujui penandatanganan Kontrak tersebut.

. Bahwa Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa
Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Kontrak yang dikerjakan oleh Penggugat
adalah sepanjang 194,25m dengan lebar jalan 3m yangterbagi dalam 38
segmen, 1 segmen adalah sepanjang 5m denganlebar 3m.

. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Tergugat
Nomor : 050/003/SC/BB/SPMK/BM/1X/2015 Tanggal 1 September 2015,
Penggugat melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan
selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1
September 2015 dan selesai tanggal 30 Nopember 2015.

. Bahwa Penggugat selama melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak

yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah
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10.

menerima peringatan dan/atau teguran baik dari Tergugat maupun dari
Pengawas Lapangan baik secara lisan maupun tertulis.

Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2015 terdapat adanya surat yang belum
ditandatangani oleh Sdr. MT. SETIYOBUDI, ST, M.Eng selaku Kepala
Bidang Bina Program DPU Kabupaten Tegal Nomor : 168/ Tes. KTB / X1 /
2015. Perihal Hasil Tes Kuat Tekan Beton yang ditujukan Kepada Penggugat
yang menginformasikan bahwa pada Pekerjaan Pengaspalan Jalan di
Sumbaga- Carul Kec. Bumijawa hasil kuat tekan rata-rata dari ke 2 (dua)
sample beton K.250 berupa silinder beton uk. Dia 15 cm dan tinggi 30 cm
yang diuji adalah 259,80 kg/cm?, yang mendasarkan pada Lembar Kerja
Pengujian Beton Silinder yang telah dilakukan analisa oleh Sdr. M. ARIEF
HIDAYAT (Staf Bina Program DPU Kab. Tegal yang diperbantukan pada
Laboratorium Bahan dan Material DPU Kab. Tegal) pada tanggal 27
Nopember 2015.

Bahwa pada tanggal 2 Desember 2015, Penggugat telah menyampaikan
surat dengan Nomor: 012.01/ P.Priksa/ RFP/XI1/2015 Perihal Permohonan
Pemeriksaan 100%, yang ditujukan kepada Kepala Bidang Bina Marga
selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan di Kecamatan
Bojong dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015. Bahwa surat Penggugat
tersebut membuktikan, Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan sesuai
waktu yang ditentukan dalam SPMK, yaitu mulai tanggal 1 September 2015
dan selesai tanggal 30 Nopember 2015.

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2015, dalam rangka Serah Terima
Pekerjaan Turut Tergugat V telah melaksanakan Pemeriksaan Pekerjaan
Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa Tahun Anggaran
2015 yang dikerjakan oleh Penggugat dan diketahui oleh Tergugat, serta
telah dinyatakan oleh Turut Tergugat V bahwa prestasi fisik dilapangan telah
mencapai 100% sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan
Prestasi Fisik Pekerjaan 100 % Nomor : 050/ SC/ BAPPF/ XII/ 2015
Tanggal 26 Desember 2015. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik
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Pekerjaan 100 % Nomor : 050/ SC/ BAPPF/ XII/ 2015 Tanggal 26
Desember 2015.

2. Tentang Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Slawi
No.8/Pdt.G/2019/PN Slw

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana dikemukakan diatas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Turu Tergugat |
dan Turut Tergugat Il melalui Kuasanya dan Turut Tergugat V mengajukan
jawabannya yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan
mempertimbangkan pokok perkara (bodemgeschil) dari perkara a quo maka
Majelis Hakim akan memeriksa dan meneliti terlebih dahulu apakah gugatan dari
Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ada mengenai kewenangan (kompetensi)
mengadili baik secara absolut sebagaimana yang diatur menurut ketentuan Pasal
134 HIR maupun secara relatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 133
HIR.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati terhadap
jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat tidak ada yang
mempermasalahkan tentang kewenangan (kompetensi) mengadili dalam perkara a
quo akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara a quo secara ex officio memiliki
kewenangan dan wajib untuk memeriksa apakah surat gugatan yang diajukan oleh
Penggugat terdapat permasalahan kewenangan untuk mengadili sehingga jika
memang ada akan tetapi Tergugat ataupun Para Turut Tergugat tidak
mempermasalahkan maka Majelis Hakim harus memutus perkara tersebut terlebih
dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya, dan setelah Majelis Hakim teliti
secara cermat gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak ada masalah
dengan persoalan kewenangan mengadili baik secara absolut sebagaimana
ketentuan Pasal 134 HIR maupun secara relatif sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 133 HIR.
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Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak ada
permasalahan tentang kewenangan mengadili maka selanjutnya Majelis Hakim
sebelum memeriksa pokok perkaranya juga akan memeriksa secara teliti dan
cermat terhadap syarat formal dari surat gugatan Penggugat a quo sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 118 HIR jo. Pasal 120 HIR jo. Pasal 123 ayat (1) HIR jo.
Pasal 8 ayat (1),(2) dan (3) RV.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati terhadap
jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il melalui Kuasa
Hukumnya, dan Turut Tergugat V yang diajukan atas gugatan dari Penggugat
tersebut, maka Tergugat, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il melalui Kuasa
Hukumnya, dan Turut Tergugat V ada mengajukan keberatan Gugatan Penggugat
Tidak Jelas/ Kabur (Obscuur Libel) terkait tentang pihak yang digugat dalam
perkara a quo khususnya dari Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat V karena
dalam jawabannya Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat | dan Turut Tergugat
Il dan Turut Tergugat V mendalilkan kalau Penggugat telah salahdalam menarik
pihak yang digugat karena dalam hal ini Pengggugat telah menggugat Tergugat,
Turut Tergugat 1V, dan Turut Tergugat V secara pribadi mengingat kedudukan
Tergugat dalam perkara a quo adalah bertindak untuk dan atas nama Pejabat
Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal bukan atas hama
TEGUH DWIJANTO R., ST, MT, MA, kedudukan Turut Tergugat V dalam
perkara a quo adalah bertindak untuk dan atas nama tim Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan (PPHP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal bukan atas nama
LASAM, ST; RICHWANADIJI, SIP, TANURI, TARMUDI, Amd, DAN
NOPENDI, kedudukan Turut Tergugat IV dalam perkara a quo adalah bertindak
untuk dan atas nama Plt. Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Tegal selaku
Pengguna Anggaran bukan atas nama Ir.SUHARMANTO, karena pihak yang
ditarik tidak tepat maka gugatan dari Penggugat menjadi tidak jelas (obscuur
libel).

Bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa dalam jawabannya
Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (obscuur libel)

tanpa adanya pernyataan yang menunjukkan bagian mana dari Gugatan Penggugat

53



yang tidak jelas/kabur dan juga menyatakan bahwa Gugatan Penggugat sudah
tepat dan benar dengan mengajukan Sdr. TEGUH DWIJANTO R., ST, MT, MA
sebagai pihak (Tergugat) bukan selaku pribadi karena berkaitan tindakan Tergugat
yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal
menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan
Konstruksi bersama dengan Penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Sdr.
LASAM, ST; RICHWANADIJI, SIP, TANURI, TARMUDI, Amd, dan
NOPENDI sebagai pihak (Turut Tergugat V) bukan selaku pribadi karena
berkaitan tindakan Turut Tergugat VV menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
Prestasi Fisik Pekerjaan 100% dan Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan selaku
PPHP, Sdr Ir. SUHARMANTO sebagai pemangku jabatan bukan selaku pribadi
karena berkaitan tindakan Turut tergugat IV mengetahui dan menyetujui
penandatangan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi.
Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat dan Kuasa Turut
Tergugat | dan Turut Tergugat Il mengajukan Duplik terkait penyebutan mantan
untuk Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V terhadap hal tersebut
Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;
Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim kapasitas
Tergugat, Turut Tergugat 1V, dan Turut Tergugat V dalam perkara aquo tidak
dapat dipisahkan dengan kedudukannya masing-masing sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku
Pengguna Anggaran, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk paket
pekerjaan konstruksi kegiatan peningkatan jalan di Kecamatan Bojong dan
Bumijawa pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga- Carul tahun anggaran 2015,
dan sebagaimana bukti T-2, TT.I-2, TT.II-2,TT.V-2, T-3, TT.I-3, TT.II-3, TT.V-3
dan T-6, TT.I-6, TT.II-6, TT.V-6 diketahui secara hukum bahwa Tergugat, Turut
Tergugat IV, dan Turut Tergugat V masing-masing merupakan Pejabat Pembuat
Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku
Pengguna Anggaran, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk paket
pekerjaan konstruksi kegiatan peningkatan jalan di Kecamatan Bojong dan

Bumijawa pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga- Carul tahun anggaran 2015.
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Secara organisasi tugas dan tanggung jawab ada pada Pejabat Pembuat
Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku
Pengguna Anggaran, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sehingga apabila
Penggugat bermaksud menggugat Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut
Tergugat V dalam perkara a quo maka hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari
kedudukannya masing-masing sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, mantan PIt.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran, dan
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak menyebut istilah mantan
pada jabatan, namun dengan sudah berakhirnya proyek dan tahun anggaran maka
jabatan tersebut telah lepas dengan orang yang bersangkutan. Namun
dikaitkannya nama Tergugat dan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak
bisa serta merta dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah melainkan juga dikaitkan dengan Surat
Keputusan yang dikeluarkan. Tergugat dalam Surat Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor 050/03.1/1/2015 memuat nama
Tergugat Teguh Dwijanto R., ST, MT, MA dan memuat jabatan Tergugat sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal
Tahun 2015. Namun dengan sudah berakhirnya tahun anggaran 2015 maka
jabatan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah lepas dari Tergugat.
Turut Tergugat IV Ir. Suharmanto dengan jabatan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran Pekerjaan Pengaspalan Jalan
di Sumbaga-Carul PIK Bumijawa tahun anggaran 2015. Namun dengan sudah
berakhirnya tahun anggaran 2015 maka jabatan Turut Tergugat IV sebagai
Pengguna Anggaran Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul PIK
Bumijawa tahun anggaran 2015 telah lepas dari Turut Tergugat IV. Turut
Tergugat V dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Tegal Nomor 05/453/1VV/2015 memuat nama Turut Tergugat V Lasam ST,
Richwanadji SIP, Tanuri, Tarmudi Amd, Nopendi dan memuat jabatan Turut

Tergugat V sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tahun anggaran 2015.
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Namun dengan sudah berakhirnya tahun anggaran 2015 maka jabatan Turut
Tergugat V sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah lepas dari Turut
Tergugat V. Pada saat gugatan ini diajukan, Tergugat dan Turut Tergugat IV serta
Turut Tergugat V sudah tidak lagi menjabat karena Pekerjaan Pengaspalan di
Sumbaga-Carul PIK Bumijawa tahun anggaran 2015 sudah berakhir sehingga
menurut Majelis Hakim penyebutan mantan, nama, dan jabatan sebagai pihak
Tergugat dan Turut Tergugat 1V serta Turut Tergugat V sudah jelas dan tepat.
Menimbang bahwa, dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka
terhadap keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat | dan
Turut Tergugat Il melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat V tidak
beralasan hukum maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya keberatan
tersebut harus ditolak.
Menimbang, bahwa karena keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Tergugat,
Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il melalui Kuasa Hukumnya, dan Turut
Tergugat V dalam jawabannya dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis

Hakim akan memeriksa pokok perkara dari Gugatan Penggugat.

3. Amar Putusan Hukum  Hakim Pengadilan  Negeri  Slawi
No.8/Pdt.G/2019/PN Slw

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam
persidangan, maka Majelis Hakim memutuskan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (1),(2) dan (3) Reglement op de
Burgerlijke Rechtsvordering (RV) junto Pasal 118 ayat (1) Herziene Indonesische
Reglement (H.l.R.) juncto Pasal 120 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)
juncto Pasal 133 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 134
Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 132 a Herziene
Indonesische Reglement (H.L.LR.) juncto Pasal 132 b Herzienelndonesische
Reglement (H.I.R.), Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1321 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1323 Kitab Undang- Undang Hukum
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Perdata juncto Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal

1325 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1337 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum

Perdata serta peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara

ini:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, dan Turut

Tergugat V

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa pekerjaan
yang tidak dibayar kepada Penggugat sebesar Rp 275.721.000,00 (dua ratus
tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) melalui APBD
Kabupaten Tegal;

4. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat 111, Turut
Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada Putusan
perkara ini;

5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya
perkara yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara a quo sejumlah
Rp. 2.697.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Slawi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh
kami RIZQA YUNIA, S.H., sebagai Hakim Ketua, DIANA DEWIANI, S.H.
dan EVA KHOERIZQIAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari Kamis tanggal 26 September 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Edy Soeprapto,
S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, dihadiri oleh
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KuasaHukum Penggugat, Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat | Turut
Tergugat Il, Turut Tergugat V (kecuali Tarmudi) tanpa dihadiri oleh Turut
Tergugat 111 serta Turut Tergugat V.
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BAB IV
ANALISIS PUTUSAN TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA
KONSTRUKSI ANTARA CV.RAFFI PERSADA DENGAN
PEMERINTAH DAERAH SLAWI

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Wanprestasi
Putusan MA No.8/Pdt.G/2019/PN Slw

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksana
kekuasaan kehakiman yang membawahi 4(empat) badan peradilan dibawahnya
yaitu peradilan umum,peradilan agama,peradilan militer dan peradilan tata usaha
negara telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala
aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis agar keadilan yang
diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan
yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice),keadilan moral(moral
justice) dan keadilan masyarakat (social justice).**Mahkamah Agung lembaga
kehakiman Negara menurut Undang-Undang adalah untuk memeriksa dan
memutus permohonan kasasi,kewenangan untuk mengadili,Peninjauan Kembali
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memutus permohonan kasasi

pada tingkat Banding atau tingkat akhir dari semua lingkungan pengadilan.**

Dalam perjanjian terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadinya
wanprestasi yang dapat menimbulkan akibat hukum, misalnya digugatnya salah
satu pihak di Pengadilan, pemutusan perjanjian, ganti kerugian atas wanprestasi
dan lain sebagainya. Wanprestasinya salah satu pihak terjadi misalnya karena

salah satu pihak tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan menurut

“Achmad Rifa'i, Penemuan Hukum oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum
Progresif),(Jakarta:Sinar Grafika,2011),him.126.

4 Kevin Angkouw,Fungsi Makhamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam

Proses Peradilan,Fakultas Hukum Unsrat,Jurnal Lex Administratum,Vol. [1/No.2/Apr-
Jun/2014,him.131.
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waktu yang telah ditentukan. Padahal jelas sebelum perjanjian ditanda-tangani
para pihak telah setuju dengan hal-hal apa saja yang akan menjadi kewajibannya.
Hal ini menyebabkan pihak yang merasa dirugikan akan meminta pembatalan
terhadap perjanjian.

Sedangkan apabila terjadi wanprestasi dari pihak yang memborongkan
atau debitur, biasanya dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Apabila kemudian
tidak ditemui kata sepakat, maka pihak pemborong akan mengajukan gugatannya
ke Pengadilan Negeri. Seperti terdapat dalam ketentuan yang telah disepakati oleh
kedua belah pihak dalam perjanjian. Pasal 1266 KUH Perdata berbunyi : “Syarat
batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal-
balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.”

Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan
harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun
syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban ini dinyatakan dalam
perjanjian. Sehingga dapat dimintakan pertimbangan majelis hakim mengenai
sengketa yang terjadi. Tetapi sebelumnya haruslah dilakukan somasi, seperti yang
dijelaskan di dalam AV (Algemene Voorwaarden in Indonesia), dikatakan bahwa
pihak yang memborongkan terlebih dahulu memberikan teguran atau penagihan
agar pihak yang wanprestasi memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan
dalam jangka waktu yang telah diberikan.

Mengenai tata cara pengajuan perselisinan kepada Pengadilan Negeri
tunduk pada Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia sebagai yang
tercantum dalam Reglement Indonesia yang diperbarui (HIR Stbl. 1941 No. 44).
Dalam penyelesaian perselisihan perkara perdata, terdapat pihak penggugat dan
pihak tergugat. Surat gugatan yang sudah ditandatangani oleh penggugat atau
wakilnya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat
tinggal tergugat.

Bahwa terhadap permasalahan tersebut penulis membahas kasus tentang
Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Antara C.V
Raffi Persada dan Pemda Slawi.
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A. Posisi Kasus

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari
2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi
pada tanggal 7 Februari 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa obyek gugatan ini adalah Surat Perjanjian/Kontrak Untuk
Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec.
Bojong Dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di
Sumbaga-Carul*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor
050/003/SC/BB/SP/BM/1X/2015 Tanggal 01 September 2015, dengan Nilai
Kontrak sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga sebesar Rp.
270.721.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)
yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Daftar Kuantitas dan Harga
yang semula sebesar Rp. 270.721.000,- berdasarkan Lampiran Adendum tanggal
7 September 2015 berubah menjadi sebesar Rp.275.721.000,- (dua ratus tujuh
puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah), yang selanjutnya dalam
Gugatan ini disebut Kontrak. Dalam Kontrak berlaku asas universal yaitu asas
pacta sunt servanda. Perubahan Daftar Kuantitas dan Harga (Lampiran Adendum)
yang ditandatangani oleh Tergugat, Sdr. KUNARTO, Amd selaku Kepala UPTD
Kec. Bojong-Bumijawa DPU Kabupaten Tegal dan Sdr. TEGUH SARWONO
selaku Pengawas Lapangan serta Penggugat.

Bahwa Pengawas Pekerjaan berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak
yang selanjutnya disebut SSUK, diatur dalam angka 21, dan angka 22, yang pada
intinya diatur bahwa selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan PPK dapat
mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan
pengawas. Kewajiban Pengawas Pekerjaan adalah mengawasi pelaksanaan
pekerjaan. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu
bertindak untuk kepentingan PPK. Pada pekerjaan perkara a quo yang di angkat
menjadi Pengawas Pekerjaan adalah personil PPK, vyaitu Sdr. TEGUH
SARWONO selaku Pengawas Lapangan.
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Bahwa pada dasarnya asas pacta sunt servanda berkaitan dengan kontrak
atau perjanjian yang dilakukan antar individu mengandung makna: perjanjian
merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan
mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada
perjanjian merupakan perbuatan melanggar janji atau wanprestasi. Pengaturan
tentang asas pacta sunt servanda pada hukum positif, diatur dalam Pasal 1338
KUHPerdata yang mengatur bahwa Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan
undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Bahwa Tergugat dalam menandatangani Kontrak bertindak untuk dan atas
nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 050/03.1/1/2015
Tanggal 5 Januari 2015 dan Turut Tergugat IV mengetahui dan menyetujui
penandatanganan Kontrak tersebut.

Bahwa Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa
Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Kontrak yang dikerjakan oleh Penggugat
adalah sepanjang 194,25m dengan lebar jalan 3m yang terbagi dalam 38 segmen,
1 segmen adalah sepanjang 5m denganlebar 3m.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Tergugat
Nomor : 050/003/SC/BB/SPMK/BM/1X/2015 Tanggal 1 September 2015,
Penggugat melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90
(sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 September 2015 dan
selesai tanggal 30 Nopember 2015.

Bahwa Penggugat selama melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kontrak
yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah
menerima peringatan dan/atau teguran baik dari Tergugat maupun dari Pengawas
Lapangan baik secara lisan maupun tertulis.

Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2015 terdapat adanya surat yang belum
ditandatangani oleh Sdr. MT. SETIYOBUDI, ST, M.Eng selaku Kepala Bidang
Bina Program DPU Kabupaten Tegal Nomor : 168/ Tes. KTB / X1 / 2015. Perihal
Hasil Tes Kuat Tekan Beton yang ditujukan Kepada Penggugat yang

menginformasikan bahwa pada Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga- Carul
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Kec. Bumijawa hasil kuat tekan rata-rata dari ke 2 (dua) sample beton K.250
berupa silinder beton uk. Dia 15 cm dan tinggi 30 cm yang diuji adalah 259,80
kg/cmz2, yang mendasarkan pada Lembar Kerja Pengujian Beton Silinder yang
telah dilakukan analisa oleh Sdr. M. ARIEF HIDAYAT (Staf Bina Program DPU
Kab. Tegal yang diperbantukan pada Laboratorium Bahan dan Material DPU Kab.
Tegal) pada tanggal 27 Nopember 2015.

Bahwa pada tanggal 2 Desember 2015, Penggugat telah menyampaikan
surat dengan Nomor: 012.01/ P.Priksa/ RFP/XI1/2015 Perihal Permohonan
Pemeriksaan 100%, yang ditujukan kepada Kepala Bidang Bina Marga selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan di Kecamatan Bojong dan
Bumijawa Tahun Anggaran 2015. Bahwa surat Penggugat tersebut membuktikan,
Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dalam
SPMK, yaitu mulai tanggal 1 September 2015 dan selesai tanggal 30 Nopember
2015.

Bahwa pada tanggal 26 Desember 2015, dalam rangka Serah Terima
Pekerjaan Turut Tergugat V telah melaksanakan Pemeriksaan Pekerjaan
Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015
yang dikerjakan oleh Penggugat dan diketahui oleh Tergugat, serta telah
dinyatakan oleh Turut Tergugat V bahwa prestasi fisik dilapangan telah mencapai
100% sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik
Pekerjaan 100 % Nomor : 050/ SC/ BAPPF/ XII/ 2015 Tanggal 26 Desember
2015. Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100 % Nomor : 050/ SC/
BAPPF/ XII/ 2015 Tanggal 26 Desember 2015.

Bahwa Kontrak kerja Penyedia yaitu CV.Raffi Persada dengan Pengguna
jasa yaitu Pemerintah Daerah Slawi tidak sesuai dengan yang telah diatur dan
disepakati oleh para pihak. Dengan tidak dilaksanakannya sebagian perjanjian.

Bahwa pada faktanya penyebab dilakukannya Pemutusan Kontrak secara
sepihak oleh Tergugat tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan SSUK angka
40.1 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat (dalil angka 17) dan tidak
didasarkan pada ketentuan Pasal 93 ayat (1). Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 (dalil angka 18). Bahwa berdasarkan ketentuan SSUK angka 40.1 dan
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ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, mekanisme
Pemutusan Kontrak adalah manakala dalam masa pelaksanaan pekerjaan,
pekerjaan yang harus dikerjakan belum selesai dilaksanakan oleh Penggugat,
sedangkan dalam BAPPF dan LHPL telah dinyatakan pekerjaan Penggugat telah
diselesaikan 100 %.

Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Kontrak secara
sepihak yang tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan SSUK angka 40.1 dan
tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 adalah merupakan perbuatan melanggar janji atau wanprestasi, yang
sangat merugikan Penggugat.

Bahwa dengan sepengetahuan Turut Tergugat Ill, Tergugat dengan
arogan sewenang-wenang melalui surat Nomor : 050/26/SC/BB/BM/1/2016
Tanggal 26 Januari 2016 yang ditujukan kepada Penggugat, menyatakan bahwa
Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa Tidak Dibayar.
Perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat
terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat adalah salah satu
bentuk cidera janji oleh pengguna jasa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf g butir
1.b) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi.

Dimana dalam petitum gugatannya Para Penggugat mengajukan beberapa hal
yaitu:

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan,

sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa pekerjaan

yang tidak dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 275.721.000,00 (dua ratus
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tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) melalui APBD
Kabupaten Tegal.

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa ganti rugi
Bunga keterlambatan pembayaran sebesar Rp. 147.731.000,00 (seratus empat
puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ditambah Rp.
3.887.000,00 setiap bulannya sampai dengan Tergugat melakukan
pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, melalui APBD Kabupaten Tegal.
Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada
Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
melalui APBD Kabupaten Tegal.

Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat 111, Turut
Tergugat 1V dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada Putusan
dalam perkara ini.

Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun
Tergugat menggunakan upaya hukum banding, kasasi, maupun PK (uit

voorbaar bij voorraad).

. Pertimbangan Majelis Hakim

Terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Cv.Raffi Persada)

melawan Tergugat (Pemerintah Daerah Slawi) Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Slawi dalam pertimbangannya menyatakan:

Penggugat dalam petitum gugatannya yang menyatakan Tergugat telah

melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Majelis hakim menimbang

bahwa seseorang dapat dinyatakan wanprestasi apabila:

a.
b.
C.
d.

Tidak memenuhi prestasi.
Terlambat memenuhi prestasi.
Memenuhi prestasi secara tidak baik.
Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Majelis Hakim menimbang berdasarkan berdasarkan surat-surat bukti

yang diajukan Penggugat. Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan

dalam persidangan perkara a quo baik dari Penggugat maupun Tergugat dan Para
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Turut Tergugat maka Majelis Hakim menggunakan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998
yang kaedah hukumnya menyatakan “Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen
aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak
dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan
(Perdata)”. Bahwa terhadap Perkara a quo bukti surat yang berupa fotocopy telah
dikuatkan melalui keterangan saksi - saksi yang dihadirkan dalam persidangan
dan telah ada pengakuan terhadap keberadaan asli daripada bukti surat fotocopy
tersebut dari Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Surat Tanggapan
Permohonan Asli Bukti Surat dari Penggugat tanggal 19 Juni 2019 yang dalam
suratnya Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bahwa Bukti Surat
Fotocopy yang dimiliki oleh Penggugat sama dengan yang dimiliki oleh Tergugat
dan Para Turut Tergugat. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal
176 HIR, Pengakuan dari Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam
perkara a quo.

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa
Tergugat telah  melakukan  perbuatan  wanprestasi  terhadap  Surat
Perjanjian/Kontrak ~ Untuk  Melaksanakan Paket Pekerjaan  Konstruksi
KegiatanPeningkatan Jalan Di Kecamatan Bojong dan Bumijawa Pekerjaan
Pengaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul*) PIK Bumijawa, terhadap hal tersebut
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa “Semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak atau karena alasan - alasan yang oleh undang-undang
dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad
baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan
yaitu keterkaitan antara bukti surat P-2 yang diajukan oleh Penggugat melalui

Kuasa Hukumnya dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta
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hukum bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu
Penggugat sebagai penyedia dan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.
Adapun hak dan kewajiban Penggugat adalah menerima pembayaran untuk
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak,
meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak, melaporkan
pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK, melaksanakan dan
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam Kontrak, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara
cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja,
bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan
permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian
dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak, memberikan
keteranganketerangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan
yang dilakukan PPK, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal penyerahan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, dan mengambil langkah langkah
yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi
perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan
Penyedia.

Adapun hak dan kewajiban Tergugat adalah mengawasi dan memeriksa
pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia meminta laporan-laporan secara
periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia,
memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia
untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak, membayar
pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah
ditetapkan kepada Penyedia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan bukti surat
P-4 yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam
Posita Gugatannya bahwa Tergugat tidak menjalankan apa yang telah menjadi
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kesepakatan bersama tersebut sehingga menyebabkan Penggugat mengalami
kerugian baik materiil maupun imateriil atas perbuatan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 yang diajukan oleh
Penggugat melalui Kuasa Hukumnya serta sebagaimana yang telah diuraikan
dalam Posita Gugatan, dalam persidangan Tergugat juga tidak membantah dalil
gugatan Penggugat mengenai adanya perjanjian yang mengikat antara Penggugat
sebagai penyedia dan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat zKomitmen yang
bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal untuk
melaksanakan paket pekerjaan kontruksi kegiatan peningkatan jalan di Kecamatan
Bojong dan Bumijawa pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul*) dengan
nilai kontrak Rp. 270.721.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Dua
Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan kesepakatan penyedia harus melaksanakan,
menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul*)
PIK Bumijawa dengan gambar perencanaan yang dimuat dalam Bukti Surat P-38
dengan panjang 168 meter yang terdiri dari 2 (dua) spot dengan lebar 3 (tiga)
meter dan tebal 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter sesuai dengan materi
pekerjaan sesuai tercantum dalam kontrak, daftar kuantitas dan harga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-7 berupa Perubahan Daftar
Kuantitas Harga (Lampiran Addendum) Nilai Kontrak berubah menjadi Rp.
275.721.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu
Ribu Rupiah) dengan panjang pengerjaan aspal 184,9 (seratus delapan puluh
empat koma sembilan) meter terdiri dari 4 (empat) spot dengan lebar 3 (tiga)
meter dan tebal 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter. Adapun terhadap
addendum penambahan pengerjaan pengaspalan dan perubahan nilai kontrak yang
dimaksud dalam Bukti Surat P-7 tersebut telah diakui sama dengan yang dimiliki
oleh Tergugat berdasarkan Surat Tanggapan tanggal 27 Juni 2019 serta dalam
persidangan Tergugat tidak membantah telah adanya addendum yang
ditandatangani oleh Tergugat, Penggugat, Kepala UPTD Kec. Bojong-Bumijawa
dan Pengawas Lapangan dan juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Kardi dan
Saksi Bayu Sukoco.

68



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai
bahwa Nilai Kontrak akhir yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat adalah
nilai kontrak senilai Rp. 275.721.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh
ratus dua puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan yang dirincikan dalam kontrak
(Bukti Surat P-2) beserta addendumnya (Bukti Surat P-7).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yaitu Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK), ditetapkan dimulainya pengerjaan pengaspalan pada tanggal 1
September 2015 dan harus diselesaikan pada tanggal 30 November 2015. Bahwa
berdasarkan bukti P-3 berupa Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) angka 25.1
telah ditentukan bahwa “apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan
Kontrak, PPK bersama - sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi
pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi
pekerjaan untuk setiap rencana pembayaran” Adapun berdasarkan Bukti Surat P-
43 Uizet lapangan/pengukuran lapangan pada kondisi 0% dilaksanakan oleh
Tergugat pada tanggal 23 September 2015 hal ini juga dikuatkan oleh keterangan
saksi Ahmad Jazuli dan Saksi Nurdiansyah yang menerangkan bahwa
keterlambatan dimulainya pelaksanaan awal oleh karena Pekerja tidak dapat
memulai pekerjaan jika belum dilakukan Uizet lapangan terlebih dahulu oleh
Pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim menilai
bahwa keterlambatan pelaksaan pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga- Carul
olen Penggugat bukanlah disebabkan oleh kesalahan dari Pihak penggugat
sehingga hal ini bukanlah suatu bentuk wanprestasi atas SPMK yang telah
disepakati antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa
pekerjaan telah dilaksanakan tidak lewat waktu dan diselesaikan 100% (Seratus
Persen) pada tanggal 1 November 2019 sesuai dengan Bukti Surat P-11 sampai
dengan Bukti Surat P-15 yang juga telah disampaikan kepada Tergugat.
Penggugat juga mendalilkan bahwa tidak pernah diberikan peringatan/teguran
baik secara lisan dan tertulis oleh Tergugat selama melaksanakan pekerjaan yang

telah disepakati dalam kontrak tersebut. Bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2
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angka 15 butir ke-4 dinyatakan “Bilamana pengawas lapangan menjumpai
kejanggalan dalam pelaksanaan atau penyimpangan dari dokumen pelaksanaan,
maka segera menegur untuk menghentikan pekerjaan dan segera memberitahukan
kepada PPK untuk diambil tindakan Penghentian Pekerjaan sesuai peraturan yang
berlaku”. Penggugat juga mendalilkan bahwa “Semua pemberitahuan,
permohonan atau persetujuan berdasarkan kontrak ini harus dibuat secara tertulis
dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan
secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan
melalui surat tercatat, email dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang
tercantum dalam SSKK” sebagaimana termuat dalam Bukti Surat P-3 Syarat -
Syarat Umum Kontrak terkhusus angka 6.2 yang diajukan dalam persidangan.

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap wanprestasi antara penyedia jasa
dan pengguna jasa. Bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar
Janji/Wanprestasi berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dan Asas Pacta Sunt
Servanda terhadap Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Pengaspalan
Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan
Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul *) PIK.

Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor:
050/003/SC/BB/SP/BM/1X/2015 tanggal 01 September 2015 dan addendum
tanggal 7 September 2015. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut
Tergugat, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il melalui Kuasa Hukumnya, dan
Turut Tergugat 1V telah mengemukakan dalil-dalil jawabannya, di mana terhadap
gugatan Penggugat terdapat hal-hal yang dibenarkan dan hal-hal yang ditolak,
maka terhadap hal-hal yang telah dibenarkan dan tidak dibantah tersebut
merupakan fakta dan menjadi dalil yang tetap sebagai bukti yang sempurna dan
menentukan (vide pasal 174 HIR/ 1925 KUHPerdata).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibenarkan dan tidak
dibantah Majelis berpendapat bahwa menurut hukum harus dianggap terbukti
sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan akan dianggap sebagai fakta,

yaitu:
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e Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati Surat
Perjanjian/Kontrak Untuk Melaksanakan Pengaspalan Jalan di Kec. Bojong
dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan di
Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor:
050/003/SC/BB/SP/BM/1X/2015 tanggal 01 September 2015 dan addendum
tanggal 7 September 2015;

e Bahwa Penggugat telah menyelesaikan Pekerjaan Pengaspalan Jalan di
Sumbaga-Carul pada tanggal 01 November 2015.

e Bahwa hasil pekerjaan pengaspalan jalan tersebut telah dilakukan
pemeriksaan hasil di lapangan pada tanggal 26 Desember 2015 oleh Tim
PPHP DPU Kabupaten Tega Bahwa telah dilakukan Pemutusan Kontrak
oleh Tergugat selaku PPK DPU Kabupaten Tegal terhadap Penggugat pada
tanggal 30 Desember 2015 melalui Surat Tergugat Nomor:
050/22/SC/BB/XI11/2015.

e Bahwa telah dilakukan penolakan pembayaran hasil pengerjaan oleh
Tergugat selaku PPK DPU Kabupaten Tegal terhadap Penggugat pada
tanggal 26 Januari 2016 melalui Surat Tergugat Nomor:
050/26/SC/BB/BM/1/2016;  Sehingga Majelis Hakim menilai terdapat
wanprestasi.

Petitum gugatan Penggugat yang menyatakan Menimbang, bahwa setelah
Majelis Hakim mencermati jawab jinawab dari para pihak, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan
dalam perkara a quo adalah apakah Tergugat dan Para Turut Tergugat telah
melakukan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi atas Surat Perjanjian/Kontrak
Untuk Melaksanakan Pengaspalan Jalan di Kec. Bojong dan Bumijawa Tahun
Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga-Carul *) PIK Bumijawa
Tahun Anggaran 2015 Nomor: 050/003/SC/BB/SP/BM/1X/2015 tanggal 01
September 2015 dan lampiran addendum tanggal 7 September 2015.
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B. Akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN
Slw bagi para pihak

Akibat hukum wanprestasi yang dilakukan oleh pemborong adalah
pemutusan perjanjian secara sepihak disertai dengan ganti rugi. Hal ini juga
didasari pada ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata yang memberikan hak kepada
pihak yang perjanjiannya tidak dipenuhi untuk dapat melakukan pemutusan
perjanjian disertai dengan ganti rugi. Menghukum Tergugat untuk membayar
kerugian materiil berupa pekerjaan yang tidak dibayar kepada Penggugat sebesar
Rp 275.721.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu
rupiah) melalui APBD Kabupaten Tegal. Menghukum Tergugat dan para Turut
Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul secara tanggung
renteng dalam perkara a quo sejumlah Rp. 2.697.000,- (dua juta enam ratus
sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Akibat Hukum Wanprestasi pada Surat Perjanjian/Kontrak Untuk
Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kec.
Bojong Dan Bumijawa Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Di
Sumbaga-Carul*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 Nomor
050/003/SC/BB/SP/BM/1X/2015 Tanggal 01 September 2015. Berdasarkan
ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan
oleh pihak yang perikatannya tidak dipenuhi oleh pihak lawannya, hal-hal tersebut
adalah sebagai berikut:

1. Meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan atas prestasi yang
diperjanjikan sudah terlambat.

2. Meminta penggantian kerugian, yakni kerugian yang diderita olehnya akibat
keterlambatan atau tidak terlaksananya suatu prestasi atau dilaksanakan tetapi
tidak sebagaimana mestinya.

3. Menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian akibat
terlambatnya pelaksanaan perjanjian.

4. Melakukan pembatalan perjanjian.
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5. Melakukan pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian akibat
terlambatnya pelaksanaan perjanjian.

Adapun hukuman atau akibat-akibat yang harus diterima oleh pihak
pemborong akibat kelalaiannya adalah sebagai berikut:

Membayar Kerugian yang Diderita (Ganti Rugi).

Pembatalan Perjanjian.

Peralihan Risiko.

> Wb

Membayar Biaya Perkara.

Selain itu, akibat wanprestasi dalam perjanjian pemborongan juga diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi.

Dalam kasus ini, akibat wanprestasi yang harus diterima oleh Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal adalah pemutusan perjanjian secara sepihak
oleh CV.Raffi Persada disertai dengan penggantian ganti rugi. Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Slawi dalam memberi pertimbangan mengacu pada ketentuan
Pasal 1267 KUH Perdata. Sehingga, dalam amar putusannya Majelis Hakim
menyatakan bahwa pemutusan perjanjian pemborongan yang dilakukan oleh
Cv.Raffi Persada adalah sah menurut hukum, dan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Tegal selaku pihak pemborong terbukti telah melakukan tindakan
wanprestasi berupa transaksi pembayaran kontrak. Putusan tersebut kemudian
diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Slawi No0.8/Pdt.G/2019/PN Slw.
Apabila ditinjau dari segi hukum, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Slawi yang menyatakan bahwa pemutusan perjanjian pemborongan tersebut
adalah sah dan pemborong terbukti telah melakukan wanprestasi adalah benar, hal
ini didasarkan dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, seperti ketentuan
pada Pasal 1267 KUH Perdata, Pasal 1611 KUH Perdata, dan Pasal 35 ayat (2)
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Barang/Jasa Pemerintah yang memang secara jelas memberi kewenangan bagi
salah satu pihak untuk melakukan pembatalan perjanjian apabila pihak lainnya

tidak dapat memenuhi kewajiban dan wanprestasi. Secara hukum, memang benar
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bahwa pemborong telah terbukti melakukan tindakan wanprestasi, sehingga
pertimbangan hakim dalam mengacu dan menerapkan ketiga pasal tersebut tidak
salah. Akan tetapi, sebaiknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi dapat lebih
memperhatikan aspek moril atau aspek kemanusiaan di dalam menjatuhkan
putusan kepada pemborong. Karena dalam hal ini Hakim memiliki kewenangan
discretionair untuk menentukan besar kecilnya kerugian yang akan diderita
pemborong akibat pemutusan perjanjian disbanding dengan wanprestasi yang

dilakukannya.
Firman Allah SWT, dalam surat an-Nisa’ ayat 58 yang berbunyi :

j \’/,@T a’gaf;g ;\.‘S/C/\X\ j U“,,O/T Q/i.;v B! r’g}u")?}& Ozjd\l i 0% ¢ ;/l‘\ GG ld | 688

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah

Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Menurut penulis dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam
memutuskan perkara Nomor Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw tentang ganti rugi.
Akibat adanya perbuatan wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan baik

materiil maupun immaterial.

Dengan demikian, pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang
memberikan hasil putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw yang ditetapkan oleh
majelis hakim. Berkaitan dengan ini,pelaksanaan putusan yang dilakukan kepada
Pejabat Pembuat Komitmen yang sudah melakukan wanprestasi adalah putusan
yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Putusan ini
masuk kedalam putusan akhir yang bersifat condemnatoir yaitu putusan hakim
yang memuat dan menghukum salah satu pihak yang berperkara,untuk memenuhi
prestasi. Pihak yang menerima hukum tersebut untuk memenuhi prestasinya

dalam perkara ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen,yabg sudah terbukti telah
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dinyatakan oleh majelis hakim melakukan wanprestasi dan diwajibkan untuk
memenuhi prestasinya yang belum dilaksanakan kepada CV.Raffi Persada.
Menurut pendapat peneliti,analisa kasus putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN
Slw,dalam Prespektif Hukum Islam agar setiap tindakan yang merugikan orang
lain supaya diberikan ganti rugi yang setimpal. Agar dapat terwujudnya daman
(tanggung jawab akad). Justru dengan adanya kerugian (ad-darar) inilah yang
menjadikan daman (tanggung jawab akad) diwujudkan dalam bentuk ganti rugi.
Dasar dari adanya daman yang berwujud ganti rugi adalah kaidah hukum Islam
yaitu J'o= ') ¢ 13'J” kerugian dihilangkan” konsepsi kaidah ini memberikan
pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idrar (tidak menyakiti), baik oleh
dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan
bahaya (menyakiti) orang lain kaitannya dengan daman bahwa kerugian

dihilangkan dengan ditutup dengan melalui pemberian ganti rugi.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan dari uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya,maka

peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim mengenai hasil Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN
Slw atas perkara Perkara Gugatan wanprestasi Atas Kontrak Kerja
Konstruksi Jalan Antara Pemda Slawi dan C.V Raffi Persada. Berdasarkan
pada bukti yang telah dikemukakan oleh penyedia jasa yakni C.V Raffi
Persada dan para saksi yang terkait di dalam perkara ini. Pengguna jasa
telah melakukan wanprestasi, atas perjanjian yang sudah ditandatangani
dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pejabat memiliki kekurangan
pembayaran dalam penyedia jasa yaitu Cv Raffi Persada.Menurut Pasal
1238 KUH Perdata. Bentuk pertanggung jawaban atas kelalaian dalam
pembayaran  yang dilakukan pengguna jasa yang harus dilakukan
pembayaran ganti rugi karena telah melanggar perjanjian yang telah
disepakati sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang jasa konstruksi mengenai pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa
yang di perjanjikan harus pertanggung jawab memenuhi hak dan
kewajiban pembayaran jasa konstruksi serta pembayaran ganti rugi
tersebut agar sesuai dengan ketentuan pada perjanjian.Hak dan kewajiban
di dalam ketentuan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan harus
di pertanggung jawabkan untuk memenuhi Hak dan kewajiban penyedia
jasa dan pengguna jasa tersebut agar sesuai dengan ketentuan dalam
perjanjian. Putusan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya sudah tepat
dalam menerapkan keadilan yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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2. Akibat Hukum yang harus diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Tegal adalah pemutusan perjanjian secara sepihak oleh
CV.Raffi Persada disertai dengan penggantian ganti rugi. Membayar
kerugian materiil berupa pekerjaan yang tidak dibayar kepada Penggugat
sebesar Rp 275.721.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua
puluh satu ribu rupiah) melalui APBD Kabupaten Tegal. Menghukum
Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara
yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara a quo sejumlah Rp.
2.697.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi dalam memberi pertimbangan
mengacu pada ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata. Sehingga, dalam amar
putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa pemutusan perjanjian
pemborongan yang dilakukan oleh Cv.Raffi Persada adalah sah menurut
hukum, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku pihak
pemborong terbukti telah melakukan tindakan wanprestasi berupa
transaksi pembayaran kontrak. Putusan tersebut kemudian diperkuat
dengan Putusan Pengadilan Negeri Slawi No.8/Pdt.G/2019/PN Slw.
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B. Saran
Saran yang diberikan terkait pembahasan dalam skripsi ini yaitu :

1. Perlunya dilakukan pertimbangan serta perhitungan yang lebih matang
terkait pelaksanaan proyek yang akan dilaksanakan,baik dari alat,bahan
dan perkiraan besarnya biaya,sehingga pembayaran proyek dapat
diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan nilai kontrak meskipun
dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kontrak. Kontrak Kkerja
konstruksi dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan
konstruksi,yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan
perencanaan,pekerjaan pelaksanaan dan pekerjaan pengawasan dalam
pelaksanaannya.Dan mematuhi terkait perjanjian jasa pemborongan.Hal
tersebut dapat mencegah terjadinya wanprestasi terhadap pelaksanaannya.

2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dalam merencanakan suatu proyek
pembangunan konstruksi jalan agar lebih bijak dalam memperhatikan
ketersediaan dana dan Pengalokasian Dana.

78



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an dan Al-Hadis.
A. PeraturanPerundang - Undangan :

Kitab Undang-Udang Hukum perdata
Undang - Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasakonstruksi.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Undang - Undang
Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomot 59 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

B. SumberBuku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Ke-lll. PT.Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Abd al- Wahhab Khallaf, ‘7lm Usul Figh, Cetakan Ke 8, Dar al- Qalam, Kuwait,
1978.

Agus Yudha Hameko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak

komersial, kencana, Jakarta, 2011.

Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, Universitas Islam Indonesia
Press, Yogyakarta, 2000.

Ahmad Muhammad Al-Assal, Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam mabadi uhu
wahdafuhu, Alih bahasa Abu Ahmadi, Bina Ilmu, Surabaya, 1980.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,
2002.

Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta,
2004.

79



Djumialdji, Perjanjian Pemborongan, Rineka Cipta,Jakarta, 1991.

Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi dan Focus Grups : Sebagai Instrumen
Penggali, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah,Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ali Abi Thalib,
Dar al- Fikr, t.t., Beirut , 629.

J. Satrio, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), PT Alumni, Bandung,
1999.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Galia Indonesia, Jakarta,
1985.

Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika,
Jakarta, 2006.

Salim,H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia , Sinar
Grafika, Jakarta, 2003.

Seng Hasen, Manajemen Kontrak Konstuksi, PT Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2015.

Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Cetakan ke- VI Putra Abardin,
Bandung, 1999.

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta,2015.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UlIPress, Jakarta, 2008.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta,
1985.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1990.

Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermessa, Jakarta, 1996.

80



Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cetakan ke-37 Pradnya
Paramita, Jakarta, 2006.

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2008.
Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1992.
Suratman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta,Jakarta, 2009.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Bagunan Perjanjian Pemborong,
Liberty, Yogyakarta, 1982.

T.M. Hasbi ash- Shiddieqy, Pengantar Figh Mu’amalah. Cetakan Ke-I PT.
Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.

Wiryono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian. Cetakan Ke-VIII Bale,
Bandung, 1979.

C. Sumber Karya Tulis

Akhmad Nopriansyah M, "Perjanjian Kerja Konstruksi pembangunan Jalan
Raya (Studi pada PT Rindang Tiga Satu Pratama)"'. Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Lampung, 2018.

Kurniawan Seto, Busro Achmad, Jurnal ini berjudul “Akibat Hukum Perjanjian
Pemborongan dibawah Tangan antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Brebes dengan C.V. Aria Duta”. Jurnal Notarius Vol.11, Nomor2, Fakultas
Hukum Universitas Sumatra Utara, 2018.

Siregar Rudi Efendi, “Tinjauan Yuridis atas kontrak pengadaan barang
dalam pembuatan jalan raya antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan PT.Putra El Khoir”, Skripsi,

Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2018.

Penelitian Fauzul Ridho, “Wanprestasi dalam Pelaksaan Kontrak Kerja

Konstruksi padaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasman (Studi Kasus :

81



Pekerjaan Peningkatan Jalan Mudik Air-Lundar Kecamatan Panti
Kabupaten Pasaman oleh CV. Sikoember)™, Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Andalas Padang, 2019.

Kevin Angkouw, “Fungsi Makhamah Agung Sebagai Pengawas Internal
Tugas Hakim dalam Proses Peradilan”, Jurnal Lex Administratum,Vol.
I1/No.2/Apr-Jun/2014, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado,
2014.

D. Internet

http://www.hukumonline.com/berita/baca/It57db6d8bb97ca/13-item-yang-harus-

ada-dalam-kontrak-jasa-konstruksi.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/It57db6d8bb97ca/13-item-yang-harus-

ada-dalam-kontrak-jasa-konstruksi.

www.landasanteori.com » Hukum Perdata

82


http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57db6d8bb97ca/13-item-yang-harus-ada-dalam-kontrak-jasa-konstruksi
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57db6d8bb97ca/13-item-yang-harus-ada-dalam-kontrak-jasa-konstruksi
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57db6d8bb97ca/13-item-yang-harus-ada-dalam-kontrak-jasa-konstruksi
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57db6d8bb97ca/13-item-yang-harus-ada-dalam-kontrak-jasa-konstruksi

Lampiran Putusan
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Direktori Putusan Mahkam ng Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
QT USAN

7 8/PdLGI2019/PN Slw

?l an Negen Slawi yang memenksa dan memutus
per a tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebaq:éul
Rl wra gugatan antara
CV RAFFI PERSADA, berkedudukan di Jalan Perum SN esidence
Proc:

Blok A Nomor 11 - 12 RT 04 Kec. Slava
@ Kab. Tegal, yang diwakil Q&; a Rakhmawali

sebagai Direktur Utama, al il membenkan

kuasa kepada Yoyok S.H., Advokat, beralamat

di Jalan Serasi V| ¥ RT 01 RW 11 Selamarta

@ Babadan Beji, aran Timur, Kab. Semarang,

* Jawa Ten an Surat Kuasa Khusus Nomor:

b 18/ 2819 tanggal 28 Januari 2019,
sefl isebut sebagai Penggugat:

Lawan:
1. TEGUH D@O R., ST, MT, MA mantan Pejabat Pembuat
i

tmen Pekerjaan Pengaspalan Jalan di

: Sumbaga - Carul PIK Bumijawa Tahun Angg raro
2015 yang bertindak untuk dan atas nama b

Pekerjaan Umum  Kabupaten Teg
berkedudukan di Jalan Cut Nyak ‘@
selanjutnya disebut sebagai Tergugat,

Q 2. BUPATI TEGAL, berkedudukan di Jalan Sge . 1 Slaws,
@ selanjutnya disebut sebagai T \ at l;

3. SEKRETARIS DAERAH KABUPA ) berkedudukan ¢

Jalan Dokter Soetomo . selanjutnya disebut

0 sebagai Turut Terg
* 4. KEPALA DINAS PEKERJ MUM KABUPATEN TEGAL,
\ berkeduduka an Cut Nyak Dien Slawi,
‘ selal t sebagal Turut Tergugat I}
' 5. Ir. SUHARMANTO, n Pit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
aten Tegal selaku Pengguna Anggaran
n Pengaspalan Jalan di Sumbaga - Carul

Pan 1 dani 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor &/Pdt G/2019/PN Sbo
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b U Tahun Anggaran 2015, berkedudukan "‘
Cut Nyak Dien Slawa, selanjutnya disebut
sebagai Turut Terqugat IV,

6. LASAMS HWANADJI, SIP; TANURI, TARMUDI, Amd; 00

4

NOPENDI, mantan Panitia Penerima Hasil Pekerja
(PPHP) Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Su

0 Carul PIK Bumijawa Tahun Anggara 5
berkedudukan di Jalan Cut Nyak e awi,
Y selanjutnya disebut sebagai Turut TerN
ahwa dalam perkara a quo untuk Turut Tergugat |glag Tunt Tergugat |l
Q diwakili oleh Kuasanya yang bemama BUDI DAR %..M.M.. IRFAN
0 DWI R, S.STP, SH, MM, DJAROT BUDHI K WAN, S.H., IDA

BARIYAT!, S.H.,M.H. dan RINA DAMAYANTI, rdasarkan Surat Kuasa
dari Turut Tergugat | tanggal 18 Februare? an dari Turut Tergugat |l

' 0 tanggal 25 Februari 2019, yang untuk Mffiya Penerima Kuasa tersebut

akan bertindak untuk dan atas n‘t@ eri Kuasa dalam hal menghadapi

proses persidangan perkar 4
Pengadilan Negeri t
Setelah membacg sura®Penetapan dari Plt. Ketua Pengadilan Negeri c‘
Slawvi Nomor: B8/P N Slw tanggal 7 Februari 2019 tentang 0
penunjukan Maglis yang memeriksa dan memutus perkara perdata Q

gugatan le% tas, o
nembaca dan mempelajari berkas perkara gugatan b

gaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perka:%

Nomor 8/PdLGI2019/PN  Slw. yang telah di
KeMhniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 7 Februani 2019,
Setelah membaca surat Penetapan Ketua Ma]&*engaddan
0 Negeri Stava Nomor 8/PdL.G/2019/PN Siw. tanggal aly 2019 tentang
penentuan hari pertama persidangan perkara qu \
Setelah membaca Surat Gugatan, Jawamik, Duphk dan surat-
surat lain yang berkaitan dengan perkara inj é

*z Setelah membaca surat laporan yang disampaikan oleh Hakim

di

Mediator testanggal 2 April 2019;

Setelah memeriksa ng diajukan dipersidangan oleh Para
pihak dalam perkara a quo, {
Setelah menden keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Q

para pihak dalam pe| 4 Q

an 2 davi 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/PdLG/2019/PN. Sa
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o Setelah memba inMefin yang diajukan oleh para pihak dalam %
perkara a quo, e
TENTANG DUDUK PERKARA 0
Mepf y Pahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal

Februar@Q0Twang diterima dan didafiarkan di Kepaniteraan Pengadilasgle
Sla anggal 7 Februari 2019 dalam Register Nomor B/Pdt.G N

engajukan gugatan sebagai berkut: o
LAM POSITA: \

1. Bahwa obyek gugatan ini adalah Surat Pa N Hontrak  Untuk
0 Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Ke%eningkaxan Jalan Di
Kec. Bojong Dan Bumijawa Tahun Anggar ekerjaan Pengaspalan
Jalan Di Sumbaga-Carul *) PIK Bumi n Anggaran 2015 Nomor :
@ 050/003/SC/BB/SP/BM/IX/2015 Ta eptember 2015, dengan Nilai
* Kontrak sebagaimana tercantu Q@ar Kuantitas dan Harga sebesar
Rp. 270.721.000 -(dua 1, \ lul juta tujuh ratus dua puluh satu ribu q
rupiah) yang ditandata Penggugat dan Tergugat. Daftar Kuantitas
dan Harga yang segula s®esar Rp. 270.721.000.- berdasarkan Lampiran c‘
Adendum tangg eptember 2015 berubah menjadi sebesar Rp. G
275.721. Z tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu Q

juta rup; selanjutnya dalam Gugatan ini disebut Kontrak. D larro

Kong asas universal yaitu asas pacta sunt servanda.
P n Daftar Kuantitas dan Harga (Lampiran Adendum

gani oleh Tergugat, Sdr. KUNARTO, Amd  selaku Keqlia R TD
ec. Bojong-Bumijawa DPU Kabupaten Tegal dan Sdr. TEGUF ONO

Q selaku Pengawas Lapangan serta Penggugat adalah0 Wnkul :

No Uraian Pekerjaan \; Jumlah Harga
Q (Rp.)
0 I | PEKERJAAN PERSIAPAN  on
& 1 | Pembersihan lapangan Q 185.000,00
~ 2 | Papan nama pr 150.000,00
3 | Rambu-rambu 300.000,00

{
3 dari B4 Putusan Perdata Gugatan Nomor WM.G/ZOIQPN.? o

‘?'o’ \)

Pt Matn s bip o) Vo o . e 1l s e b o g A S AP B et b Wb Agisny ot b reas s dac staasen
2 o WS e B WA WAL U bt o e o voat g Are AP P b gt Ut wnta bew iats
. St P P P g 1 e B A S il —uu.-wowf«* A Ay W s

e Loy e s N S
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e |
¢
. .’1,

4 | Patok profil -0'7

165.043,06

5 | Laberatogum 500.000,00

6 | Mobll 1.850.000,00
KERJAAN JALAN

Pek, Urugan sirtu perata

2 | Pas. Spesi beton K-250

Q 3 | Pek. Pas, Begisting 2x pakai 745,283 ,50
0 4 | Pek. Pembesian \ 36.058.140,76
5 | Pek. Buras Q -
> O
* Il | PEKERJAAN TALLID
1 | Pek. Galian tan 342.326,29
2 | Pek, Mel 149.971,50
7.249.409,28

3 Pekg -
4 @7 st, Pasangan batu kal

19.289.866,

k. Siaran

903.4351

as. Spesi beton K.250

Pek. Pas, Begisting 2x pakai

Pek. Pembesian

250.656.234,31 |

25.065.623,43

'@ DIBULATKAN

H TOTAL| 275.721.857,74

275.721.000,00

]

2. Bahwa Pengawas Pekerjaa
yang selanjutnya di

yang pada it

Lo e
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rdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak
SUK, diatur dalam angka 21, dan angka 22,
bahwa selama berlangsungnya pelaksanaan
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pekerjaan PPK da gm Pengawas Pekerjaan yang berasal dari ."
personil PPK atau K&gultan pengawas. Kewajiban Pengawas Pekerjaan 6
adalah  men| i pelaksanaan pekerjaan. Dalam melaksanakan

kewajban sas Pekerjaan selalu berindak untuk kepentingan 00

PPK. B flaan perkara a guo yang di angkat menjadi Pengaw
Pekdga: dalah personil PPK, yaitu Sdr. TEGUH SARWONOQge!

aWwas Lapangan.
3. pada dasarnya asas pacla sunt servanda berkaitan dei rak
perjanjian yang dilakukan antar individu me @!akna:
perjanjian merupakan undang-undang bagi ra ak yang

Q membuatnya, dan mengisyaratkan bahwa ran tlerhadap
@ kewapban yang ada pada perjanpan merupa \ atan melanggar

janji atau wanprestasi. Pengaturan 1e pacta sunt servanda
HPerdata yang mengatur

suai dengan undang-undang

& pada hukum positif, diatur dalam Pasal ¢
0 bahwa Semua persetujuan yang

berlaku sebagai undang-undang eka yang membuatnya.

4. Bahwa Tergugat dalam menag | Kontrak bertindak untuk dan aas
nama Dinas Pekerj Kabupaten Tegal berdasarkan Surat 4
Keputusan Kepala DinXgFe! ‘erfjaan  Umum Kabupaten Tegal Nomor : a
050/03,U/1/2015 T; al 5 Januari 2015 dan Turut Tergugat IV mengetahui 0‘

dan menyetu, nganan Kontrak tersebut.
5. Bahwa Pek@u spalan Jalan Di Sumbaga-Carul *) PIK Bumgawa o
Tahun 2015 berdasarkan Kontrak yang dikerjakan le!

i
2
Pe alah sepanjang 194,25m deng lebar jalan 3m

te am 38 seg 1 seq adalah sey ;.,5%
6. Wiahwa &rduarkm Surat Perintah Mulal Kerja (SPMK)\ gugat
Q Nomor : 0S0/003/SC/BB/SPMK/BMIX/2015 Tanggal \tember 2015,
Penggugat melaksanakan pekernan dengan QR RYY: pelaksanaan
0 selama 90 (sembilan pulub) har kalend x mulai tanggal 1
September 2015 dan selesal tanggal 30 Nopwls.
7. Bahwa Penggugat selama melaksanakal ®n berdasarkan Kontrak
yang telah disepakati oleh Penggu ergugat, Penggugal tidak
ran baik dari Tergugal maupun

@ pernah menesima peringatan dan),

\ dari Pengawas Lapangan b, e@sa maupun tertulis.

[N 8, Bahwa pada tanggal 27 @ 15 terdapat adanya surat yang belum
ditandatangani oleh Sdr. M SETIYOBUDI, ST, MEng selaku Kepala
Bidang Bina Progra Kabupaten Tegal Nomor : 168/Tes KTBIXI2015

{
Perihal Hasil Te: '@ Beton yang ditujukan Kepada Penggugat yang Qe
0” P 5 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor S/PUt Gr2019/PN 2 o

e S R
R e
QS atamons

1 e S RO SRS Y B
o Aot od e A bl Anaad dhespet $horo Vit buieritust wime (e S
= vt v Kty SPTOS d AT b St s hen s e (T
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B menginformasikan keqaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga- ."
Carul Kec. Bumijawa al tekan rata-rata dari ke 2 (dua) sample beton 6
ler beton uk. Dia 15 cm dan tinggi 30 ¢m yang diji

yang mendasarkan pada Lembar Kerja Penguijian Q
( pra Pregram DPU Kab. Tegal yang diperbantuka
rum Bahan dan Material DPU Kab. Tegal) pada la’é
er 2015, yaitu sebagai berikut :
LEMBAR KERJA
Q PENGUJIAN BETON sn.mog*
0 Nama : Pengaspalan Jalan di ¥ Baik

Paket Sumbaga-Carul \

Pekerjaan Kec. Bumijawa Q

Nama : Trial Benda Uj 0 etode Ambil dari lokasi
@ Pekerjaan Q pengambila : kefja*)

QN |

> benda uji <
Tanggal : 015 Metode uji  : SNI03-1974-1990
Pengecora hari) G
Tangg gopember 2015 Hasil : K. 260 0
Pen: pengujian
Je% Beton Silinder Pelaksana : cv, o
pekerjaan
Faktor
konversi
Kuat tekan
Luas | Volu | Berat | Tal | Tgl umur 28
alas | me isi | peng | peng hari
nr2 | nr2t | Kglc | ecor | uji Ko/ | Fak | Kl
2
e | emd | mo an an cm? | tor | em?
agl kon
(b ver
% si
‘ I 1 |128| 176, | 5.29 | 0,002 28 | 47, | Dia=15¢ | 271 | 1,00 | 2713
g 550| 63 | 875 | 426 /15 925 | m, tinggi | 34 4 (
1 0 90 | =30cm Q
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2 | 126 | 176, | 5.29 | 0,00 2711 | 28 | 43. | Dia=15c | 248 | 1,00 | 2482 9
00| 63 | 875 115 847 | m, tlinggi | 25

5
J10 | =30cm =
? da uji dari Lapangan adalah Penggugat yang @
(K® oleh Pengawas Lapangan. Q

engan Nomor: 012.01/P.Priksa/RFP/XIN2015 Peripal

Pemeriksaan 100%, yang ditujukan kepada Kepala Bid oa Marga

selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan &edngkatah Jalan di

Q Kecamatan Bojong dan Bumijawa Tahun % Bahwa surat
0 Penggugat tersebut  membuktikan, Pen: lah menyelesaikan

pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan ¢
September 2015 dan selesai tanggal

@ 10. Bahwa pada tanggal 26 Desem

K, yaitu mulai tanggal 1

r 2015,
dalam rangka Serah Tenma

Pekerjaan Turut Tergugat V tela sanakan Pemeriksaan Pekerjaan
Pengaspalan Jalan Di b ®*) PIK Bumijawa Tahun Anggaran 4
2015 yang diken sougat dan diketahui oleh Tergugat, sena

telah dinyatakan oleh T Tergugat V bahwa prestasi fisik dilapangan a
telah mencapai sebagaimana tercantum dalam Berita Acara 0
Pemeriks. Fisik  Pekerjaan 100 9% Nomor Q
050’5‘:@2015 Tanggal 26 Desember 2015. S8erita Acarao

Pem Prestasi  Fisik Pekefaan 100 %  Nomor S

05 PPFIXIV2015 Tanggal 26 Desember 2015, selanjutn:
é

1 i disebut BAPPF,
1 ahwa dalam BAPPF dinyatakan hasil pemeriksaan sebagm\
1.1.Telah diadakan pemeriksaan pekerjaan yang dilakganak®p sesuai

SPKiperubahannya, maka tidak dapat menga
0 pekerjaan pertama, dalam Lampiran Befita A

11.1.1. Bahwa di salu sisi menyatakan gl kan pemeriksaan

pekerjaan yang dalaksanakan.‘QPKIpembahannya, di

0 sisi lain menyatakan, tidak éwengajukan serah terima
pekerjaan  pertama, pernyataan yang saling

& bertentangan an tidak dapat
3

dipertanggy al &
11.1.2, Bahwa dal rjaan Jasa Konstruksi berdasarkan

-dang®Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa e

N

R
v \)

TR S5k bt o sraron Sllvo e puby) A han phised Bebige Dl byt Mt Agury Lot £ sia g ot st
D T ot oot B Y S e A frbots durs ol ety
et L L Y -‘.M¢~"".~‘<“ ot Apang B ey

-
e
P e

ol dinreras 3
esilasinnerlorad . e

4" v V.t Vi Halaman 7

89



Direktori Putusan Mahkam

-
ing Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go id

>

1
1
1

\0?'

O

Oleh  karena

menandatangan BA
12. Bahwa dalam

050/SCiLamp. BAL

(tertulis dengaglt

2.1. Peker,

23 Hey!

:l?.ﬁdn: g

Q segmen rigid beton & pek. talud

30X 6x025x:

Seleah berat jents bhestlulangan
298293 x 7,014%
Pk Talud begpeing

386,99 x 1208817

Pas Batu

2398 m3 x 804 367,81

Siaran

3218 m3 x 28.076,1/ =

Beton

1)
dipertanggungjawabkan, w
. Bahwa semula tidak t% danya frasa

Qo.v.wu Jasa Konstruks), senta Peraturan

54 2010

P shannya, bdak terdapat adanya ketentuan, blamana

lentiv

Procide NG Nomor Tahun dengan  seqala

B toak dapat mengapukan sermh tenma peketjann
Mrarna. Oleh karena itu pernyataan hdak dapat mengajuk 4

O

il Pemenksaan prestast sk dilapangan telah mo? V¥
Bahwa di satu sisi menyatakan, hasil pem%. prestasi

serah terima pekenaan pertama adalah peryatas

Berdasar,

wak dapat dienma
11.2.1,

fistk dlapangan telah mencapar 10076 21 [ain menyatakan,

diterima, adalak N n yang saling
sehi tidak

udak dapat

bertentangan dapat

“tidak dapat

ditenma®,  namun oleh Turut Tergugat V

pat diterima”.
k setuju dan .tdak berseda

ditambahkan frasaed
v Pegog t

Lampi asil  Pemenksaan Lapangan Nomor

/2015 Tanggal 26 Desember 2015, hasil pemenksaan

an) dinyatakan sebagai benkut
esal difaksanakan,
aporan & dokumentas: ada;
wenksaan

=

225x 112145411 =

N
0

20022 x 1208817
467803234

19.289.866,70

<

o B dawr B8 Putusan Perdata Gugatan Nomer 8P G 2OLAPN S

O

O
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3,59m3x1. 0 4.024.450,22 .\

Selisih Kas betoWg50-K100 6

1121.4 897.885,59 = 223.568,52 0
142 119,55 x 223.568,52 B 26.727.616,56

%@

724.000,00
®

Menunut perhitungan sepihak dari TU»A at V untuk Nilai
Kontrak sebesar Rp. 275.721.000, g pekerjaan dirijek 6
segmen rigid beton dan talud sel 1.724,000,00.

Lampiran Hasil Pemeriksaal apangan Nomor

050/SC/Lamp.BAP/XI/2015 Tang esember 2015, selanjutnya dalam
Gugatan ini disebut LHPL.

. Bahwa dalam LHPL, anl V menyimpulkan (tertulis dengan

4
tulisan tangan) yang ha wakiu pemeriksaan di lapangan tanggal G
26 Desember 201§ tida¥ terdapat adanya kesimpulan sebagaimana 0‘

tersebut dibawah :
13.1. Setel, y terhadap fisik pekerjaan lersebut di atas dan o
rﬁ j hasil uji lab/hammer test di fapangan didapat K99,92
a
a

uh dari syarat2/spesifikasi teknis yaitu beton mutu fbo
)

em dan dikhawatirkan beton akan cepat rusak.

2 a kami selaku tim PPHP memutuskan lidak daj ar@
pekerjaan tersebut. \

eh karena itu Penggugal tidak bersedia menandatangand HPLRrsebut,
. Bahwa hasil uji labhammer test di lapangan d-‘; 9,92 kgicm

sebagaimana dahl angka 13.1., adalah Rek q% tidak dapat

dipertanggungjawabkan dan merugikan Pengg: \na C

14.1. Uji Laboratorium Mutu Beton Denganwlmer untuk Pekerjaan
Pengaspalan Jalan di Sumbaga C. ¢y Bumijawa dilaksanakan
pada tanggal 28 Desember Q dangkan LHPL tanggal 26

Desember 2015;
14.2. Pemeriksaan Mutu B, @a oleh Sdr. DARKONI dan Sdr.
ANGGER DWI E, isa oleh Sdr. M. ARIEF HIDAYAT dan
Sdr. REZA DWI P pad Rgnggal 28 Desember 2015, (

0,'; 9 davi 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor &Pt G/201 WPN.Sa o
0 P s ST ST Sy M8 A A g bt bmtnar o s A g A
st g Aronia yuey o

e Povp—n Ao A
s a4 ot weats bowibty
ol T Ay A
\ Halaman 9

[ o o WA et e ~.--u'.--\...v:‘.
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15,

Sdr. DARKQ), 4QGER DWI E, Sdr. M. ARIEF HIDAYAT dan
Sdr. REZA DVSL, tdak memiliki sertitikasi pengup beton setingga

hasi pe wnnya idak dapat depertanggungjawabkan,
14.3. Twlak adanya data kabbrasi yang ditunjukkan kepada

A
0@

PRy @fhadap alat Hammer yang digunakan uniuk melakukano

@ an sehingga hasiinya tdak dapat dipertanggungjaw kao
QL Lembar Kena Pengupan Beton Siinder untuk PeXig
engaspalan  Jalan ¢ Sumbaga-Carul Kec, Bumijawa bh
Nopember 2015, hasil Kuat tekan rata-rata dan ki sample
beton K.250 berupa siinder beton uk. Di U _dan tinggi 30 cm
yang dwyr adalah 259,80 kgleny, sebal % bl Gugatan angka
Bnhw?l‘ tndakan Turut Tergugat V sebag@mhl Gugatan angka 13.2
yang langsung memutuskan tidak dagatQei®nma pekerjaan Penggugat
adalah :
15.1. melanggar Pasal 18 aya ul b Peraturan Presiden Nomor 54

dilakukan analisa oleh Sdr. M. ARIEF HIDAYAT& al 27
e )

Tahun 2010 Ten! 5} Barang/Jasa Pemerintah, yang
mengatur b, Pejabat  Penenma Hasil  Pekerjaan
mempunyai tugaXgokok dan kewenangan untuk menerima hasil

pengadag ang/jasa setelah melalui pemenksaan/pengupian.
iran I hurwf C.2.0.3) Peraturan Presiden Nomor

15.2. Mela
54 %} Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang
@(r bahwa dalam rangka Serah Tenma Peke o
(=Y

RN
Pejabat Penenma Hasd Pekerjaan melakukan pevé
adap hasil pekefjaan yang telah diselesakkan oleh SOTd.
Apabila terdapat kekurangan-kekurangan  dan/alauNQa hasi

pekerjaan, penyedia wajib memperbaikiimengelgsaikannya.
Dengan demikian seharusnya berdasarkan ketentygn Presiden
Nomor 54 Tahun 2010, Penggugat tll;wuntal\\ memperbaiki

kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasQg (W pengaspalan jalan
U mempunyai kewajiban

6 segmen ngid beton dan talud karena Pel

untuk memperbaki/menyelesakanny, éangsung dinyatakan tidak
ditenma. Bahwa berdasarkan kemQ:e«aluran Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tersebut di algs Qt pat adanya tugas pokok dan
kewenangan Pantia/P: enma Hasl Pekerjaan untuk tidak
menenma hasil pekerjac nyedia tanpa adanya perintah untuk
memperbaiki/meny cannya kepada penyedia. apabila ditemukan

adanya kekura an dan/atau cacat hasil pekerjaannya.

&
N

QQ

10 darr 8¢ Putusan Perdata Gugatan Nomar 8/Pat G/201 WPNSa o
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= 16, Bahwa dengan gpa adanya pemberitahuan secara tertulis, b/

hanya mendasa pada BAPPF yang tidak dapat
dipertangqgu bkan dan LHPL yang penuh rekayasa dengan

G\“,

sepenget Tergugat 1V, Tergugat melalui Surat Nomor !
,a\ 05012, B 015 Tanggal 30 Desember 2015 dengan aroiﬁ

nakan dalam : 9
16.1. SSUK pada angka 39.4 ditentukan pbahwa Pem kontrak

dilakukan sekurang-kurangnya 14 (e s) hari setelah

bersepakat dan menyetujui daganaMka serah terima pekerjaan
bahwa PPK melakukan pj ‘ Wfcrhadap hasil pekerjaan yang

$ telah diselesaikan ole! 3, Bilamana terdapat kekurangan-
kekurangan a atThasil pekerjaan, Penyedia wajib

memperbaiki kannya.
16.3. SSUK angka 31 enggugat dan Tergugat telah bersepakat dan
menyetyj lam rangka serah terima pekerfaan bahwa

enerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian Q
g asil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia
terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat {

QKerjaan. penyedia wajb memperbaiki/menyelesaikannya,
rinftah PPK.

arwa berdasarkan ketentuan Kontrak dan SSUK ters! ) atas,
seharusnya Tergugal memberikan perintah kepadge P 19;} untuk
Q waijib memperbaiki/menyelesaikannya kekurang $an dan atau
0 cacat hasil pekerjaan pengaspalan jalan 6 segme beton dan talud.

Namun pada faktanya Tergugat cidet@wanpreslam kepada
Penggugat, yaitu Penggugat tidak dipg@rifRQRein oleh Tergugat untuk

0 memperbaiki/menyelesaikan kekuran rangan dan atau cacat hasil
* pekerjaan, Tergugat justru deng sewenang-wenang melakukan
\ Pemutusan Kontrak secar; u@

5 17, Bahwa pada SSUK ar‘:;F lah disepakati oleh Penggugat dan
' Tergugal mengenai ketentURggketentuan sebagai berikut

Qa.

—-—

& &

11 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor W.G/ZOIQ/PNSa o
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& <
= Mengesampingka 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang "
Hukum Perdata, P! apal memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan 0
tertulis kepa vedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut :
a. kebutuh jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya
kont Q

b. an peneltian PPK, Penyedia tidak akan ma
lesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kese

pai dengan 50 (Ima puluh) hari kalender sejak masa b
v aksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaggy
c. setelah diberikan kesempalan menyelesaikan PEMRg sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender segakgmasa oerakhimya
C L menyelesaikan

pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Ud ?
0 pekeran; \
. Penyed:a lalai/cidera janji dalam mel ewajibannya dan tidak

memperbaiki kelalaiannya dalam jan yang telah ditetapkan;
e. Penyedia tanpa persetjuan P Pekerjaan, tidak memulai

@ pelaksanaan pekerjaan;

f. Penyedia menghentikan p ama 28 (dua puluh delapan) han
b dan penghentian injgReK i dalam program mutu Serta tanpa 4

persetujuan Peng faan;
0. Penyedia berada dalRykeadaan pallit;
h. Penyedia selag\Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam 04

jangka tetapkan oleh PPK;
I.  Penyedy pertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
ekerjaan  memerintahkan Penyedia untuk menundD

i an atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut
selama 28 (dua puluh delapan) hari;
dia terbukti melakukan KKN, kecurangan tanfatau
dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh 1 yang
berwenang; dan/atau,
|. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, @i N dan‘atau
@ pelanggaran persaingan sehat dalam % n pengadaan

dinyatakan benar oleh instansi yang ben
18. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden

b Pabssadangnliuio S

0 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Q
iy gt Sbmiall,

\ bahwa PPK dapat memutuskan %

Tahun 2015 Tentang

secara sepihak, apabila;
Yipal diunda melebihi batas

a. kebifuhan Barang),

2 berakhimya Kontral
a.l. berdasarkan penelitt®@ PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan (
mampu men ikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan e

kesempat dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak Q

H; 12 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/2019/PN. Sa

L

i . e A s S P POy A $n M sedgs e b brerrer Mo baa Ag oy A G R e

gt savas Lo jucutiny Noms duien s B ey o T A Nt g b s vy pay bt bl A AN A b ey bt
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19.

masa bet sanaan pekeraan untuk menyelesakan \

pekenaan,
a2 setelah derka® kesempatan menyelesakan pekefjaan sampal 0

dengant a puluh) hari kalender sejak masa berakhunya
ol Ny pekeraan,  Penyedia Barang/Jasa  fidak dapato

) esaikan pekerjaan,
/cdm Barang/lasa lalai/cidera janji  dalam melaks)

cewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dala

waktu yang telah ditetapkan;
Penyedia Barang/Jasa fterbukti melakukan KN urangan,
dan/atau pemalsuan dalam proses Pengada ng diptiuskan oleh
instansi yang berwenang; dan/atau
d,  pengaduan tentang penyimpangan pros\ksman KKN, dan/atau
akan Pengadaan

pelanggaran persaingan sehat d

Barang/Jasa dinyatakan benar ole | yang berwenang.
Bahwa pada faktanya penyebab dﬂa a Pemutusan Kontrak secara

septhak oleh Ter at tidak did pada ketentuan-ketentuan SSUK
angka 40.1 yang telah dis ch Penggugat dan Tergugat (dalil (dall
angka 17) dan tid —@ pada ketenuan Pasal 93 ayat (1) ‘
Peraturan Presiden NONG 4 Tahun 2015 (dalil angka 18). a
Bahwa berda keteMuan SSUK angka 40.1 dan ketentuan Pasal 93 0 a

Vonuava aafala dalam am masa pelaksanaan pekerjaan, pekenaan
yang chavan helum _selesa:_dilaksanakan oleh Penggygat
ool dalam BAPPF dan LHPL telah dinyalakan peke,

Wt telah diselesakan 100
& indakan Tergugat yang melakukan Pemutusan “IQNJ
sephak yang tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan SRR angka
40.1 dan tidak ddasarkan pada ketentuan l'.'mﬂ. (W (1) Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 adalah merupal \ an melanggar
janji atau wanprestasi, yang sangat mer o g igutat.
Bahwa dengan sepengetahuan Turat Teeguys gugat dengan arogan

LOI26/SCIBB/BMI2016
da Penggugat, menyatakan

ayat (1) PElaluvA iden Nomor 4 Tahun 2015, mekanisme Pemutusan

sewenang-wenang  melakn  sutat Nog

Tangoal 26 Januan 2016 yang dduju
bahwa Pekerjaan Pengaspalan g lumbaga-Carul *) PIK Bumijava
Tiak Dibayar. PerbuatangeoRC.F/a™ tdak melakukan pembayaran

kepada Penggugat ter erjaan yang lefah diselesakan oleh

Penggugal adalah sglah s bentuk cadera janp oleh pengquna jasa
it (1) hurut g batr 1).b) Peraturan Pemenntah Q

N SArkL
Nomor 29 Talhell R0 @flang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Q

N 13 dvr 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8P G2019PN S

o oo 4 ottt
" A et Ao ok, omaity
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3 38 '
21, Bahwa Pengguga ng\m}(an Somasi melalu : .\
21.1, Surat P mor : 001/Somasi.CV.RP/IN2016 Tanggal 4 6

Maret 2GL5 Peal Somasi Paket Pekerjaan Sumbaga-Carul, yang
ditu) ada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal C.q. : 0

g Bina Marga Kab. Tegal;
21.2. vasa Hukum Nomor : 010V/YSP-TGL/2018 Tanggal 7

8 Perihal Somasi, yang ditujukan kepada Turut Tergugs
Turut Tergugat Ill,
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun ang
Penyelengaaraan Jasa Konstruks:, Pasal 23 ayat (1) N

beserta Penjelasannya telah dtlemukanf_ \ |7__£e7 da ._aﬂ’f“
0 keterlambatan pembayaran adalah biaya uivﬂ\m meney) yang

dihitung berdasarkan bunga untuk hari-hari N > P_a@ V(IHIEreS( of

butir 4)

delay payment).
23, Bahwa berdasarkan Peraturan Presid hun 2010 pada

*z ’sanmw% penyedia, sedangkan ganti rugi

ikenakan kepada PPK karena

Besarnya ganti rug! g dibayar oleh PPK atas keterlambatan
pembayaran al sebesar bunga dani nilai taghan yang terlambat

dibayar, be ¥ Jingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu
menurutgkeRagpan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensas!

)
huan dalam Dokumen Kontrak, o

tukan

Qa .

werjadinya cidera janjwanprestas, Adapun besaran ganti roy
dalam SSUK angka 65.3.d, yaitu besamya ganti rug vng dibdyar oleh
PPK atas keterlambatan pembayaran adalah § \ a dan nilai

tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan o3RRI Wuku bunga yang

berlaku pada saat ity menurut ketelapan donesia, alau dapal

dibenkan kompensast.
25. Bahwa berdasarkan Dokumen Pengagaa™gUitde E-Pemilinan Langsung

*a Nomor : 050/03/01/Paket-094/POi VIIN201S Tanggal 3 Agustus

2015 Bab XI Huruf G telahdit hwa umur konstruksi pekerjaan
dalam perkara a quo ai Ua) tahun, dan adalah fakia yang tidak
terbantahkan, sepanjang Jyg di Sumbaga - Carul *) PIK Bumijawa yang (
pengaspalannya d| can oleh Penggugat terhitung sejak dinyatakan Q

selesai 100 % J) Desember 2015) sampai dengan Gugatan ini

14 davi 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G201 9/PN Sa o

Lo e

Sy on Maans Apoy beode - R e L T e e s = e = L ‘e e

o s p Nt nd G . e L e L Lals R it A by
- ‘.h"’m"‘* -y PN - e - ¢ A gy B

e el .. <o bim L' = Hataran 14
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¥ R '
= diajukan, telah az sebagaimana mestinya oleh masyarakat .‘
pengguna jalan dan¥gak terdapat adanya kerusakan yang mengakibatkan 0
jalan tidak bi ui.
26. Bahwa adal ang tidak terbantahkan :

26.1. B Pekerjaan Talud berdasarkan Dokumen Foto 100 % o
selesai dikerjakan dan berfungsi, namun dikarenakan po,

d tersebut berada di turunan yang menampung air yan
besar sehingga mengakibatkan tanah longsor, m d
mengalami kerusakan, Adanya tanah longsor a@abkan

karena kelalaian/kesalahan Penggugat. b\
26.2, Bahwa sampai dengan sekarang Peker] pangaSpalan jalan
Q sepanjang 99,10 m' yang dalam K x’%yak dan telah
0 dimanfaalkan sebagaimana mesunyax syarakat pengguna

jalan; Q

26.3. Bahwa sampai dengan Sekaraf fjaan pangaspalan jalan
0 sepanjang 53,10 m' vyal Q kondisi layak dan telah
$ dimanfaatkan sebagaima tnya oleh masyarakat pengguna
jalan. Kondisi igged viar karena umur konstruksi yang

ditetapkan sel ) tahun, sedangkan saat ini telah berumur

konstruksi selam@Tahun 2 bulan;
26.4. Bahwa s g ini Pekerjaan rigid beton sepanjang 41,95 m' telah

28,

dilapi andsheet. Dibawah jalan yang ditutup aspal
S oo 1&dapat pekerjaan/matenal milik Penggugat, yaitu
n galian, pasir, batu splt 2-1, semen dan besi. o
8 ya lakia angka 26.1. sampai dengan angka 26.4. dan m.
Y

sang i sepanjang jalan 194,25m adalah mitk Pe
{ tidak melakukan pembayaran, jelas mengakibatk @gal
mengalami kerugian,
7. Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat eg hagai berikut :
27.1. Kerugian Matenil:
0 27.1.1, Tidak dilakukannya pembayarax rgugat kepada

Penggugat sebesar Rp. 2 00 (dua ratus tujuh

puluh hma juta tujuh ratus satu ribu rupiah) yang

0 harus dibayar oleh T, epada Penggugat segera
setelah Putusan ini an.
\ 27.1.2. Pembayaran 3 keterlambatan  pembayaran

n Peraturan Pemerintah Nomor 29

e
OQ
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Direktori Putusan Mahkam ng Republik Indonesia

putusan mahkamahagqung god

Bunga por budan adalah 141 % x Rp

Rp. 3887 666 00

VQ Oleh karena fu patit dan war sena

Qq berdaku adatah 17 %5 per tahun

oo bulan adalah 17 46 per tahun dibage 12 bulan =

A1 %% z
wng mula tefan Jancan 2016 sampa dengan
: Q Cooatan e diagukan adatah 38 (toa pub

b s
TgouaMt
ongalY  pengauan

x 38 Rp
147.731.000,00

(aoratus empat ol N oratus vga puluh sat

Dan adalah pat war centn t

)

: yar ganti rugr K
Qm rugr per bulan

U ampm (

N pembayaran gant rg kepae

Terquoat bepada Pengagugal setwsar R
deambah Rp. 3.887.000,00 <etiap

Q dangan Tergugat melabuban pembayaran g

hepada Peng

7.2. Kemugian Immaterd

Tergugat. Oleh karena itu patut dan gy

Tergugat dihukum untuk membay

wrodasar Terguogm
cpada Pengoguagat

ip 1H87.66600

Rp. 1887,000,00 terhitung mulu

fengan  Tefgugint

1o Prengaugat

wrikoan Totd gant rugs yang harus dibayar aleh

A

9

h delapan) buly

Q.

p. 147.731.00 .0{0
talannya

o

N

cukup punya
tndakan dan

verdasar apabila

n immatend kepada

Penggugat sebesar Rp. 250.000.4g0. 0 (cua ratus bma puluh juta

rupeah), segera setelah Putusg fodcakan

jugat dalam

Qugatan menurut

28. Bahwa perlunya dokutsentakan ),
pendapat Mahkamah Agur g1 tuTan No. 1642 K/PdU2005 adalah

karena “dinasukkan seb

sebagar Turut Tergugalg Hal Werjadh dikarenakan adarny

yang dgugal atayu mi

nmal diduduhkan

a keharusan para

rhak dalam gugata @ lengkap selingga tanga menggugal yark) 1ain-

lan ity makagd N r@fugatan memadi bdak  lengkap” Selun iy,

v

A Mt e b w5 B B e bt s bl b -da~’~’n~—~tt By W
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= Retnowulan Suta )Q»dar Oeripkartawinata dalam bukunya .~
"Hukum Acara Per Dalam Teon dan Prakiek™ mengatakan bahwa 6

dalam praktk ataan Tunst Terqugat diperqunakan bagi orang-orang 0

yang tidak L) barang sengketa atau tidak berkewajiban melakukan
sesual n emi lengkapnya suatu quogatan harus dukmsenaka:

Mer pelitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk 6

putusan Hakim.

oleh karena gugatan Penggugat ini did b¥i-bukti
olentk yang sah dan udak dapat disangkal kebe sehingga

Q memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Pen@ on agar Majelis
Hakim Pengadilan Negen Slavd dapat menj \ yang dapat
0 dilaksanakan lebih dahulu (utt voorbaar x)
melakukan banding, kasasi, maupun PK. v

Maka berdasarkan hal-hal terse as, mohon Majelis Hakim

' 0 Pengadilan Neger Slaw yang meu@ dan mengadili perkara i untuk

memutuskan, sebagai berikut: Q ¢
DALAM PETITUM: Q

DALAM POKOK PERKZRA: a‘
1. Menerimad an Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 00

2. Menyatak qmat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi,

3. Menghé&rgugat untuk membayar kerugian materul berupa peke! 1ro
ya ¥ dibayar kepada Pengqugat sebesar Rp. 275.721.000,00

puluh ma juta tuuh ratus dua puluh satu nbu rype Ll

PBD Kabupaten Tegal,
fenghukum Tergugal untuk membayar kerugian mal%ﬂ ant rugi

‘ o 4,
0 Bunga keterlambatan pembayaran sebesar Rp. ’XA 00 (seratus
Ji

, walaupun Tergugat

empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh saty i) ditambah Rp.
3.887.000,00 setap bulannya sampal df Terqugat melakukan
pembayaran gant rugi kepada Penggugate ™ aITAPBD Kabupaten Tegal,
0 5. Menghukum Tergugat untuk men), Brugian immateril  kepada
* Penggugat sebesar Rp. 250.000 ’Qua ratus kma pulub juta rupiah)
\ melalui APBD Kabupaten Tj @

‘ 6. Memenntahkan Turut Ter Ut Tergugat Il Turut Tergugat I, Turut

(
Tergugat IV dan Turugergud®t V untuk tunduk dan patuh pada Putusan e

dalam perkara ini. o
H, ndmunmma.uac@mmmmc/msmxe o

?9 \}

[
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4 ‘&J.z putusan mahkamahagung go.id
- 4 s Q'p 0\

0"9

a0 X
rr:.eg%m:.s pervara wu berpendagal lan, monon putusar
ags

v ==gquo &2 bono).
Pmbang, bahwa paca han persdangan yang :eLaQ...-‘an
Plo- snya pihak Penggugal, Tergugal can Turut Tergugat | 2Ny Wp T12rgugat

gatang menghadap Kuasa HUumnya masng - Magn Tuna' Tergugat Wl
2 gan Tuns Tergugat IV vdak hade calam persid Wns Tergugat V

datang menghasap persidangan secara sendal.
Menmbang, balvwa pada han sigang (@M gugaian pada tanggal
25 Aprl 2018, Pengguga:r mangauan gegsNan gugalan. Bahwa atas
M man s perubahan gugatan
Pengougat. Maels Halom merggl n perubahan tersebut karena
1N perubzhan tersebut  hany ee:v.—.kan kalimat dan panambahan
ame posia angka 1, angka 11, angka 13

dan angka 26 sena 1@

Bahwa selengkapm
1. Perbaikan kgic Posita angka 1 yaitu:

"Bahva cér jgatan  ini adalah Surat Penanjian/Kontrak Untuo

et Pekenaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Dy

smiawa Tahun Anggaran 2015, Pekenaan Pengaspalangal’

) PIK Bumijawa Tahun Anggasan Zo\m :
0USCIBRISPBIVIN/2015 Tanggal 01 September 2015, deNgan Nuitai

v nrak sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantige ga sebesar
@ Rp. 270.721.000-(dua ratus tujuh puluh juta tuuh r\ Wuiuh sat niby
rupiah) yang diandatangani oleh Penggugat dan Q s Waftar Kuantitas dan

Harga yang semula sebesar Rp. 270.721.§ rdasarkan Lampiran

0 Adendum tanggal 7 September 2015 b menjadi sebesar Rp.
% 275.721.000,- (dua ratus tujuh pulub I%mjuh ratus dua puluh satu
\ ribu rupiah), yang selanjutnya m@ ini disebut Kontrak. Dalam
\ Kontrak berdaku asas univer <% pacta sunt servanda.”
2. Penambahan Keterangan dfggm Posita angka 11 yaitu: (
*Oleh karena itu berdas angka 11.1 dan angka 11.2, Penggugat tidak Q

setuju dan tidak ber datangani BAPPE." Q
H. 18 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat Gzoxsﬂvaa o
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£ j putusan.mahkamahagung.go.id
. 3. Penambahan Kete am Posita angka 13, yaitu: .‘
“Oleh karena itu berdas:Wgn angka 13.1 dan 13.2. Penggugat tidak bersedia e

menandatangani tersebut.” 0

4. Pena Qctemngan dalam Posita angka 26 yaitu: 0
*Bahwaquiaqpa fakta angka 26.1, sampa) dengan angka 26.4. dan Qg
yan a5ang di sepanjang jalan 194,25m dan Talud adalah milik P t,
dak melakukan pembayaran, jelas mengakibalkav, ugat
galami kerugian,” \

Menimbang, bahwa sebelum diakukan pemen perkala ini Hakim
Q ketua menjelaskan tentang kewajiban para p, Q%menyelesaukan
0 sengketa perkara ini melalui proses medhasi sera \dur mediasi sesuval
dengan yang diatur dalam Peraturan Mahka ung Republk Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mega engadilan, serta para pihak

' 0 diberikan kesempatan yang seluas-u k menunjuk seorang Mediatar,

Menmbang, bahwa kedua ak telah sepakat untuk memohon

§ kepada Majelis Hakim agay Methator yang terdaftar di Pengadilan

4
Ranum Faumah Flondag H se®aga Mediator, a‘
Menimbang, @ dalam wakw yang telah dretapkan untuk :Q

menyelesakan g melalui proses mediasi, telah gagal dicapainya
suatu kesepawaberdamaian berdasarkan laporan Medsator tanggal 2 nno
2019, i Majehs Hakim tetap memberikan kesempatan kepada

0k
p

rperkara untuk berdamal di luar proses persidangan b
ara a quo dyatuhkan; ¢
Memmbang, bahwa oleh karena itu pemenksaan pe arX\mutkan
Qengm pembacaan sural gugatan, dan Penggugat mw%hengmukan
@ perubahan gugatan yang pada pokoknya tclak NQW okok qugatan
tetapi hanya memperbaik: beberapa keterangan oy SW,
Menimbang, bahwa terhadap gugatan ng tersebut Tergugat
dan Para Turut Tergugat membenkan jawaiy 'onkoknya sebagal benkut:

>
~\$ DALAM JAWABAN

Bahwa Tergugat membantah as semua dalil-dalil yang diajukan oleh
Penggugat, kecuali terhadap hag! yang diakut secara tegas dalam Jawaban

n,

Cé
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Direktori Putusan Mahkam

&

1. Bahwa apa yang t
ndak tepat. Bahwa
atau setidak tid,

‘ j put mahkamahagung.go.id

-
ng Republik Indones

ngm dalilkan dalam surat gugatannya adalah

gugat telah keliru dalam mengajukan gugatan ini
gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (obscuur hibeur).
Penggugat g3 at dalam menetapkan Pihak - Pihak dalam surat
gugata vigmgal apa yang didallkan Penggugat dalan sur
Guolan dimana telah menetapkan Sdr. Teguh Dvajanto R, S
avlergugat  adalah tidak benar / tidak tepal. Bahwa Sd
R, STMT,MA PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Ka
yang dalam permasalahan ini atau terkait dalam perm N adalah
L

Umum Kabupaten Tegal Nomor :

merupakan Pejabat Pembuat Komitmen untuk ki
z oleh Penggugat, yaitu berdasarkan Keputus inas Pekenaan

laksanakan

050/03.1/120 al 5 Januarn 2015.

Jelas bahwa berdasarkan Keputusan K @ inas Pekenaan Umum

Kabupaten Tegal tersebut, Sdr. Tegul

nama Pemerintah Daerah, sela
‘ Richwanaj, SIP, Tanun

l @ untuk dan atas nama Dinas Pekerja

dilaksanakan oleh

b R, STMTMA berindak
atau bertindak untuk dan atas
pa yang dilakukan Sdr. Lasam, ST,
. Nopendi terkait Pekeraan yang
dalam kedudukannya selaku Pantia

Penerima Hasil PeferjaaWadalah tidak / bukan sebagai pribadi atau

perseorangan tet

s dilihat dan dinilai sebagai Dinas Pekenaan Umum

Kabupaten a dengan sikap dan ketetapan Penggugal yang
menilal di netapkan Sdr. Teguh Dwjanto R, STMTMA sebag
Ter Sdr. Lasam, ST, Richwanaji, SIP, Tanur, Tarmudi,

N alam perkara 1 sebagal pribadi sebagal Tergugat

adalah keliru dan tidak tepat, tidak obyekt, kar

janto R, STMTMA sebagai Tergugat dan Sdr. Lasam S
v SIP, Tanur, Tarmudi, AMd, Nopendi sebagai Iugl*l V dalam
0 permasalahan ini kapasitasnya adalah sebagai st dbupalen Tegal

wanajl,

yang menjalankan tugas kedinasan sebagmv embuat Komitmen
[

dian penunjukan Sdr.

dan anggota Panitia Penerima Hasil Peker g
Ir. Suharmanto sebagai Turut Tergugat keliru karena pada waktu

Kabupaten Tegal selaku P

aran bukan sebagai pnbadi.

*a itu Beliau berkedudukan sebagai pala Dinas Pekerjaan Umum

Dengan demikian jelas

lain gugatan Penggui

Onwrnm—

menetapkan para pchak yan

Woougal telah salah dan kehru dalam

asuk dalam perkara ini, alau dengan kata

k tepat / tidak jelas / kabur.

20 dani 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor &/Pdt G/2019/PN o
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put mahk hagung.go.ld

. Bahwa dalam

2. Bahwa berdasarkoy |4 gugatan  Penggupat  dalam  gugatannya,
diketahui bahwa yoW&grenjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan

adalah karena qgugal menganggap batwa Tergugat [ Para Turut

A

Tergugat 1ghgly ikan Penggugat karena tidak / belum melakukan 00

pembayl aWs pekenaan yang dilaksanakan oleh Penggugat bery

K an W ringkatan Jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijava K ):b
Mot Pekeraan Pengaspalan Jalan ¢ Sumbagn - Cang K

£ la Tahun Anggaran 2015 , yang teruang dalam Su jian

Kefja (SPK) Nomor 050/003!SCIHBISPMMIIXIZOISX gal 01

September 2015  dengan nilai kontrak sebagajgavgh tercalitum dalam

daftar Kuantitas dan Harga sebesar Rp. 27072 %m ratus tuuh

puluh juta tujuh ratus dun puluh satu nby ) dan selanjutnya

dinyatakan oleh Penggugat terdapat @- Addedum tanggal 7
September 2015 yang merubah nila W nenjach Rp. 275.721,000,-
(dua ratus tujuh pulth ima uta ty W dua puluh satu nbu rupiah) di
mana berdasarkan SPMK gat tanggal 1 Seplember 2015

Penggugat melaksanakg 1 in Yersebut selama 90 han (sembilan

puluh ) hari yang dimy anggal 1 Seplember dan berakhir pada

tanggal 30 Nopemb

kontrak pekerjaan tersebutl disepakati oleh para
K pekerjaan yang dilakukan adalah kontrak tahun

pihak ua:wo
tunggalﬂ bayarannya dialokasikan pada Anggaran Pendapatan, daro

eld 1 Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 |
am kontrak pekeraan tersebut disepakati bahwa pe

]
Bal
}r Btasi hasil pekerjaan dengan sistem termin, sebagat e Nang
am laporan dan atas dasar benta acara pemerksaan py SUK erjaan

>

5.

yang telah disetujur oleh Panitta Penenma Hasil P@e n didukung

oleh back up data, \

Bahwa dalam sebuah bentuk penanjian AW yang dibuat dan
mgan secara suka rela

diperjanjikan dengan sadar oleh para pihak R
masing-masing pihak tersebut mengikgls mereka yang ditvangkan

dalam sebuah dokumen kontrak al janjian maka pada dasarnya
berlakulah bagi para pihak

ngikatkan diri dalam pernanjian
tersebut, semua ketentual
mereka sebagai bentuk atur?

ang tertuang dalam perjanjian itu bag
hukum / undang-undang bagi para pihak
tersebut. Dan terha qlala isi dan kertentuan yang ada dan tertuang

2 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor B/Pdt G/20.
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dalam pernanpan te t&ulah bagi mereka sebagal undang-undang

*

\

yang harus dilaksana™g dan ditaat oleh mereka; 6
6. Apa yang d Penggugat pada posita nomor 1 bahwa nilai kontrak G

untuk Pek \gaspalan Jalan Sumbaga Carul adalah senilai

Rp.275 adalah keliru. Tidak ada addendum perubahan ny o

kont rena tidak ada dasar. Yang betul nilai kontrak eb

1.000,00. Nilai Rp.275.721.000,00 adalah harga pe

roses pengadaan, terdapat 2 pesera yang tkut g T dan
selanjutnya ada proses negosiasi/koreksi harga oleh P& dengan

nilai negosiasi/ koreksi harga menjadi Rp.270.721.0QQ
v 7. Bahwa apa yang didallkan Penggugat dimana, &%ﬂdak menerima
@ peringatan sebagaimana dinyatakan pada sural pada posita nomor
7. hal im karena dalam kenyataan di n selama pelaksanaan
pekerjaan, Penggugat tidak mengm@ oran atas perkembangan
Tyataan di lapangan Pengawas

@ pelaksanaan pekerjaan, Sedangka
* Lapangan sudah melakukan Q\ di lokasi kepada pelaksana di
lapangan yang merup: éa lekerjaan atau unsur pelaksana dari
Penggugat di lapangan’

8. Bahwa apa yang diggmpan / didalilkan Penggugat dalam surat gugatan 0

Bidang Bina U, adapun Lembar Kerja Pengujian Beton Silinder

yang lz@ am gugatan pada dasarnya hingga tanggal 26 De beo
201 neriksaan fisik Penyedia tidak menyerahkan hasil uji ter
Se@ada tanggal 27 Desember dilaksanakan uj beton ter
2 dengan alat uj hammer test,
9. wa apa yang didallkan Penggugat dalam sural gug am'n posita
v nomor 9 bahwa Penggugat telah menyampakagp ermohonan
0 pemenksaan 100% yang diajukan  belum lenu\\ barang bukt
selesainya pekerjaan, dan surat tersebut tidal Wal. Adapun paral 2
vbukan tanda tangan

Desember 2015 tersebut merupakan pPardQs?
direktur, Karena bukti selesainya fisk pg ‘entunya harus dihat pada

*a kenyataan dilapangan setelah dicek ur dan semua sisi / unsur dan

pada posita nomd Q tang Lembar Kerja Pengujian Beton Silinder cleh

komponen serta variable yapg F Mai termasuk didalamnya adalah
volume pekerjaan yang a lakta yang ada dlapangan pada
tanggal sebagaimana dall PEggugat tersebut diatas fisik pekerjaan tidaklah

ey

sesual dengan surat nggugal, prestasi pekerjaan tidak lah 100%. Q

H, 22 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat G/2019/PN 2 0
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10.Bahwa apa yang d |Q\ggugm dalam surat gugatan pada posita

-

"+ Direktori Putusan Mahkam ng Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N
nomor 10 bahwa peNgan fistk di lapangan sudah selesai 100% adalah e
tidak benar da ak sesuai fakia d dapangan, Bahwa pada tanggal 26 0
Desember g Y Pemenksaan PPHP tdak isa melaksanakan serah

lenma nyRtaran dak 100% karena mutu ngid beton kurang dan 802
dari @2 calisasinya yaitu K.99,92 o

adalah sebuah judul format pemenksaan serah (en a
(qengan

! . Tetapi penilaian atas suatu prestas: pekerjaan a
mendasarkan pada pemenksaan dan fakta yang ada dili dengan
mebhat visualisasi fisik pekerjaan dan mengukur sega emlar Semua em /
unsur / komponen yang ada dan el 1, Siakan  dengan
membandingkan pada kontrak dan / atau RAB &d‘x Bahwa dengan
adanya fakta dilapangan sebagaimana tel igat sampaikan diatas
mana mutu ngid beton Kurang dan 8QRo mana mungkin pekerjaan
dapat dikatakan 100% sebagaima enggugal. Hal int akan kami

bukukan pada saat pembuktia

n
11.Bahwa apa yang disam) %Irlk. Penggugat dalam surat gugatan

>

4
pada posita nomor 11 ka 11.1, bukanlah merupakan alasan dan a
dasar mutlak atas wadin® suatu serah tenma pekeraan pertama. Apa 0 7Y

dalam suat g i suatu pekenaan lsik pengadaan barang / jasa

(akan kw an pada saat pembuktian) dan tdak dapat / tidak Dis
ga: syaral serah tenma perama sualu pekernaan.

yang Penggugat o an tersebut adalah suatu bentuk Form Berita Acara

an;
da adi syarat tentunya harus dicek dan dipenksa terlebih d
kerjaannya serta dilakukan penilaian atas prestast eNaan

ng telah dicapai,
2.Bahwa apa yang disampaikan / didaklkan Penggug;*ml gugatan
& Ja

pada posita 11 pada angka 11.2. sama saja seu\ waban kami

pada point 11 diatas, bahwa format benta eskipun formatnya
adalah pemenksaan fisk 100%, tetapi Q(erluanq didalamnya
nantinya tidaklah harus / udaklah mest 'ana tentu harus didihat dan
dicek serta dipenksa dan dimilal hasi aannya sesual ketentuan yang
ada, barulah kemudian dag c@ dan dyadikan dasar penilaian
prestasi fisik nyata ya y “Uicapal. Pada kenyataan dan fakta
dilapangan, atas prestas pel an Penggugat tersebut, setelah Tim PPHP
melaksanakan peng . pengukuran dan / atau penilaian dilapangan Q

ternayata presta fisik Penggugat tdak mencapas angka 100%, o

é n 23 davi 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat GI201 9PN Sa
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sehingga atas pek tggal tersebut tdak bisa ditaksanakan serah "I
tenma, karena fisik ti ¥,
13.Bahwa apa ya paikan / didallkan Penggugat dalam surat gugatan 0
pada posit na dalam Lampiran Hasil Pemerksaan Lapangan
memua| o
1§ erjaan telah selesai dilaksanakan, karena di lokasi peQgr)
da aktivtas, namun bukan berarti 100% karena pada k n

lakia yang ada di lapangan, prestasi fisk tdak me@. gka

100%:;
12.2. administrasi laporan dan dokumentasi adarh tidak ada

v laporan yang dilegaksasi oleh Pengawas dan ko Pengawas
12.3. Hasil pemeriksaan yang berupa finct \grgan dalam LHPL
adalah pendlaian PPHP atas temuan erjaan yang ditolak

dan komponen-komponen dalam it jaan yang tidak sesuai
dengan spesifikasi teknis dalam kmé«puu volume dan mutu.

* Atas apa yang tertuang dan at Qang ada sebagaiamana Tergugat
uraikan tersebut, bahwa @a: enyataannya pekerjaan Penggugat

4
‘ belum / tidak menca fistk 100% sebagaimana yang Penggugat
dalilkan. a‘
14, Bahwa apa yang akan / didallkan Penggugat dalam surat gugatan 0

pada posita ahwa Pembuatan Lampiran Has:l Pemeriksaan o
Lapangan ) tanggal 26 Desember 2015 dilaksanakan selelao
pem 'Qﬂpangan tanggal 26 Desember 2015, dianjutkan tangg.
De. 2015 dengan melakukan uji laboratorium beton terp:

oleh Tim Uji Laboratorium DPU, dan tanggal 28 ofer W15
rhitungan oleh Tim Laboratorium hasil vy keluar, Dan p‘:&-l gal 28

Q Desember 2015 baru dapat ditvangkan diLHPL. ’$
Pengujian beton dilaksanakan karena sampai den N 26 Desember
0 2015 Penyedia (Pengugat) sendin tdak &y \nyampalkan atau
membuktikan hasid uji tekan beton alas@ nya, sehingga pada

tanggal tersebut diatas, Tim Uy Laboratoriv atas permintaan Tergugat

0 melakukan uji beton atas pekerna ggugat untuk dapat menila:
\ pekerjaan Penggugal secara lekn%

15.Bahwa apa yang disampz di(Wxan Penggugat dalam surat gugatan

. pada posita nomor 14 adalNQudak benar dan tidak berdasar, bahwa pada {
kenyataannya apa y2 enggugat dahikan sebagaramana posita 14 pada

angka e

24 dan 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Par G/2019/PN. SE o
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{
14.1. Bahwa Uji betg .Q.m tanggal 28 Desember 2018 adalah Tidak ’\I
benar, U hamel: Crlaksanakan tanggal 27 Desember 2015 pada 0

<

14.2. Keemy I Tim Pengut beton adalah Tim resm dan DPU Q
K W

143, @ tidak  thunuikkanya kalibras, namun  saat pengu) Q
ner tes berfungs nommal,
Jopai tanggal 26 Desember 2015 Penyedin (Peng dak

menyerahkan hasil uj tekan beton

Terhadap hal tersebut pada saatnya akan Tergugat 1! .'m.\
Q 16.Bahwa apa yang dulallkan  Penggugat dalam), s,ﬁ&.-an pada posita
0 nomor 15 yaitu pada ; \

15.1 adalah tidak benar, PPHP Tidak meld pasal 18 ayat (5) huruf b

Perpres nomor 54 tahun 2010 &a IPHP telah melaksanakan

0 wgas dan juga kewenand; 3 iy memenksa, menguj dan
memilai hasil pekerjaan jasa (Penggugal) . Adapun atas
pemlaian  terhadap hasidl pekernaan

-

| N pemeriksaan per

Penggugal  padi
dilaksanakan ggrah te
15.2. bahwa peru 1k memperbaiki / menyelesaikan pekerjaan bukan

lugas Q.v ngan PPHP, apalagi pada saat PPHP melakukan
w@ n. waklu pelaksanaan pekerjaan sudah habis dan dao
.' panjangan waklu pelaksanaan pekeraan sehingga

xn ada waktu bagi penyedia / penggugat untuk m;

nannya  tdak  memenuhl syarat untuk

na,

8.

ikan andaikan sekalipun PPK memenntahkan unt
179ahwa apa yang disampaikan / didalilkan  Penggugat dalgm su gatan
Q pada posita nomor 16 adalah tidak benar, justru Pegg) yang telah
0 melakukan wanprestasi, karena tidak mcma\V ak pernanpan,
Penggugal tidak dapat menyclesalkan peker gan baik dan segt
mutu dan kualitas pekerjaan dan juga tidak mm, bahkan pekerjaan
tidak dapat selesar 100%. Bahwa Qang dilaksanakan antara

@ Tergugat dengan Pihak Penyedia (Pef 1) adalah kontrak tahun tunggal
\ sehingga harus  berakhir gse (®pgan tahun anggasan yang
~ mengalokasikan anggara Maan tersebut dan berakhir pada tahun
¥ anggaran tersebut (tahun garan 2015). Bahwasanya pemeriksaan

dilaksanakan pada jJan Desember 2015 sehingga tidak ada wakiu

(
untuk nwelaksa? aikan maupun menyelesakkan kekurangan oe
07' 25 davi 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/2019/PN. Se o
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-

*

kekurangan peker
lerhadap atas hasi
Sehingga deny

¢ atas, may 'pat dan benar jika Pengqugat I penyedia dinyatakan Q

wanpregt?
Apa ergugal uraikan dalam point 17 tersebut sekaligus da |G
a0 apa yang didallkan Pengugat pada posita point 17 Q
mengingat pada kenyataannya justru Penggugat tel nung
ndax mematuhi apa yang sudah tertuang dalam perar Q telah
disepakati bersama dengan Tergugat,

Q 18.Bahwa apa yang disampaikan / didallkan Pen, xﬂ&v surat gugatan
0 pada posita nomor 19 tidak benar, PPK (P& embuat Komitmen)
gka 40.1 dan Perpres
Pperbakan | menyelesakan
dilaksanakan dengan Pihak
yang berakhir pada tanggal 31
menksaan dilaksanakan pada 26

memutus kontrak sudah sesuai dengan
nomor 4 Tahun 2015. Dalam hal bdakgy

' 0 kekurangan, karena bahwa Kon

Penyedia adalah kontrak tahy
Desember 2015. Baly rze

Desember 2015 at hun sehingga fidak ada waktu untuk
melaksanakan perbgkan Mupun menyelesaikan kekurangan kekurangan
pekerjaan atau tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekernaan vkt esempatan hingga tanggal 31 Desember 2015.

Selain n@ enyedia idak menanggap! terthadap hasil pemernksaa wro
PP
Ba

r dan tdak bertentangan dengan ketentuan apabila bergags
(®gan hal hal tersebut di atas dimana kontrak perQuaNy atfilah
pngan tahun tunggal, penyedia tidak dapat menyelesaikan pekeNpan tepat

v waklu, tahun anggaran sudah hampir berakhir dangy
0 memungkinkan  bagr  penyedia untuk menyxw
pekerjaannya, sudahlah wajar apabila penyet awnn wanprestast,
19.Bahwa apa yang didalitkan oleh Penggu m surat gugatan pada
posita nomor 20 tentang Pengajuan pog 0» di tahun 2016 udak bisa

*a dilaksanakan adalah TIDAK BENARY
\ penyedia jasa lain yang d e‘&, mbayaran di awal tahun 2016
~ <fan syaral syarat yang ditentukan telah

apa G
dengan catatan kelengk:
dapat dipenuhi, Bahwa kenyataannya Penggugat tidak dapat

waktu yang

memperbaki

a pada kenyataannya banyak

|Q Penyedia (Pengqgugat) idak menanggap \

sniksaan im PPHP. "o
kia dan kenyataan serta perimbangan hal hal tersebut Q

280 .

mengajukan  pemb. pada Januari 2016 adalah dikarenakan Q

Penggugat bda? enuhi berkas dan syarat yang harus dipenuti o
é‘ 26 dar 84 Putusan Perdata Gugatan Nomar 8Pt G201 VPN Sa 0
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ndik  monyetupn Lampiran Hasil

yaitu antara ln lQnymlm
Pemenksaan dan Bed cara Pemenksann Disik 100% yang mengadh salah

satu berkas da

etapkan yang dikhawatitkan akan cepat rusak,
telah melayangkan somasi, sebagaimana apa y

Jauh dan my
20.Perihal l%n .
('lﬁ& Penggugat pada posita nomor 21 tekah kimi tanggan Qg
ol

nya hingga saat ini Pekeraan Pengaspalan Jalan Su

wat untuk pengajuan pembayaran, dan hasil pekengaan

C lum tercatat sebagai asset dacrah, karena belum o mna
hasil pekerjaan dan penyeda yang merupakan salah \ at untuk

Q dapatnya tercatat dalam asset daerah,
z 21,

Bahwa apa yang thdal k\ nggugal dalam
posita nomor 22 dan seterusnya sangatlah tdak R Rdan tidak beralasan,

Penggugat terlalu berpedoman pada apa

hal yang sudah benar, tapr belum /1

ikukannya sebagal sualu

Auetial atau berpedoman pada

erqugat. Bahwa tdak / belum

aspek lain tenstama yang terkait 0
terbayamya pekerjaan  Penggsgd am hal in semata-mata karena
N

Tergugat diatur dan h 1

Pengelolaan Keuanga alau

Tergugat harus cer

x

ada apabda akan

da aturan dan ketentuan tentang

Keuangan Dacrah. Dalam hal i

At, et dan benar sesual aturan dan ketentuan yang
an tndakan yang berhubungan dengan keuangan

daerah karegll ¢ ; a ada syarat-syarat dan dipersyaratkan terkait hak-
hal ya: AWya teknis maupun administrast. Syarat-syarat dan

per Apfersebutlah yang selama ini belum dapat terpenuht / belu
ke

an dan para pihak, syarat-syarat mana sebenarnya t

AMannya dengan hal-hal yang ada dalam kontrak pcumx a yang

isepakati dan menjadh aturan hukum bagi para phak
maupun Tergugat. Terkait dengan hal ini akan kamigel

0: pada saat pembuktian. Bahwa terkait dcng.\‘\

menyatakan bahwa Penggugat telah

haik Wgugat

au bukukan
nggugat yang
gian balk matenil

men.
maupun imatenil adalah tedalu men%@. Penggugat terlalu

memaksakan pada hal-hal dan perhity
yang yang tidak past, sesuatu yang
yang belum nyata dan belumda

22, Bahwa apa yang didalilk
adalah sangat tdak beral

hitungan atas sesuvatu hal
alam wacana dan angan angan
SN akan terwujud.

ut sebagaimana pada posita nomor 29
meskipun gugatan Penggugat didasarkan

pada bukti otentik ya tetapt hal itu masth sebatas anggapan dan dalil
serta pendapat saja, karena keabsahan bukti dan kebenaran

S

. S . — - oho . g s b o O b A e Ayt Ay o .
il G oo ey koA s A £ 28 e A . o ey B S
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¢
bukti tersebut mas I'Qal dan di tedebih dulu sera harus pula \

disandingkan pula gan buku Tergugat dan dinlai keabsahan dan 6
kekuatan atas bukiian bukti tersebut nantinya. Q
Berdasarkan J ng telah kami urakan diatas, kami mohon kepada Q

Majehs Hak®War® memeriksa perkara ini untuk mengambil putusan, sebzb

benkut e

KOK PERKARA
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Aidaknya
tidak dapat ditenma |
§ 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak |ela(\$lobscuur hbeur)
3. Menyatakan bahwa tidak ada undakan@sxasi dari Tergugat ;
4. Menyatakan dan membebaskan Jordees dan keharusan membayar

' 0 kerugian materl dan atau imaterid enggugal sebagaimana mana

dalam petitum gugatan Pengqu 3, nomor 4 dan nomor 5 |
5. Menghukum Peng @ mEmbayar segala biaya yang timbul

sebagai akibat imbuln o JuTN

Menim 7 v&® Kuasa Turut Tergugat | dan Turut Tergugal Il
mengalukaw secara lisan yang pada pokoknya isi jawabannya sgm
ukan oleh Tergugat,

ang, bahwa Turut Tergugat V mengajukan jawaban se
y B xan bahwa jJawabannya sudah dimasukan atau g am
ja n Tergugal yaitu pada angka 11 sampai dengan ¢ (& dalam

<
ATAU e
Sekiranya Majelis Ha endapat lain, mohon putusan yang seadil-adiinya.

dengang

wabhan Tergugat, 3
0 Menimbang, bahwa dalam perkara a quo lur\4~ At 1 dan Turut
Tergugat IV udak hadr dalam persidangan «Q ak menyerahkan
]

jawabannya terhadap sural gugatan dari Pen gMaka dengan demikian

0 Majelis Hakim menganggap Turut Terguog él Turut Tergugat IV tidak
% menggunakan waktu dan kesempatan ah diberikan tersebut untuk

mempertahankan haknya di depz pgugatan dan Penggugat;

Menimbang, bahwa at dan Tergugat, Kuasa Turut Tergugat |

dan Turut Tergugat II, serta TuNgy Tergugat V selanjutnya Penggugat melalul
Kuasa Hukumnya telah ajukan Replk yang diajukan secara tertulis ke e
depan persidangan lal 9 Mei 2019 dan telah dibacakan kemudian 0

M, n 28 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomer 8P Gl?OlQ/PNSa O
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atas Rephk Penggu
Tergugat | dan Turut 18
tertulis dan disa i

‘tglamumya Tergugal, Kuasa Hukum Turut .\
gal Il mengajukan Duplk yang diajukan secara
lepan persidangan pada tanggal 16 Mei 2019 yang 0

pada pokokny: n tetap pada jawabannya;
M b Dahwa dalam perkara a quo Turut Tergugat Ill, Tl@

TergugafalVan Turut Tergugat V tidak menyerahkan Duplik-nya 1Qga
Penggugat maka dengan demikian Majelis Hakim men p

Turut Tergugat | dan Turut Tergugat I, Turut TergufoR.Turut
Frgugat IV, dan Turut Tergugat V tidak menggunakan wakiu empatan

ang telah dibenkan tersebut untuk mempernahankan akea di depan hukum
atas Rephk dan Penggugat; \
0 Menimbang, bahwa terhadap Rephk maupun yang diajukan oleh

para pihak dalam perkara a quo yang untuk | ya sebagaimana termuat

dalam Berta Acara Persidangan (BAP) @ k mempersingkatl putusan

@ selanjutnya dianggap telah termuat lusan ini dan menjadi satu
* kesatuan yang tidak terpisahkan d QAsan ini;

Menimbang, bahw e@w yang dipermasalahkan oleh para 4

pihak berkaitan dengan ta Jutnya untuk mengetahui letak dan batas- c
batas yang menjadi olyek seMkela dalam perkara a quo maka berdasarkan a
peraturan dan Mah gung Republk Indonesia melalul Surat Edaran 0
Mahkamah AQUQI ndonesia (SEMA RI) Nomor : 7 tahun 2011 tentang Q
Pemerik: SWoat dan berdasarkan ketentuan pada Pasal 153 Herzgen
Indone: iglement (H.1.R) juncto Pasal 211 Reglement op de Bug

cht: (RV) dengan tuuan untuk memastikan keberadaml
o a, baik letak, luas, dan batasnya sebagaimana JrKan
da gugatan Penggugat dan hal ini uniuk menghindan putysan gadilan

ng non executable (putusan yang tidak dapat dgky akibat dan

0: ketidakjelasan letak, batas dan luas tanah lerperkma\Nn yang demikian
akan menimbulkan masalah hukum bawu dmv endahkan wibawa
d

Pengadilan serta terjadinya ketidakpastian hul prinsip penyelesaian

0 perkara secara tuntas dan efisien tdak tenga a Majelis Hakim pada han

* Jumal tanggal 19 Jul 2019 Pukul 09. ada melakukan Pemenksaan

\ Setempat (Plaatselyk opneming &

[N Menimbang, bah Fisidangan Pemeriksaan Setempat

(Plaaiselik opneming en ond ) tersebut dibuka di Balai Desa Carul {
aten Tegal disebabkan yang menjadi objek Q

lam perkara a quo masuk wilayah desa Carul, Q
20 dan 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/2019/PN. Sa o
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sehingua itk e

maka Maohis Hakim e

'Q.l-‘. pemenksann omadap olgek songkets

bl agor g prbial melahn Foasa dan ¥onsa

Hukumnya agar 1 A Bk Desa Coral Kecamatan Bamyveea ¥alupaton

Tegal yang e sttt membawali desa Canl tesota, -M.mr.ln/no

(Plaatselgk opnomng en onderzook) dalam petkargd

Menimbang, babiwa untuk lengvapnya hisil Zeenksadns Setempat

nh sebagarnana

yang tettuang dalam Benta Acara Pemenkeaan S0 XL akan wtapm patda

pokoknya  dat hasl  Pemenksaan Setem natsehk - opnemryg - en

onderzook) terhadap obyek sengketa (I"W'Q‘ “ebiagar benkat
1. Kuasa Hukom Pengougal menery o henkot

>

v

a

Ul

Tisk: nol mulian pekenaan m, ARSI PR RN
Pangang jalan yang .%.m ik not 194,25 meter,

Lebar: 3 meter,

Gambar Peteny

Pekenaan o gl 1 Novembier 2014

H8 o) 1 pekeraan Penggugat (Spot 4),

Yo 1 (dalam spot 4 ) ada 6 segmen o
Toerg Torat Tergugat V menetangkan sebagal benkin

U ol enubi pekenaanmasuk Desa Cal
AT dibenakan pangang 120 meter dan lebar 3 meter, Q

Dikeggakian per seguenspot 1, \

. Mk deergakan spot yang mana bdak taba .*

€. Pekegann spor dikengakan dan govan longsor \\

I Pet segmen s mete

0. Yang o regect spot 4 ada 4 seguien, Gy M 2 seqgmen wetap lupa
spot ke betapa 0

Kuasa Hukum Penggugat, Terguan unt Terguagat V' menerangkan

sebaga benkut

n

b

Kuasa Hukum Peng e Tinenatkan pengeraan dilakukan per

Lpot,

Spot 1 ada 10 5 L = 50 meter
Spot 2 ada PR 15 meter
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d. Spot3adab ch«cr:
Spot 4 77 meter i (hikerjakan,
L sepanjang 20 meter;

9. F-181 Tergugat V mengakui tidak ada dan bangunan Talud
cler tidak ada; Q

A&‘ bahwa quna menguatkan dalill - gugatanny? v
r% felalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan bukti-bu

Fotokopi Akte Notaris ABDULLAH,SH, M.Kn Nomor 1 T\ Oktoher
2009, Akte Pendirian CV. RAFFI PERSADA.......... diben tanda P-1;

Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak Untuk Mel: ®, Waket Pekeraan
Konstruksi Kegiatan Peningkatan Jalan Di K¢ X)Gg Dan Bumpawa
Tahun Anggaran 2015, Pekerjaan Pengas
PIK Bumijawa Tahun ANgO:
050/003/SC/BBISPIBM/IX/2015 Ta
Kontrak sebagamana lcn:anl

Rp. 270.721,00 (Dua R

Ribu RUPIaN)..ceerereree W ..........onrnene
m Kontrak (SSUK) sebagaimana tercantum

jan Di Sumbaga-Carul®)
2015 Namor
'Soptember 2015, dengan Niai
aftar Kuantitas dan Harga sebesar
uI \ Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu
diberi tanda P-2;

Fotokopi Syarat-Sygrat
dalam Bab X D! bangadaan Metode E-Pemilihan Langsung Nomor :
050/03/01/P, K IA-ULPIVIII2015 Tanggal 3 Agustus 2015 Paket

Pekeq aan ngaspalan Jalan di Sumbaga-Carul*) Pl>°

...thberi tanda
yarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) sebagaimana !
b XI Dokumen Pengadaan Metode E - Pemild eung
omor : 050/03/01/Paket-094/POKIA-ULPVIIIF2015  Tan g&l\gustus
2015 Paket Pekeriaan Pengaspalan Jalan ¢ § ga - Carul*)

PIK Bumijawa 1i tanda P-4;

Fotokopi Spesifikasi yang ditetapkan oleh Tev\ 149 halaman yang

melekat dalam Sistim Pengadaan Seca ronik pada Layanan
Pengadaan Secara Elektronik Kabupat Q ............. diberi tanda P-5;

Folokopi Surat Perintah Mulai K MK) dari Tergugat Nomor @
050/003/SC/BBISPMK/BMINXIZ0 1 September 2015, Tergugal
memenntahkan kepada niuk melaksanakan pekerjaan dengan
jangka waktu pelaksanaangglama S0 (sembian puluh) hari kalender

tethitung mulai ta 1 September 2015 dan selesai tanggal 30
diber tanda P-6,

Nopember 2015 o ASRpR——

) In 31 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdr.G/2019/PN O
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7. Folokopi Perubaha IQwuas Harga (Lampiran Addendum) tanggal
7 September 2015 "W kontrak yang semula Rp. 270.721.000,- berubah

menjadi sebe@ 275.721.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta

Tujuh Rat luh Satu Ribu Rupiah), yang ditandatangani oleh
Tergu '@ugat. Kepala UPTD Kec. Bojong-Bumijawa, dan Pengaw: o
DRI i e S i SN s diben 1 F
8. Lembar Kerja Pengujian Beton Silinder Tanggal Pel 7
r 2015 Pekerjaan Pangaspalan Jalan di Sumba ec.
umijawa yang telah dilakukan analisa oleh M. ARIEF dengan

....... diberi tanda P-8,

hasil kuat tekan rata-rata dan ke 2 (dua) sam ton K250 berupa
0 Sikinder Beton uk. Dia 15cm dan tinggi 30 ¢ Q\ Y adalah 259.80

9. Fotokopi Surat Sdr. MT. SETIYOBUD!, S@) selaku Kepala Bidang

Program DPU Kabupaten Tegal Nom 'es. KTB/XI/2015 tanggal 27

0 Nopember 2015 Penhal Hasil Tes Beton adalah 259 80kg/cm?,
$ ditujukan kepada Pengguaat, y, ditandatangan....diber tanda P-9,
~ 10. Fotokop: Surat Penggu @ 0Y2.0UP-Priksa/RFP/XIV2015 Penhal

Permohonan Pemer

p LTSI TP at, e

11. Fotokopi Lapora
A. Penodeg M <

......................................... diberi tanda P-10,
an, Ada 16 (Enam Belas) Lembar

., yang diterima pada tanggal 2-12-

B. Pe gal 14 sfd 20 September 2015,

d 13 September 2015; Q

C. ¥Tanggal 21 sid 27 September 2015, b
e Tanggal 28 September sid 4 Oktober 2015, \Q

. Periode Tanggal 5 s/d 11 Oktober 2015,
Q F. Periode Tanggal 12 s/d 18 Oklaber 2015, .$
0 G. Periode Tanggal 19 s/d 25 Oktober 2015, \\

H. Periode Tanggal 26 Oktober sid 1 Nopew@&. P, diberi tanda P-11;
Ry

12. Fotokopi Laporan Bulanan, Ada 4 (empat)
A. Bulan ke-! Periode Tanggal 7 Sepl
B. Bulan Ke-ll Periode Tanggal 5

\k Yang telah ditandatangani Té

UPTD Kec. Bojong Bumij

13. Fotokopi Dokumen Fgto
Peningkatan Jalan @maﬂg dan Bumijawa, Pekenjaan Pengaspalan

é;n 32 dani 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8Pd G/2019PN Sa

v

4 Oktober 2015,

'd 1 November 2015;

1, Wengawas Lapangan, dan Kepala
ab. Tegal ....diben tanda P-12;

isi 0 %, 50 9%, dan 100 %, Keguatan

O

N

Qn.
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Qumqawa Kabupaten Tegal Tahun Anggaran

= Jalan di Sumbaga- ’\
1B e et mrccommisntsnsi diberi tanda P-13 6
14, Fotokopi Bentgdera Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekerjaan 100 % Nomor Q
050/SC/B 15 Tanggal 26 Desember 2015.....diben tanda P-14,
15, Fotoko, t%\p«mn Hasd Pemenksaan Lapangan  Nomor o
%Qélp.BAPIXIV?OIS Tanggal 26 D Q
sasbressespseREENIOIE .. diben tan X

» Pemenksaan Mutu Beton Dengan Alat Hammer oleh Aworum
ahan dan Material DPU Kab, Tegal Tanggal\ esember
ber

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belan h Kabupaten Tegal

2015........ rianda P-16,
0 17. Fotokopi Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Yasﬁx Atang Pedoman

NN 208 S L i sorivrinsmasiain TR o R resanssss diberi tanda P-17;

18. Fotokopl Surat Tergugat Nomor BB/MXIN2015 Tanggal 30

0 Desember 2015 Perihal Pemutusary diberi tanda P-18,
* 19. Folokopi Surat Tergugat No QIZSISCIBBIBMIWOIG Tanggal 26

Januari 2016 Penhal PegMay R ... % ....oovvrvrrnresviennines diben tanda P-19, 4

20. Fotokopi Surat Pengg Yor OOIISomasu.Cv.RPmlIzOlG Tanggal 4
Maret 2016 el amasi Paket  Pekenaan Sumbaga a‘
Lo T [ IESESNECT G A T D T T Co et s e diben tanda P- z

20; Q
21. FnloP»@ uasa Hukum Nomor - 010MV/YSP-TGLI2018 T1nqqal?Meo

201 Somasi, yang ditujukan kepada Bupan Tegal dan K
Dit yaan Umum Kabupaten Tegal ... PO | [+ 1ad [ i
2 Surat Bupah Tegal Nomor - 180106/2682 Tangga QS Q! Y018
ential TangoaPan SOMAS......cooiimme it sssmms () umn P-22,

N). Qa-Carul') PIK
Bumyawa Tahun Anggaran 2015 Sepanjan engan Lebar 3 m
Pada Tanggal 2 Februan 2019 Telah Ditutug W Aspal Sandsheet Dan
Telah Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Pg QJ&!M ..... diberi tanda P-24,

*a 25. Dokumen Foto Pekenaan Pengasy alan Di Sumbaga-Carul*) PIK

Ql Dokumen Foto Pekenaan Talud kondisi 100% ® anda P23,
0 24. Dokumen Foto Pekenaan Pengaspalan Jalan N}

=

Bumyawa Tahun Anggaran 2015 g 99,10 m' Dengan Lebar 3 m
Sampal Dengan Tangg i 2019 Dalam Kondisi Bak Dan Telah
Dimanfaatkan Oleh Masyara®g Pengguna Jalan .............. diber tanda P-25;
26. Vid-20180506-W, . Alur Penyimpanan internal/WhatsApp/Media/ Q

WhatsApp Tang Q ................................... diben tanda P-26; 0

33 davr B4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8Pt G/201 VPN o

N
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ioVE L
27. Fotokopi Pelalur@gah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang \

Penyelenggaraan JaNggonstruksi pada Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), Pasal
23 ayat (1) h butir 4) beserta penjelasannya, dan Pasal 23 ayat (1) 0
' e dibefi tanda P-27; o

28. Fotok aWran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengad%

Pemerintah. Pada Lampiran 11l huruf C angka 2 butir
.. dibesi t

{ Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tenta
edua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Ten ngadaan

Barang/ Jasa Pemerintah diben gngh P-29;
Q 30, Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahu &%09 Perubahan
@ Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor un 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, palR&Pagpl 93 ayat (1) dan ayat

- Q ................. diberi tanda P-30;
0 31. Fotokopi Peraturan Menter Pek um dan Perumahan Rakyat
* Republk Indonesia Nomor QZD]G tentang Pedoman Analisis
@m an Umum diberi tanda P-31;

(1a)

» Harga Satuan Pekerjaangmia g keraan Umum.......... 4
32. Fotokopi SNI 03-4430- . ar Nasional Indonesia Metode Pengujian a
Elemen Strukwr Bglon an Alat Palu Beton Tipe N Dan NR. ICS a
91.080.40 Badanisasx Nasional. diben tanda P-32; 0
33. Fotokopi Coglt! t Kalibrasi

v ...... diberi tanda P-33, Q
34. Dokumg ermukaan Rigid Beton............eviiiiien diberi tanda P»34;°

35. Fot agtian Realisasi dan Biaya Kredit..............o.on diberi tanda Py
Fu%aedah Teknis Kahbrasi.........ccuuvicniierioninss diberi ta
% Surat Keterangan Bank Jateng Cabang
S09/ADK.02/035/2019 tanggal 17 Mel 2019.......ovviniennd diben (Npda P-37;
8. Fotokopi Gambar Denah Situasi Sloof tiap 5Sm........ 4. ytanda P-38;

0 39, Fotokopi Tanda Tangan/Paral AGUS BUDI R\N i Marga DPU
Kabupaten Tegal sebagai bukti tanda t awnan Pelaksanaan
Peningkatan Jalan RP, SUr050...........000mm000 v ...... diberi tanda P-39;

40. Dokumen Video Rigid Beton yang tel 0 Aspal Sandsheet (Video

*a diambil Tanggal 25 Mei 2019).......... & J .. ccrcceriersrrnns diberi tanda P-40;

—

41. Dokumen Video Rigid Beton ﬂl@'l ik (Video diambil Tanggal 25 Mei
A R R R A A e v i s avsdieed o diberi tanda P-41;
42, Fotokopi Surat Kepala Bida ina Program DPU Kabupaten Tegal Nomor :
016/Tes HT/XII/2015, al 28 Desember 2015, yang tdak ditandatangani Q

oleh MT, serv§ Eng........... diberi tanda P-42; Q
ér 34 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/2019/PN Se O
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43. Dokumen Foto 0% rp@?engaspaian Jalan Sumbaga-Carul') PIK 0\

Bumijawa Tahun AnSgran 2015, sepanjang 194,25 m pada saat uizet
lapangan tang September 2015.........c...ceuem.. diDEA tanda P-43, 0
44, Dokumen fjaan Pengaspalan Jalan Sumbaga-Carul') PIK
Bumijay R ANQEaran 2015........ccwwevreaemmemseesenr dibei tanda P-44g Q
45, Dohé oto Pekerjaan Pengaspalan Jalan Sumbaga-Car @
AWa Tahun Anggaran 2015, pada  tanggal 28 n

a-m@ a5,
okumen Foto Pekerjaan Pengaspalan Jalan Sum - 1) PIK

Bumijawa Tahun Anggaran 2015, sepanjang 53,1 engall lebar 3 m.
z Pada tanggal 2 Februan 2019 dalam kondisi |

dimanfaatkan

oleh masyarakat pengauna Jalan. ..o ©...diber tanda P-46;
r 2015, 6 November

47. Dakumen Foto tanggal 30 Oktober 2015.@
2015, 9 November 2015 dan 14 NovemQeriRIY . ............ diberi tanda P-47,
0 48, Dokumen Foto Kegiatan Penguk g Setelah Pekerjaan Selesal
* 100% Yang Dilaksanaka Q Tanggal 21  November
20150 aaiian z (IR REaOT N o diberi tanda P-48;
49, Fotokopl Contoh Bul
yaitu kolom No, HagTangd®, Nama/lnstans, Kedudukan Dalam Pekerjaan, 0

Saran/Perintah, @ gngan, Tanggapan,...diber tanda P-49;
50, Dokumen Viggo a&ffeenshot Spot 1 sepanjang 50 meter dengan lebar 3 Q

melev.....Q. B\ ssedtsaaonciiu s qesp onnisne sasaTsaI N ....diberi tanda P 0;0
51. Dol 2o dan Screenshot Spot 2 sepanjang 45 meter dengan le
(UG, P ) T TTT TR . rersnnssnseneese o GIDEA LA
r
vs.
a 54,

4
ang didalamnya terdapat kelom - kolom c

»

Y Video dan Screenshot Spot 3 sepanjang M.Smete‘ n

Dokumen Foto Kondisi Jalan Tanggal 20 Jui \se\putar Talud yang
[ 1T IO NS v....,dlbefi tanda P-54;

@ Menimbang, bahwa terhadap fotok "kau surat dan Penggugat
* diatas, Majelis Hakim telah memenksa aian buku-bukti @ quo dengan
\ aslinya maupun dengan fotok gWppembanding dan terhadap bukti
N P-1 s/d P-54 yang diajuk Enggugat melalui Kuasa Hukumnya
dipersidangan hanya bukti P-1 sg2-2, bukt P-13, bukti P-21 s/d P-30, bukt P-
34 s/d P-35, bukt P-37, -39, buku P-49,yang dapal diperkhatkan ashnya

{
sedangkan terhada /d P-12, bukti P-14 s/d P-20, bukti P-31 s/d P- Qe
H. 35 dan 84 Putusan Peldafa&@aﬂanWG/?OlQ/PNSz o

v N
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0 - Bahwa Saksi kenal dengan Peng
\ Tergugat I, Turut Tergugat Il

-

. Direktori Putusan Mahkam ng Republik Indonesia
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33, bukti P-36, bukt P
sebagai pembanding, $ gxan tethadap bukti P-40 sfd P-41 adalah bukti
video, serta bukti sid P-48, Bukii P-50 s/d P-54 adalah print foto, dan 0

terhadap selur rat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya
sehingga Mrdunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perka;
a quo; ‘ ’

efMimbang bahwa, sebagaimana sural permohonan yang n
ugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 16 Mei 20? da
%ya agar dapat memerintahkan Tergugat dan Turut V dapat
enghadirkan sural ash yang dipegang oleh Tergug dh Turul Tergugat V

Q atas fotokopi bukti surat yang dmiliki oleh Penggu l‘*
0 Menimbang bahwa atas permohonan dan &vgat maka Tergugat

dan Turut Tergugat V mengakui bahwa lerk@mukkan bukti surat dan
angka 1 sampai dengan angka 5, angkae? al dengan angka 12 yang

' 0 diajukan oleh Penggugat tersebut sam vang dimiliki oleh Tergugat dan

5&2 hanya dapat diperlihatkan fotokopi nya .\

Turut Tergugat V, dan teruntuk buk faka 6 yang disebutkan dalam Surat

permohonan, Tergugat d } gugat V menyatakan tidak pernah 4
menerima dokumen te rena pihak Penggugat tidak pemah a
menyerahkan saat pemggksaaWpekeraan, 0 a

diatas dan terhglla gy pan dar Tergugat dan Turut Tergugat V tersebut

O

Menimbang terhadap surat permohonan Penggugal tersebut :

diatas umu@ xapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sigan
(BAS),

bang bahwa, dipersidangan Penggugal melalul
®nengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar \

ter®but di depan persidangan dan untuk selengkapnya sebagaimaNg termuat
Qalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya‘r&tan sebagal

berikut :

1. SAKSIAKHMAD JAZULI BIN HADI ANW,

Memberikan keterangan dibawah sumpah pa Mya sebagai berikut:

ugat, Turut Terqugat |, Turut
gugat IV, dan Turut tergugat V,
tidak ada hubungan ki a an Penggugat dan Tergugat sena

Para Turut Tergugat, a an pekerjaan dengan Penggugat,

L mw:um;mmmm%am&w%cmzms& O
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> - Bahwa tugas r&enkan oleh kentraktor CV. Raffi Persada .~
adalah memonitor M kondisi ¢i lapangan, sejauh mana pekerjaan yang e

dilakukan laksana, 0
- Bahwa fan yang dilakukan oleh kontraktor sepanjang 184 m,
| an ketebalan 0,25m;

e
. %akﬂ berada di daerah pengerjaan jalan dalam satu mineg
q Sempai tiga kali untuk mengecek sampal dimana pengerjaa/ n
| Bt dengan laporan pengerjaan jalan, Q
- Bahwa Saksi belum pernah dibenkan peringatan alau\ maupun
perintah untuk memberhentikan pekerjaan sem 1o oleh Saksi Teguh
Q Sarwono bin Slamet Parto selaku peng; wﬁ\ an dan Dinas
0 Pekerjaan Umum selama pekerjaan p& embangunan jalan
berlangsung, Q
- Bahwa PPK atau pengawas Iapa@a hm pelaksanaan pekerjaan

' % tidak pernah memberitahukan a at muty;

- Bahwa terdapat tambahan \ kepada Penggugat dan dilakukan
perubahan nilai kontr r%en mbahan adendum kontrak; 4
- Bahwa yang men 1 adendum tersebut adalah pengawas c
lapangan, KepalgaUPTURelaku koordinater Pengawas dan Tergugat; a
- Bahwa pada @menksaan setempat Saksi mengetahui Spot 1 @

pan;angrﬁm " spot 2 lupa, spot 3 panjangnya 30,5 meter dan o
spot 0 nya lupa dan berdasarkan adendum panjangnya Bo
4 pada waktu pemeriksaan setempat * 203 meter;
- Saksi tahu buku direksi ada diapangan dan tahu kol
ireksi seperti yang ada dalam Bukti P-49 yang dip %Ieh
Hakim Ketua, \
v - Bahwa Saksi tahu buku direks: setelah pekeqz'n* diserahkan
0 oleh pelaksana ke kantor bersama laporan\“N ingguan dan
butanan, lalu diserahkan ke kantor PU
pekerjaan 100 %; 0

- Bahwa pada saat Uitzet lapangangda@nas PU pada tanggal 23

*a September 2015 yang mengikuti % hdalah pak Nuh, pak Nopendi,

inta pemeriksaan

pengawas lapangan pak Tggu! r dan pak Tanun,
- Bahwa Surat Pefinta a (SPMK) tanggal 1 September 2015

tetapi saksi tidak mengetg kenapa Uizet dilaksanakan pada tanggal 23

September 2015 rgugal; Q

37 dani 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt. G/2019/PN. Sa o
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(SPMK) hisa melaksanakan pekerjaan kalau
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. '
- Bahwa pelal gaan baru dapat dilakukan setelah Uizet ‘
karena rekanan sudah menerima Surat Perintah Mulai Kera 0

belum diakukan 0
unzet, k an kurang tahu lokasi pekerjaan dimana; o

&) muka diminta/diambil sebelum pekerjaan dilak

- icak mengetahui tentang uang muka tetapl sepenge(ahut

Saksi untuk pekerjaan di DPU Kabupaten Tegal itu ua a

setelah pekerjaan mencapai progres 50
pekerjaan mi perusahaan tidak mengambil uang muka,

{0 tuk

al P-48, dalam

- Bahwa Saksi tahu foto kegialan opname pek%au pengukuran

ulang setelah selesai pekerjaan seperti dal &
foto ada Saksi, saudara Nurdiansyah dan pen
- Bahwa Saksi tahu lembar kerja penguj ukti

apangan,

P-48 yang Hakim

i dan mengatakan “ini baru saya

Ketua perlihatkan kepada saksy, Q
- Bahwa Saksi yang mengambil Q a tersebut dari bapak Arif dan

I
da

- Bahwa Saksi men (enam) segmen yang
Pekerjaan Umug sut®h menyampaikan kepada

bapak Arif yang menyerah
tanda tangani yang | angan, mau keord

kekurangan vam) segmen, Retak pada 6 (enam) segmen yang

dxmaksu@ [ rambut dan pecah pada pengerjaan talud;
; Bah»é ritahuan 6 (enam) segmen yang ditolak oleh Dnao
4

Umum pada saat pemenksaan akhir Desember 2015.

P,
bahan waktu untuk pemeliharaan;
"a pekerjaan jalan tersebut belum dibayar,
Bahwa terdapat orang dan Dinas Pekerjaan Umum d

inasi dulu™,
dimaksud Dinas
pimpinan terkat

8.

%) orang

Q dan PPHP yang datang ke pekerjaan jalan tersebigs
0 - Bahwa tim PPHP melakukan pengukuran panp\\< dan ketebalan

pembangunan jalan di desa Pagerk: a Dinas

Pekerjaan Umum

jalan proyek pembangunan tersebut;
- Bahwa Saksi mengajukan surat pe@ pemeriksaan proyek

pada tanggal 2 Desember 2015 g menenma
Agus Budi;
- Bahwa rentang ant permohonan  pem

adalah Saudara

eriksaan proyek

pembangunan jalan disa™gaikan tanggal 2 Desember 2015 kemudian {
pemeriksaan bar ukan tanggal 26 Desember 2015 karena Dinas Q

H 38 darr 84 Pulusan Perdata Gugatan Nomor
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)
Pekerjaan Um &nkan jawaban pada tanggal 25 Desember
2015;
- Bahwa Sak perah mendapatkan hasil uji laboratonum dan DPU
Bina Pr

M
Pengoudg tpebut Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat, dan Turut Te:
m Wakan menanggapi keterangan sakst dan juga terhadap U
A \JHiajukan dalam perkara a quo bersama-sama dalam ki

2. SAKSI NURDIANSYAH BIN HANAFI,
Q Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokov*m benkut:
0 Bahwa Saksi kenal dengan Penggugal. Tervxw t Tergugat |, Turut
Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Ti dan Turut tergugat V.,
tidak ada hubungan keluarga denga
Para Turut Tergugat, ada hubung
- Bahwa tugas Saksi yang di

adalah memonitoring d@

dilakukan oleh pela
. Bahwa pekerjaan jalarRygng dilakukan oleh kontraktor sepanjang 184 m,

loh kontraktor CV. Raffi Persada
gan, sejauh mana pekerjaan yang

lebar 3 m, de tebalan 0,25 m;

- Bahwa Sa L. i daerah pengerjaan jalan dalam satu minggu bisa
satu s Al untuk mengecek sampai dimana pengerjaannya da
1erk Ry Pan laporan pengerjaan jalan;

- Saksi belum pemnah dibenkan penngatan atau teguran mé
W, untuk memberhentikan pekeraan sementara ole; SQQ
Sarwono bin Slamet Pano selaku pengawas lapangan QR Dinas

Pekerjaan  Umum  selama pekeraan  proyek Rangunan  jalan
¢
berlangsung, \
Q

- Bahwa PPK atau pengawas lapangan dgla anaan pekernaan
tdak pernah membentahukan adanya cacgt ¥
- Bahwa terdapat tambahan pengerjaan 0

perubahan nilas kontrak dengan pe, iTan adendum kontrak;

enggugat dan dilakukan

- Bahwa yang menandal‘mga um tersebut adalah pengawas
lapangan, Kepala UPT
- Bahwa pada saat pe

dmaxor Pengawas dan Terqugat,

panjangnya 50 metds spot™2 lupa, spot 3 panjangnya 30.5 meter dan

1 39 dat 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8Pdt G/201 9PN S
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spot 4 panjangn ltgan berdasarkan adendum panjangnya 184 ."
meter dan pada wg pemeriksaan setempat £ 203 meter; 0
Bahwa Sal u buku direksi ada diapangan dan tahu kolom-kolom 0
buku dig i yang ada dalam Bukti P-49 yang diperlihatkan oleh 0

1o

laksana ke kantor bersama laporan hanan, mingg
n, lalu kita serahkan ke kantor PU untuk meminta

pekerjaan 100 % (seratus persen);

Bahwa pada saat Uizet lapangan dari dina pid pada langgal 23
September 2015 yang mengikuti uizet ad : . pak Nopendi,

pengawas lapangan pak Tequh, pak Abdur uri
Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (S@mqal 1 September 2015

tetapi saksi idak mengetahu ken ksanakan pada tanggal 23

ksi tahu buku direksi setelah pekerjaan selesai dist a@

September 2015 oleh Tergugal

Bahwa pelaksanaan pen dapat dilakukan setelah Uizet

karena rekanan ya fima Surat Perintah Mulai Kena 4
(SPMK) belum bise akan pekerjaan kalau belum ditakukan c
uitzet, karena rekgnan K8tang tahu lokasi pekerjaan dimana; 7
Bahwa Saksi ngetahul tentang uang muka tetap! sepengetahuan 0
Saksi u \minta/diambil sebelum pekerjaan dilaksanakan, Q

setag ntuk pekerjaan di DPU Kabupaten Tegal itu vang uko
set

elah pekerjaan mencapai progres 50 %, dan
n ini perusahaan tidak mengambxl uang muka;
Saks: tahu folo kegiatan opname pekerjaan at

ulang setelah selesai pekerjaan sepert dalam Bukti Syrat , dalam
foto ada Saksi, saudara Ahmda Jazuli dan pengavg:
Bahwa Saksi tahu lembar kerja pengupan bet 8 yang Hakim

Ketua perlihatkan kepada saksi,

Bahwa Saksi mengetahui 6 (enam) s ang dimaksud Dinas
Pekerjaan Umum sudah menyerpga epada pimpinan terkail

kekurangan pada 6 (enam) seg pada 6 (enam) segmen yang

dimaksud adalah retak rargut oy pada pengerjaan talud,

Bahwa pembertahua ) segmen yang ditolak oleh Dinas

Pekerjaan Umum pada pemeriksaan akhir Desember 2015, Tidak (
ada tambanan tuk pemeliharaan, Q

Bahwa peke sebut belum dibayar; Q

M, 40 dan 84 Putusan Perdala Gugatan Nomor 8/Pat G/2019/PN S o
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Bahwa terdapat &nas Pekerjaan Umum dan 5 (lima) orang ‘
dan PPHP yang &g ke pekerjaan jalan tersebut, 6
- Bahwa tim melakukan pengukuran panjang, lebar dan ketebalan
jalan pr W ngunan tersebut;
- Bah c@l mengajukan sural permohonan pemeriksaan pr éo

unan jalan di desa Sumbaga-Carul kepada Dinas P
pada tanggal 2 Desember 2015 dan yang meneruna

J:ara Agus Budi,

- Bahwa

rentang antara surat permohonan peme! proyek

De,

Pekerjaan Umum baru memberkan jaw

¢ 2005 kemudi@n

N%J karena Dinas
angoal 25 Desember

pembangunan jalan disampalkan tanggal 2
pemeriksaan baru dilakukan tanggal 26 D
0 aban

2015:

. Bahwa Saksi tdak pemah mendap

¥ uji laboratorium dari DPU

Bina Program,

Menimbang, bahwa terha

: Penggugat tersebut Ter

menanggap keterangan s

ngan saksi yang dihadirkan oleh
Tu ut Tergugat V menyatakan akan
a terhadap alat bukti surat yang dajukan

dalam perkara a quo

a gquo maka Ter
1.

Fotokenl
P
Be

enyerahkan bukti-buku surat sebagai berikut :

eputusan Bupati Tegal nomor 157 tahun 2015 ten, no
uasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Um

un 2015 s vwesprsa ni Dy di an-1
otokop! Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan U u&*. Tegal
selaku Pengguna Anggaran Nomor 050/03.1/1720% Penunjukan
Pejabat Pembuatl Komitmen (PPK) pada Dmas\ 1 Umum Kab.
Tegal tahun 2015 ...ccommemmimmmmmmmmsssennnse

..... diben tanda T-2;
Foltokopi Surat Keputusan Kepala Dumw in Umum Kab. Tegal
h

Nomor 05/453/IV/2015 tentang Per

Panitia Penerima Haslil

Pekerjaan di Lingkungan Bidang Bin pada Dinas Pekerjaan Umum

diberi tanda T-3;

Kab. Tegal Kegiatan Tahun Ag qQJ )
Fotokopt Surat Keputus Arinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal

Nomor 050/547.1/VI12015 te! Penunjukkan Koordinator Pengawas dan

Pengawas Lapanga

ngkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan

41 dar 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor &/Pat G/2019/PN S o

O

rahun Anggaran 2015 .......... diberi tanda T-4; 0

a®ma dalam kesimpulan; a
Menimbang, quna menquatkan dall jawabannya dalam perkara : 0

Q

Sopuraivasy Mttans Aguny Ry . e
RO RALERO T T v: e :-—q—.w . e N D s o W age e b h e Mreanat A gy s i e e ]
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P 5. Fotokopi Surat Ke #ala Dinas pekerjaan Umum Kab. Tegal ‘\

Nomor 050/03.21200& (entang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTjRan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas
Pekeq  Tegal Kegiatan Tahun 2015 ......... diberi tanda T-5;
Fotok usan Bupati Tegal Nomor 984 fahun 2014 tenta Q
Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja

Lingkungan pemerintah  Kabupaten Tegal
ekeqaan

otokopi Surat Perjanjian / Korumk untuk melaksanakan
Kegiatan

Sumbaga-Canul*) Pl mija
nggaran 2015,

Pengaspalan  Jalan di
v Peningkatan Jalan & Kec. Bojong dan Bumi B
0 nemof OSOIOOBISCIBBISPIBMIIXIZOIS tanggal rember 2015 yang
ditandatangani Penggugat dan Terguoat ... & J -+ diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari Foto Dokumentas - Q
® . Kondisi Tahun 2016, foto dokume 2 21 Maret 2016
* - Kondisi Tahun 2018 foto dokun Q gal 12 Mei 2018 diberi tanda T-8;
» diberi tanda T-9!

9. Fotokopi Hasil Hammer JSRR gl ++voowom ™

10. Fotokopi Peraturan B Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman

4
Pelaksanaan An_ aran Wpendapatan  dan Belanja Daerah Tahun a‘
- _..dinen tanda T-10; 0
11. Fotokopi SQ{: fsan Kepala Dinas Pekenaan Umum Kab, Tegal Q
Nomor 0O 5 tentang Penunjukkan Tim Teknis Pengelola d
boralonum Bahan dan Material Dinas Pekerjaan Umumb
e e tan

Surat Penn(ah Kepnla Bidang Bina Pl@or
00/02.8.7//SP/2015 tentang penntah kepada ANGGER D . AMd
Q selaku Pekerja Haran Lepas di Bidang Bina ¢F DPU Kab.
Tegal ... \\ n tanda T-12;
13. Folokopi  Surat  Penntah Kepala Bid Program  nemor
£00/02.8.5/1/SP/2015 tentang perintah kepaDQDWI PRASETYO, SE,
selaku Pekerja Haran Lepas di éna Program DPU Kab.

*a (YT DE—— D diberi tanda T-13;
\ 14. Folokopi  Lampiran  Hgsll Wksaan  Lapangan  Nomor

050/SC/Lamp.BAP/XII2! 6 Desember 2015...diberi tanda T-14;
15. Folokopi Benta Acara Penhgggsaan Pekerjaan Prestasi Fisik Pekerjaan (
100% CV. RAFFI P DA Nomor 050/SC/BAPPF/XII2015 Tanggal 26 Q

Desember 2015

........................................... diberi tanda T-15; 0

. on o
5 e St 4 ot 40 g e et M e e Ay 284 Lo re e et et
u“"-‘mm’wnﬂlwhwuude-—a‘q '-.‘ T
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16. Folokop: Surat Pej nomor 050/22/SCIBBIXIN2015 tanggal 30 "
Desember 2015 tent & PEMULUSAN KOMIEK...cc.v.+-svvnendibEA 12002 T-16; 0

17. Softcopy dari okumentasi: Q

- Kondisi Tahy, dokumentasi tanggal 21 Maret 2016

5 Komi% Mo dokumentasi tanggal 12 Mei 2018 diberi tanda T-17g o

18. Fot Sraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 1aha 2@

erubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor n

ntang Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah........ diben

. Fotokopi Surat Kepolisian Resor Tegal kepada Tergugal, Dwijanto

Rahardjo, ST, MT, MA Nomor B/300/112016/Regnf tanggdl 21 Maret
0 Perihal Permintaan keterangan dan dok\r\ al 21 Marel

D006....c0miioniismmmsraensssssnsaserseaspsasnssrretsssarssaes shoes s QR Wee diberi tanda T-20,
Menimbang bahwa terhadap selulu@pl bukti-bukti surat dan
Tergugat di atas, Majelis Hakim telah menger ™ Pesesuaian bukti-bukti a quo
dengan asknya maupun dengan fo /2 sebagai pembanding dan

terhadap buku T-1 s/d bukti T- .20 yang diajukan oleh Tergugat
dipersidangan hanya buku 7@10. dan T-17 yang dapat diperlihatkan
aslinya sedangkan terhada </d T-5, T-7, T-9, T-11 s/d T-16, T-18 dan
T-20 hanya dapat diperigaatk; tokopt nya sebagal pembanding dan terhadap
seluruh bukti surat x@el&h pula dibubuhi materal secukupnya sehingga
dapat dipergunagln alat bukti surat yang sah dalam perkara a Guo;
Menin R W bahwa guna merguatkan dahl jawabannya dalam perkar

a quo ' ut Tergugat | dan Turut Tergugat Il melalui Kuasanya
enye uku-bukti surat sebagai berikut, untuk Turut Tergugat L

‘olokopi Surat Keputusan Bupati Tegal nomor 157 1ah "h tentang

8.

Q Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pg arang dan
0 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dmas\‘w n Umum Kab,

o v b Ay Moo
I e ettt

. @ A s A P Y 04 i e g bt st b e Ay SRA R T
T st A nn i foebn . A AT MG s o . b v g s P 8 s e o e Sema
A bt 4le bt 8 b S Py TS Bk St b vy P Ny s Ay -‘ ey S
Wi 0 1 ide e i
Halaman 43

Tegal tahun 2015 .....coommmmmemsmmrmmeessissesess Wiiben tanda TT.1-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas mn Umum Kab. Tegal
selaku Pengguna Anggaran Nomor C QOIS tentang Penunjukan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)4Gd)) Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Tegal tahun 2015........c0ceiene B 77 TN diberi tanda TT.1-2;

3. Fotokop! Surat Keputu inas Pekerjaan Umum Kab. Tegal
Nomor 05/453/1v/2015 teM@g Penunjukan Paniia Penenma Hasil [|
Pekenaan di Lingku idang Bina Marga pada Dinas Pekeraan Umum e
Kab. Tegal Keg ggaran 2015 ................ diben tanda TT.I-3; Q

@ 43 dan 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8Pdr G/2019/PN sz o
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4. Fotokopi Swrat Ke uQ.ml:\ Dinas Pekerjaan Umum Kab, Tegal
Nomor 050/547. 1VIIES tentang Penunjukkan Koordinatar Pengawas dan
Pengawas Lagean di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjoan 0
Umum Kal iatan Tahun Anggaran 2015 ......diberi tanda TT.I-4,
eputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kab, Tc(éo

w
m
o
o
(=]
=
o

1 (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pa

an Umum Kab. Tegal Keglatan Tahun 2015.......diben Q "-5:

P Fotokopi Keputusan Bupati Tegal Nomor 984 tahungS tentang

Penelapan Pengguna Anggaran Pada  Satygng Kera perangkat

Q Daerah Di  Lingkungan Pemenniah ﬂ&regnl Tahun
@ 2015... R i QLN diberi tanda TTLG
7. Fotokopt Peraturan Bupati Teqal Nomor '_@ 014 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran  Pendapald W pelanja  Daerah  Tahun

0 2015... ;
+ fotokopi bukti-bukti surat dan Turut

Memmbang bahwa terhad:
Tergugal | d atas, Majelis ¢ 1@@ eniksa kesesuaian bukti-bukli a quo

dengan aslnya maupun fotokopl nya sebagai pembanding dan
ternadap bukti TLI-1 d bo® TT.1-6 dan TT.1-10 yang diajukan oleh Turut

...diber tanda TT.I-10,

8.

Tergugat | dnpersuia mya bukti TT1-6 dan buki TT.1-10 yang dapat
diperlihatkan a.v‘ kan tethadap bukti TT.I-1 s/d TT.I-5 hanya dapat
diperiinatka, sebagal pembanding dan terhadap seluruh bukti giral
terseb z dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergui

kti sural yang sah dalam perkara a quo;
Fmbang, bahwa guna menguatkan dakl ;awabnnnya\ evara

maka Turut Tergugat | dan Turut Tergugat |l melalul KuasNpya telah
Q\enyerahkan bukti-bukti surat sebaga berkut, untuk Tq*n Il sebagai

0 benkut ! \h\
1, Fotokopi Surat Keputusan Bupan Tegal ' un 2015 tentang
Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/K ngguna Barang dan

@ Bendahara Pengeluaran Pembantu pgdiRQfs Pekerjaan Umum Kab.
* Tegal tahun 2015 3 ; ....diber tanda TT.1I-1;
\ 2. Fotokopi Surat Keputusan Ze Pekerjaan Umum Kab. Tegal
[N selaku Pengguna Angg 050/03.1//2015 tentang Penunjukan

Pejabat Pembuat Komiime: PK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.
Tegal tahun 2015.... N .0 diberi tanda TT.I-2;

(\Q

Hi 44 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor &/Pdt G/2019/PN o
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i 1S 3. Fotokopi Surat K HQOL’ Dinas Pekerfaan Umum Kab. Tegal ‘
Nomor 051453V 1piang Penunjukan Panitia Penerima Has 6

Pekerjaan di \ngan Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum

Kab. Tegal ahun Anggaran 2015 .o diberi tanda TT.11-3, QG

putusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Te

N 7.1/VI/2015 tentang Penunjukkan Koordinator Peng
Fis Lapangan di Lingkungan Bidang Bina Marga Dinas n
ab. Tegal Kegiatan Tahun Anggaran 2015 .o diben t ai-d,
P Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan U\ . Tegal
o PelakSana Teknis

Nomor 050/03.2/12015 tentang Penunjukkan Pey
Q Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan EQ\U K) pada Dinas
0 Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun 20 Ry Wdiben tanda TTI-S,
6. Fotokopi Keputusan Bupal Tegal Nof \ahun 2014 tentang

Penetapan Pengguna Anggaran  £3 awan Kera Perangkal

'0 Daerah DI Lingkungan Pe: 3 Kabupaten  Tegal Tahun

7. Fotokopi Peraturan Bu ¥ 55 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pelaksanaan Angga apatan  dan gelanja Daerah Tahun

akim telah memenksa kesesuaian bukt-bukti a quo

upun dengan fotckopt nya sebagai pembanding da
TAI-1 s/d bukti TTI-6 dan TT.11-10 yang diajukan olehb
rsidangan hanya bukh TTA6 dan bukti TTII-10 ya

aslinya sedangkan terhadap bukti TT.I1-1 sid TT.II-\‘ pat
dip@hhatkan fotokopt nya sebaga pembanding dan terhadgp seguh bukti
ural tersebut telah pula dibubuli materai secukugn

Tergugat Il di at

dengan asin

gga dapat
JQUO,

0 dipergunakan sebagai alat bukti sural yang sah dalam‘\
Memmbang, bahwa guna menguatkan d ®nya dalam perkara
a quo maka Turut Tergugat V telah menyera Wﬂl-bukll surat sebagai
0 benkut : 0
* 1. Fotokopi Sural Keputusan Bupat Qmor 157 tahun 2015 tentang
\ Penetapan Kuasa Penggu 'ﬂ’é MKuasa Pengguna Barang dan

Bendahara Pengeluaran @ I pada Dinas Pekeraan Umum Kab.

P 11) IR e CRUE i e dibEN tANdA TTI-10; a‘
Menimbang chadap seluruh fotokopr bukti-bukti surat dan Turut

Tegal tahun 2015 ..ucvveeseerinnn e e e esseseinaesediber tanda TT.V-10 {
2. Fotokopi Surat Ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal Q
selaku Penggu v Nomor 050/03,1/1/2015 tentang Penunjukan 0

é‘ 45 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/2019/PN Sz o
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Pejabat Pembuat
Tegal 1ahun 2015, ...

.QPK) pada Dinas Pekenaan Umum Kab
cescssissosissessessisnssrsssionismsminme dieni tanda TT.V-2;
3. Fotokopi Sur san Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Teqgal

Pekerjz ®gkUngan Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umy

ng Republik Indonesia

2

Nomor O 5 tentang Penunjukan Pantia Penenma Hasi 00

egiatan Tahun Anggaran 2015 ... diben tanda WV
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekeraan Umum K al
050/547.1V1/2015 tentang Penunjukkan Koordinator PRy dan
engawas Lapangan di Lingkungan Bidang Bina Marga DRgg> ekernaan
Umum Kab. Tegal Kegiatan Tahun Anggaran 2015 .o ben 1a da TT.V-4,
5. Fotokopt Sural Keputsan Kepala Dinas pe, e'& m Kab. Tegal
Nomor 050/03.2/12015 tentang Penunjukkan Pelaksana Tekms
Kegiatan (PPTK) dan Pejabal Penatausah angan (PPK) pada Dinas
Pekerjaan Umum Kab. Tegal Kegiatan RhBRZYIS.......diben tanda TT.V-5,
6. Fotokopr Keputusan Bupati Tel 984 tahun 2014 tentang
Penetapan Pengguna Ang Qada Satvan Kena Perangkat
Daerah Di Lingku g

erMtah  Kabupaten Tegal Tahun

reeereiresserieseesseenies GibEN 1ANda TT.V-6;
7. Fotokop dan Foto Qokumemas: ©... e eenes dibEN tanda TT.V-8;
- Kondist Tahun 2| dokumentast tanggal 21 Maret 2016
- Kondist Tahyd /), dokumentas: tanggal 12 Mei 2018

8  Fotokog mmer Test .. rrcenneeennee dibeni tanda TT, -9,0

9. Foadofaturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2014 tentang Ped

n Anggaran Pendapatan - dan - Belanja Daeral

P
Ko s PR rerenseen DN :.Qm.
10 W otokop Lamperan Hasd Pemenksaan Lapangan No. 050/SCIR np.BAP/

XW2015 tanggal 26 Desember 2015 — fa TT.V-14;

stk Pekeraan

11. Fotokop Benta Acara Pemenksaan Pekeraan \
10096 CV. RAFFI PERSADA Nomot uuu:s;@. 112015 Tanggal 26

Desember 2015 ... I T R ST ¥ diben tanda TT.V-15;
12. Softcopy dan foto dokumentas: .. W diben tanda TT.V-17;
- Kondssi Tahun 2016, foto dokumentas! Al 21 Maret 2016,

- Kondisi Tahun 2018 foto dokigeer nypal 12 Mei 2018,
13. Fotokopi Peraturan Pre

LA 70 Tahun 2012 tentang perubahan
kedua atas Peraturan Presi g, Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemch ceenneesnnee- dibett tanda TTV-19,

H T 46 dan 84 Putusan Perdata Gugatan lomor 8Pt GI01AFN sa o
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i 14, Fotokopi Surat Kepgf=iy fQ Tegal kepada Turut Tergugat V, Lasam ST .‘
Nomor B/230/111/201 Weeskiim tanggal 10 Maret 2016 tentang Permintaan e
keterangan dageUMEN. .......cwrrmmiers i anienss diberi tanda TT.V-21. 0
W terhadap seluruh fotokopi bukti-bukti surat dan Turut
Tergugat ® 1fficlis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukt o

1 TT.V-1 sfd TT.V-6, TT.V-8 s/d TT.V-10, TT.V-14 sid TT.V-
. dan TT.V-21 yang diajukan oleh Turut Tergugat V

nya bukti TTV-6, TT.V-8, TTNV-10, TTV-17, dan TT.V-
A5, YT.V-9, TT.V-

ipetlihatkan aslinya sedangkan terhadap bukti TVl
14 s/d TTV-15, dan TT.V-19 hanya dapat diperl R&‘ "0pi nya sebagal
0 elah pula dibubuht

gan
dapat

pembanding dan terhadap seluruh bukti sural ter
materai secukupnya sehingga dapat diperguna
sah dalam perkara a quo,

|0 Menimbang, bahwa dipersida

aga alat bukti surat yang

gugat dan Turul Tergugat V

menggunakan haknya untuk men sakst dalam perkara a quo yaitu
ada sebanyak 3 (tga) oral kwg idengar keterangannya tersebut dt 4
depan persidangan dan engkapnya sebagamana termuat dalam a
Berita Acara Sidang (BAS) yan¥pada pokoknya menerangkan sebagar berikut 0 e
1. KARDIBI AHIR o
Membenkan ' dibawah sumpah pada pokeknya sebagai benkut
- B hinas di Dinas Perkimtaru Kab, Tegal sejak Januan 2017, o
- B ke adalah salah satu yang ada di Bukti T-11 sebagai Sekr
Pl 1eknis pengelolaan laborat dan pada saat Il meahgl S8yl
cepala Seksi Survey dan Penefitian Bidang Bina Program,
. 'Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 ada pekeradiQyg hgaspalan jalan
Q sumbaga-carul; .\
0 - Bahwa kepada saksi dipetlinatkan Buku T-9, het x andatangan yang
@ ada di Bukt T-9 berupa Hasil Pemenksa %: Beton Dengan Alat
Hammer adalah tandatangan saksi, é
0 - Bahwa saks: sudah melaksanakan oozual dengan SK dan tupoksi
* saksi,
\ - Bahwa Saksi menerangk aakukan pengujian hammer test yaitu
dengan media yang akan unicukan 10-20 tembakan di satu tink;
- Bahwa pada tahun Sarst menjabat sebagai tim teknis, tim teknis \
memang tidak tergr ngan karena di dalam SK tim tekmis pengelola oe
47 dan 84 Pulusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/20X9/PN. bo
N\
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(S
= L/

laboratorium iy ngd\sﬂu ada pengarah, penanggung jawab, ‘

ketua, sekretans da: pendukung namun dalam prakieknya operast di

lapangan olel kung disitu ada nama-nama dan Saksi tidak ke Q
lokasi unt Saksi hanya menerima atau hanya memperoleh
dokumprR@gnd®isampaikan oleh tim pendukung; 0

o WS yakin jika sudah dilakukan pengujian ketika tim pen &
: E>a

oMiukung sudah tanda tangankarena kalau semua belu

'maka belum dianggap lengkap;
ahwa selain tanda tangan dan tm pengup dan pen

persyaratan lain yang disyaratkan untuk melakygarg perhirdngan. yaiu
@ permohonan dan rekanan dan persetujuan pe a’x

terdapat

. Bahwa berdasarkan SOP untuk permohonan er test, kemudian

dilakukan uj barang sampel yang diketahu @ gawas lapangan, serta

& harus ada persetujuan pengawas lapa'@
' 0 Lk memenuti angka 27, maka

. Bahwa jika hasi pengujan hamm
tidak memenuhi ndai mutu K. 22880 d
- Bahwa Saks» meneran R P eDedaan Bukt P-16 dengan Bukl P-8

adalah Buku P-8 men

saksi idak melak ongupian Hammer Test,

- Bahwa keper perihatkan Bukti P-8, saksi menerangkan bahwa o
tanda tgni Arief Hidayat yang ada di Bukti P-8 dan Buku P-16 ad'ularo

sal ) ngan M. Anief Hidayat,

csi tidak tahu, kekuatan beton K99,92 kglcm?2 setelah by
. B bulan dan sefing dilalur kendaraan, akan sepert ap
ahwa kepada saksi diperihatkan Bukl P-16, dan saks m angkan

Q bahwa Saksi menandatangani Pemenksaan Mulg engan Alat
0 Hammer di lapangan tersebut, \\‘m
. Bahwa sepengetahuan saksi, tim teknis m gan melakukan
penguyian beton di lapangan berdasarkan Sm;
0 . Bahwa Saksi mengetahui pendidikan 108 dr. Angger Sarjana Teknik
Elektro,

\t - Bahwa saksi sudah pemah igeiih

- Bahwa seingat saksi Di
- Bahwa saksi tidak tahu pad

kalibrasi;
ua) alat hammer,

t pengujian ttk nolnya dimana;

4
ngujian beton ujt sampel dengan selinder. a
sedangkan Bukti P46 untd® hammer tes dan kalau tidak ada permohonan 2

- Bahwa kepada [ihatkan Bukti T-9 yang sama dengan Buku P-16 e

L.embar Keduz? ali tembakan harusnya ke bawah tap ini
a8

H,

_ v N\

et Mt Apany Rt o iy
P L T b, S ':""‘“‘“"‘"“‘"ﬂ‘v—vm— L e i seartabtes
L e ), PR GRON S M-mw’n& .--:-wt-tr-mu-.-.
oy -~ o o Agung B metes
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' 0 penguijian beton karaktenstik dengg

\J
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)= kesamping dan Sak agkan bahwa DPU memiliki aplikasi memang ‘\.

seperti tabel tersebiNagepengetahuan saksi sama di rata-rata ke bawah

atau samping Llloya akan sama; 0':

- Bahwa2( mmer setiap tahun di kakbrasi;
- BahwayR&eufling vang ke lapangan sdr. Darkons dan sdr. Angger Q
mergga Yykan dari latar belakang pendidikan teknik sipil, kare
FTnasuk ke Laborat bak yang PNS maupun yang non PNS @ pr

n di Balai Pengujian dan mformasi Konflik di Prop. Jak

hwa Saksi mengelahu bagi petugas pengujian NS ada
ik tahu'apakah ada

sertifikatnya, sedangkan untuk yang non PNS sakggl
Q sertifikatnya atau tidak; 0*
% - Bahwa saksi lupa, apakah sdr.Darkomn memuluk.\*l Penguji Beton,
. Bahwa Saksi megetahui pekerjaan itu belu LoYar.
- Bahwa saksi tidak tahu sampai den

.l 27 Desember 2015 ada

K99.92 karena seharusnya K250

- Bahwa jalan tersebut akan rug
dan kepada saksi dip mm p-25. Bukti P-41 dan Buku P-50 4
dimana kondisi beton 1 meskipun telah berumur 3 tahun 8,5 bulan c
dan sening dilalul kegdaraaw, a
- Bahwa hasil kel teknis sesuai SK Kadis PU yaw Buku T-11 0
ditvangkan gfloRyLeafar Kerja sepert dalam Bukti P-8, bukan di dalam o

bemuk@ mer Tes seperti dalam Buku P-16; o
- Bal beton dihitung setelah beton digelar dan umur konsb
di telah dikerjakan,
- perlihatkan kepada saksi Buku P-8 dan Bukl P\@Jap
eduanya Saksi menerangkan harus ada permohonan.
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksgys adirkan oleh

0: Tergugat maka Penggugat melalul Kuasa Hukumnya.\&. urut Tergugat |
dan Turut Tergugat Il melalui Kuasa Hukum@g ¥ Turut Tergugat V
menyatakan akan menanggap keterangan Samga terhadap alat buku

surat yang diajukan dalam perkara a quo bg <Qma dalam kesimpulan;

Membenkan keterangan ¢iba n

& 2. BAYU SUKOCO BIN SUHARm
~ ada pokoknya sebagai benkut:

- Bahwa umur beton dihit seah beton digelar dan umur konstruksi

dihitung setelah dikerzlan: e

H, 49 dar 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/2019/PN SE o

@t s St e b s g 50 B0 o A B b
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N '
- Bahwa Saksi di m@&,lar\ sebagai bendahara pengeluaran DPU .\

Kab. Tegal;

- Bahwa saksi di tahun 2015 ada pekerjaan pengaspalan jalan 0
sumbaga- imijawa dan belum ada pembayaran uniuk pekerjaan
penga an sumbaga carul hingga sekarang dikarenakan rekan o

tdal mengajukan uang muka atau termin;
= ATsecara prinsip pengajuan pembayaran diajukan oleh Pvéa
an sudah selesai; Q
ahwa PPK memintakan pembayaran melalut kami, XA
¥ Bahwa atwran persyaratan pembayaran ada di pgagran 1 tentang
v pengelolaan APBD, yang utamanya adalah b ;&mbayman oleh
% kedua belah pihak yang berkontrak, kemudiarNggr$Eran-lampiran teknis
mengenai penyelesaian pekerjaan, ya ndatangani oleh PPK,

0& Penyedia dan PPHP;
]

- Bahwa pembayaran dengan ter ajuan uang muka dilakukan

setelah kontrak ditandatangani gl melaksanakan pekerjaan;

- Bahwa pembayaran sek s@h Ftelah pekerjaan selesal 100 % baru
ada pembayaran, ber. a pembayaran termyn dan tidak ada uang
muka,

- Bahwa setahu mea di DPU Kab, Tegal pekerjaan dengan nilal
kontrak di gEW juta rupiah, dibayarkan dengan cara sekaligus.

Sedan%ﬁﬁ atas 200 juta rupiah diberi kesempatan pengam ulao

an pembayaran dengan termin,

28 .

ua
-a Ba i pekerjaan sumbaga carul tepatnya saksi tdak tahu, tagadi

o rupiah;

. Wahwa pengalaman saksi ketika jangka wakty pelakss aa\ erjaan
Q sudah habis, pekefjaan belum selesal diputus kw*maan yang

0 sudah dikerjakan dibayar, \\
- Bahwa saksi tidak pernah punya pengalaq pekerjaan sudah

selesai dilakukan pemutusan kontrak,
- Bahwa setahu saksi format-format yagg ¢ peraturan bupati, setelah

*a dikensultasikan dengan bagian keua mda memang ada perubahan.

Namun tdak dituangkan a bupati karena perubahan-

perubahan format tersel ara non formal;
. Bahwa saksi tidak tahu mendRgai denda akibat keterlambatan pembayaran;

- Bahwa saksi tahu u rkara ini tidak ada pengajuan pembayaran; Q

@; 50 davi 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdr.G/201 /PN o
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¥ Bahwa biasanya permasalahan wakiu yang terlal
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. |
arkan surat perintah membayar adalah kepala dinas, 00

d erjaan tersebut tidak sampai pemelinaraan karena bel @

an sama sekali;
selama saksi menjabat sebagai bendahara pengeluar@ dak
tahu permasalahan di lapangan,
ot, sejerti di tahun
2015 ada beberapa paket yang memang tidak e\ Mipai akhir tahun
karena pengajuannya memang sudah dilengka Wket-paket pekerjaan
tersebut di tahun berikutnya di tahun 2016 ayar,
- Bahwa ada beberapa paket peke n 2015 yang pengajuan

pembayarannya di tahun 2016 .

Menimbang, bahwa terha ngan Saksi yang dihadirkan oleh
Tergugat maka Penggugat ’ 1 Fkumnya, Tergugat, Turut Tergugat | 4
dan Tunt Tergugat Il o asa Hukumnya serta Turut Tergugat V a
menyatakan akan menggga; ceterangan Saksi dan juga terhadap alat bukti 0 a

surat yang diajukan rkara a quo bersama-sama dalam kesimpulan,

3. TEGUI NO BIN SLAMET PARTO
Memben gan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai benku!:e

- B ksi sebagai pengawas lapangan pekerjaan pengaspalan

ul;
- ahwa saksi lupa total panjangnya berapa karena pekerjaan % tidak

jadi satu, .
0 - Bahwa untuk pekerjaan talud panjang kurang leblx\ o0 mater, tetap!

Cosssworr

g s s bt w it A ) Pyadn

it i Mg g s N b

Lok

- Bahwa seingat saksi arah

saksi lupa tinggi talud ;
. Bahwa menurut RAB pekerjaan pengaspal @ron dengan nitai mutu

beton K.250 kglem?;

berikan arahan-arahan kepada

- Bahwa saksi sering ke lapangan daQ‘: e lapangan pernah bertemu

dengan orang-orang penggugat G
orang-orang penggugat;

 diberikan kepada pekerja dan utusan

dari penyedia jasa; q Q
51 dai 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor &/PaLG/2019/PN. Sa o
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L/
Bahwa saksi pemn -rﬁr pekerjaan penggugal bersama dengan \

utusan penyedia jasy

Bahwa untuk iaan talud sebelum dipenksa pekerjaan masih ada Q

semua da qm«i dengan setelah pekerjaan diperiksa dan waktu

saksi GQM sudah roboh; o

Ba kedalaman pondasi yang Saksi linat Saksi memberikafga
erjaan itu dibongkar, karena pondasinya kurang darn S g

ahwa kurang lebih 5 meteran pekerjaan itu dibongkar, Qkarena

pada saat saksi meninjau pondasinya kurang dala
Bahwa kurang lebih 5 meteran itu adalah K A
badannya namun baru sedikit, itu yang bes jakan oleh tukang,

sudah ada

ngkar,

pondasinya kurang dalam sehingga saksi
rdalam, saksi tidak melihat

Bahwa terkait apakah kedalaman pongas
karena ada pekerjaan lain;

Bahwa saks: tidak tahu adan wilan benda up dan tidak pernah
diajak mengambil bendg

Bahwa tugas pengaw:

sesuai yang dinginign;
Bahwa saksi tidal membuat laporan ternulis; 0
Bahwa sakgf'C ah menanyakan mengenai buku direksi pada saal Q
pelaks@ erjaan, hanya mengingatkan pada saat vizet; o
Ba melaporkannya secara lisan kepada Koordinator yaitu UP,
Ba@gecekan saksi terhadap pondasi talud sudah diperd
®enanyakan kepada tenaga tidak kepada penyed::\%ksi
ike

ercaya kepada lenaga, dan tenaga tefah menyagpa sudah

4
memberikan pengarahan agar pekerjaan a

dikerjakan; ¢
Bahwa setahu saksi pekerjaan sudah selesay, ka;\w‘ nya saksi tidak

ingat,
Bahwa saat itu tidak ada yang rusak selain 19,

Bahwa dasar saksi sebaga pengaw ) adalah SK kepala dinas
PU Kabupaten Tegal;

Bahwa kepada saks: diperly uc@ -4, saksi menerangkan bahwa
pekerjaan pengaspalan aga carul diperfukan pengawas agar

pekerjaan sesuai bestek/meMgnin mutu; (

é; 52 davi 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Put.G/2019/PN. Sa o
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. 1

QII dibagi spot-spot karena kondisi jalannya

/" - Bahwa pekerjaan ‘
yang lerparah yan( rakan dulu, Biar nyaman dilewal juga atas e
permintaan dagMrqa desa juga; 0
- Bahwa w imbaga carul dititk tertentu rawan longsor, salah
satun IR yang rawan longsor, Q

- Bal ah pekerjaan selesal dan sebelum pemeriksaan saksHger
&

. bangunan talud masih ada;

kepada saksi diperlihatkan Bukti P-49, saksi men raQ wa
WM direksi sepenti itu, kolom-kolom yang sefing dipakai ;& ndarnya
seperti itu yang sering dilakukan;

< b . Bahwa saksi tidak pernah memberikan teguran ws,
0 % ocara lisan, yallu

. Bahwa saksi pernah memberhentikan pexe!

pekerjaan talud;
. Bahwa saksi tidak pernah memerintahkgn
. Bahwa saksi pernah memberikan Wan/leguran secara lisan untuk

* pekerjaan talud;
- Bahwa saksi tidak tahu @q - harus dilakukan secara tertulis ;

4
- Bahwa pekerjaan t ftidak ada keterlambatan  dalam a

menyelesalkannya,
- Bahwa saksi mébwm cacat mutu yang kasat mata; Q ”
( i mutu betonnya sama atau tidak dengan yang Q

- Bahwa uniygs
dimintaka melalui penguijian lab;
- B pernah mendengar rekanan sudah dimintakan uji Iabb
A 1ahu sudah difakukan uji lab atau belum;
- P ksi tidak ikut mendampingl PPHP waktu melakuka&?aan
da tanggal 26 desember 2015 karena lidak diberitahu eh kalau
Q mau melaksanakan pemeriksaan di lapangan; ¢
0 . Bahwa penyedia tidak bisa kerja setelah mener\ , kalau belum

dilakukan vizet;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan Bukli an Bukti P-6, Saksi

menunda pekerjaan;

0 menerangkan, ini foto uizet tanggal 2 r 2015, SPMK tanggal 1
* september 2015, rekanan setelah m SPMK belum bisa kerja kalau
\ belum diakukan uizet oleh Teggu

- Bahwa pegangan saksi d kan pengawasan di lapangan, RAB ;
. Bahwa saksilupa RAB men(Wgmi perubahan atau tidak,

- Bahwa kepada saksj ihat Bukli P-23 berupa kendisi nol persen jalan di

seputar talud, QZ
# 1 53 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/PdLG/201 wPN.sa o
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Balwa proves e
yang pecah obong
langlung oty

«  Balwa o
:Qﬂ 1D,

Saks

T an/pengeconan

v

Qﬂl sandshest dsepaar b, beton 0G4

welanghan yang beton N yang bdak pee o

menerangkan  batwa "
beton, bes-bes menandakan “hay

'g' Segmen yang fusak bdak berpengarh pada v-qf' (79 e
ang tibonghar hanya segmen yang rusak X
Batwa seharustya K290 namun yang terpas M\ﬂ selan® 3 tahun 9

tudan didatker kendaraan dengan bobot 1 ton. aky! \
ada hanya di talud_t \ a keanggalan yang

@ - Bahwa kejanggalan yang

lam,

. Batwa sakst mebhat pengenaan sc@,on p-13 Lembar ke-2 dan

belakang. besi-besinya sudah bety
Mensmbang, bahwa terhaday

Tergugat maka Penggugat
dan Tunt Tetgugat Il m:
meystakan akan me
curat yang duyukagd

Menml,

Hubumrys

Mo

ia v,

—annya cudahsesua 1 15 2

W can Sakst yang dhadrkan oleh
2 Hukumnya, Tergugat, Tunut Tergugat |

v

asa Hukumnya sena Tunt Tergugat v

ape eterangan Saksi dan juga terhadap alaz but
hara 8 Quo LErSama-Sama datam hesmpudan
Wi oleh harena pehak Penggugal melaks  Kuasa
i, Turut Tergugat | dan Tuns Tecgugat Il melakas K ~
utut Tergugat V dalam perbara a QuO Sudah Hdak menge
st dan sakecahd lagl, maka untus  mengakiun r-

bat. Penggugat melahn Kuasa Hubumnya, Tesgugat, g :o.\.

1 o Turut Tetgugat 1l medahs Kuasa Hubumnya dan 1

] (s 2 fergug® Vo telan
Qm\g.\;jm\ pesmpulaniya yang o sefahkan dan -“*pﬂ::u.\ﬂq.\n
0 pada han Kames tangyal 29 Agustus J019 \\

pada  abhanya 0:}.\! meldka  Kuasa

Metwnbang bahwa

Hukumnya, Tergupat, Tunt Tergugat | dan it M

Mubumnya dan Tuna Tergugat

Menenbang, batwa untus v

segala sesuatu yang 1
Sadang (BAS) dan Ganggap i

watu besatuan yang wtuh

e e A......._..,-.. e

. b — —

"“‘7"""‘A -

gugat i melaly Kuasa
V moton | ngaddan Negen Slawt

hat wraan Putusan SR
. relah termuat dalam Berta Acara

"4t dalam putusan o sefungga men RS
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AQERTIMBANGAN HUKUM ’\

Menimbang, bahW maksud dan tjuan gugatan Penggugat adalah e
/ sebagaimana di an diatas, 0
f Menim! atas gugatan Penggugal tersehut, Tergugat |, Turut o
Tergugat Tout Tergugat Il melalui Kuasanya dan Turut Tergugat
mengagi bannya yang pada pokoknya sehagaimana terural di & o
imbang, bahwa sebelum Majelis Hakim ~memes &

bangkan pokok perkara (bodemgeschil) dari pcrx

ajelis Hakim akan memeriksa dan menelili terlebih dahulu @
al  kewenangan

v dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ada *
0 (kompetensi) mengadii bak secara absolut sebagly \ g diatur menurult
L 4

>

gugatan

kelentuan Pasal 134 HIR maupun secara [ 0 ‘mana diatur dalam

ketentuan Pasal 133 HIR;
teliti dan cermati terhadap

0 Menimbang, bahwa sotelah MajeliSNg
t jawaban yang diajukan oleh Terguga ra Turut Tergugat tidak ada yang

mempermasalahkan tentang kr@l. (kompetensi) mengadili dalam 4
¥, dalam perkara a quo secara ex officio

-

perkara a quo akan tetapi
memiliki kewenangan dan v. untuk memeriksa apakah surat gugatan yang a

diajukan oleh Pengg ,rdapat permasalahan kewenangan untuk mengadifi Q‘

sehingga jika me; F9kan tetapi Tergugat ataupun para Turut Tergugat
A ®an maka Majells Hakim harus memutus perkara tersebut

tidak mempe
terlebih unébelum memeriksa pokok perkaranya, dan setelah M&gl
~tara cermat gugatan Penggugal melalul Kuasa Hukumnya @
ol

Hakim
ad! 'dengan persoalan kewenangan mengadili baik s c;v
yaimana ketentuan pasal 134 HIR maupun secara rdali& imana

diathr dalam ketentuan Pasal 133 HIR;
Menimbang, bahwa oleh karena dalam p N wo tidak ada

0 permasalahan tentang kewenangan mengadili maka va Majelis Hakim
sebelum memeriksa pokok perkaranya juga aks hiksa secara teliti dan
cermal terhadap syarat formal dan sur

Q ' 0 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 1O Pasal 120 HIR jo. Pasal 123

an Penggugat a quo

ayat (1) HIR jo. Pasal 8 ayat (1).(2) d
Menimbang, bahwa s Hakim teliti dan cermati terhadap
' jawaban darl Tergugat, Turut ugat | dan Turut Tergugat Il melalui Kuasa
Hukumnya, dan Turut T@v yang diajukan atas gugatan dari Penggugat
&

tersebut, maka Tergu rergugat | dan Turut Tergugat Il melalui Kuasa Qe
55 darl 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/201 9/PN4sa o

- v O

L e -
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L)
Hukumnya, dan Tu @ ug/ ada mengajukan keberatan Gugatan \
Penggugat Tidak Jela r (Obscuur Libel) terkait tentang pihak yang digugat

dalam perkara a ususnya dari Jawaban Tergugat dan Turdt Tergugat V 0

karena dalam } q Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat | dan Turut
Tergugat | 6\1 ergugat V mendalilkan kalau Penggugat telah sal. Q

dalam pihak yang digugat karena dalam hal ini Penggaug

m ergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V secar @

edudukan Terqugat dalam perkara a quo adalah beffge

n atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan

egal bukan atas nama TEGUH DWIJANTO R., ST, M

Tergugat V dalam perkara a quo adalah bertind

0 Panilia Penerima Hasil Pekeraan (PPHP) Dinas oW Umum Kabupaten
Tegal bukan atas nama LASAM, ST, RICHWA sIp, TANURI, TARMUDI,

Amd, DAN NOPENDI, kedudukan Tuml@ |V dalam perkara a quo

0 adalah bertindak untuk dan atas n Nff:pala Dinas Pekerjaan Umum
* Kabupaten Tegal selaku P AQggarah bukan atas nama Ir.
‘ SUHARMANTO, karena pd %ha b tidak tepat maka gugatan dari

Penggugat menjadi tidak j libel),
ya Penggugal menyatakan bahwa dalam

enyatakan gugatan Penggugat tidak jelasfkabur
pemyataan yang menunjukkan bagian mana dari
Gugalan FPgn yang tidak jelas/kabur dan juga menyatakan bgQw
at sudah tepat dan benar dengan mengajukan Sdr, T
, ST, MT, MA sebagai pihak (Tergugal) bukan selal
ki Raitan tindakan Tergugat yang pertindak untuk dan a%‘( nas
pefijaan Umum Kabupaten Tegal menandatangani Surat P rjanjiKontrak
“ﬂtuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruks! bersady Penggugal
selaku Pejabat Pembual Komitmen, Sdr. LASAM, ANADJI, SIP,

TANURI, TARMUDI, Amd, dan NOPENDI sebv (Turut Tergugat V)
Tunt Tergugat V

bukan selaku pribadi karena berkaitan R
menandatangani Berita Acara Pemeriksa | Fisik Pekerjaan 100% dan

*z Lampiran Hasll Pemeriksaan Lapangan PPHP, Sdr Ir. SUHARMANTO

. kedullukan Turut
WY atas nama tim

Bahwa dalam

8. .

sebagal pemangku jabatan by adi karena berkaitan tindakan

s Turut tergugat IV mengetah etujui penandatangan Surat Perjanjian
Untuk Melaksanakan Paket Pek Konstrukst; (
Menimbang, bal Q slam perkara a quo Tergugat dan Kuasa Turut e

e
oot ann Miabhnos A, Roputis. a At
soom s A s e s
--um&- m-‘ " L ol T P — i v
LT Y MM“ Agurg KT malet s
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untuk Tergugat, Turut an Turul Tergugat V terhadap hal tersebut .\

!
Majelis Hakim akan memNgumbangkan sebagai benkut;
Menim a dari uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim 0
kapasitas Ter Tergugat IV, dan Turut Tergugat V dalam perkara a
quo tidak g¢ hisahkan dengan kedudukannya masing-masing seba Q
Pejabat 4ge! { Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas pekerjaan' QL
Kal P Tegal selaku Pengguna Anggaran, Panitia Peneri il

r@n falan
umbaga-

at V masing-masing
Kepala Dinas pPekerjaan

Yan, Panitia Penerima Hasil
ks kegiatan peningkatan jalan

arul tahun anggaran 2015, dan sebagaimana bukti
1-3, TT.A3, TTI-3, TT.V-3 dan T-6, TT.I-6, TTIG
hukum bahwa Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Tu
merupakan Pejabal Pembuat Komitmen, m
Umum Kabupaten Tegal selaku Penggunygy
Pekerjaan (PPHP) untuk pake1 pekerjg

di Kecamatan Bojong dan Bumija an pengaspalan jalan di Sumbaga-
Carul tahun anggaran 2015 ‘:aamsasi twgas dan tanggung jawab ada

pada Pejabat Pembuat Ko/

4
Kabupaten Tegal selglu pahgguna Anggaran, Panitia Penerima Hasil Qa‘

antan Pit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Pekerjaan (PPHP a apabila Penggugal bermaksud menggugat
Tergugat, Turut 4gr P dan Turut Tergugat V dalam perkara a quo maka
hal terseby t dipisahkan dari kedudukannya masing-masing se
Pejabal Komitmen, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan

| al selaku Pengguna Anggaran, dan Panitia Peneer

ahun 2010 tentang Pengadaan BaranglJasa Pemerinta®y yebut istifah
mantan pada jabatan, namun dengan sudah beraﬂ&&oyek dan tahun
anggaran maka jabatan tersebut telah lepas den Q gyang bersangkutan.
Namun dikaitkannya nama Tergugat dan Turut Je V dan Turut Tergugat vV
tidak bisa serta merta dengan Peratura En Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang / Jasa Perpgp elainkan juga dikaitkan dengan
Surat Keputusan yang dikelu a®dalam Surat Keputusan Kepala
Dinas Pekerjaan Umum K egal Nomor 050/03,1//2015 memuat
nama Tergugal Teguh Dwijanto ST, MT, MA dan memuat jabatan Tergugat
sebagai Pejabat Pembul imen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten e
Tegal Tahun 2015 gan sudah berakhimya tahun anggaran 2015 o

57 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor m,GIZOIM’N,Sa o

e, Eonr); \
Menimbang, bahwa sesual dengan Peraturan irqden mor 54

v e M Mgy S ~
L "
S Aoy prndion Asa dios A v Gy A3 A S IS A St en L a s Ay W Sl s s (1 shrmatines
L i ot vt v
s st e B b B e
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e
L

0 |

\

maka jabatan Terguga Qpba( Pembuat Komitmen telah lepas dari

Tergugat. Turut TergugatNgr. Suharmanto dengan jabatan Plt. Kepala Dinas

Pekerjaan Umum paten Tegal selaku Pengguna Anggaran Pekerjaan 0

Pengaspalan Jga! mbaga-Carul PIK Bumijawa tahun anggaran 2015,

Namun d <®aft berakhimya tahun anggaran 2015 maka jabatan Tur 0

Tergug agal Pengguna Anggaran Pekerjaan pengaspalan r@

Su W PIK Bumijawa tahun anggaran 2015 teiah lepas d t
 Turut Tergugat V dalam Surat Keputusan Kepala Di aan

W Kabupaten Tegal Nomor 05/4531V/2015 memuat nama\ rgugat V
) \sam ST, Richwanadji SIP, Tanuri, Tarmudi Amd, Nop | dan mefhuat jabatan
Q Turut Tergugat V sebagai Panitia Penerma Hasil Qg%ahun anggaran
0 2015. Namun dengan sudah berakhimya tahun 2 2015 maka jabatan

Turut Tergugat V sebagal Panitia Penerima xerjaan telah lepas dari
Turut Tergugat V. Pada saat gugatan ini digd argugat dan Turut Tergugat

0 IV serta Turut Tergugat V sudah 1 ! menjabat karena Pekerjaan
* wa tahun anggaran 2015 sudah
ki

Pengaspalan di Sumbaga-Carul &

‘ berakhir sehingga menuru e@x penyebutan mantan, nama, dan
jabatan sebagai pihak Ter Turut Tergugat IV serta Turut Tergugat V
sudah jelas dan tepat.

dani uraian pertimbangan hukum tersebut diatas

imban:
maka temaea (eksepsi) yang diajukan oleh Tergugat, Turut
Tergugat | gan ergugat Il melalul Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergu t

tidak hukum maka menurut Majelis Hakim sudah sepat

ra but harus ditolak;
enimbang, bahwa karena keberatan (eksepsi) yang oleh

TerRugat, Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il melalui K Hukur®ya, dan
urut Tergugat V dalam jawabannya dinyatakan di % selanjutnya

Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkara dari Gu&nmat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gug

4 l 0 sebagaimana tersebut di atas, yang pada

melakukan Ingkar JanjifWanprestasi
~ Asas Pacla Sunt Servan I
Melaksanakan Pengaspalan Kec. Bojong dan Bumijawa Tahun

Anggaran 2015, PekoﬂQPe aspalan Jalan di Sumbaga-Caru! *) PIK e
58 dari 84 Putusan Perdata GugawnNocnmel?ms/PNsa o

_ v O

A ey
i o g A b P ot ek n vy ey b e s S0t s Mt W ot A A PRR -
ercter e yog baon vl N DO 1 A iy
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a Penggugat adalah
bahwa Para Tergugat telah
n Pasal 1338 KUHPerdata dan
urat Perjanjian/Kontrak  Untuk
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Bumijawa Tahun A Q Nomor: 050/003/SC/BBISP/BM/IX/2015
tanggal 01 September 208gdan addendum tanggal 7 September 2015,
Menimb wa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Turut 0

Tergugat | da gat Il melalui Kuasa Hukumnya, dan Turt Tergugat
IV telah akan dalil-dalil jawabannya, di mana terhadap gugal

Pengqufa (IMapat hal-hal yang dibenarkan dan hal-hal yang ditolal
ter al-hal yang telah dibenarkan dan tidak dibantah tersebut m

menjadi dall yang tetap sebagai bukli yang@ dan

enentukan (vide pasal 174 HIR/ 1925 KUHPerdata),
onarkan dan tidak

Q Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang te%
dibantah Majelis berpendapat bahwa menurut h langgap terbukt
0 gap sebagai fakta,

sehingga tidak perku dibuktikan lebih lanjut d3 ]

& yaitu:
0 . Bahwa benar antara Penggugal da@gal telah disepakatl Sural

perjanjian/Kontrak Untuk Melaks engaspalan Jalan di Kec. Bojong

dan Bumijawa Tahun Anggar R, Pekerjaan pengaspalan Jalan di
W2 Tahun Anggaran 2015 Nomor:

4 Sumbaga-Carul %) P
050/003/SC/BBISP/BMI 5 tanggal 01 September 2015 dan addendum

tanggal 7 Septemb! 5;
- Bahwa Peng enyelesaikan Pekerjaan Pengaspalan Jala

Sumbaga tanggal 01 November 2015;
- Bahwa iWoekerjaan pengaspalan jalan tersebut telah dilak no
hasil di lapangan pada tanggal 26 Desember 2015 olel

n di

28, .

pem
abupaten Tegal,

. Xhwa telah dilakukan Pemutusan Kontrak oleh Tergugat selak

Q Kabupaten Tegal terhadap Penggugat pada tanggn‘ sember 2015
melalui Surat Tergugat Nomor: 050/22/SC/BBIXII120

0 . Bahwa telah dilakukan penolakan pembay; pengerjaan oleh

Terqugat selaku PPK DPU Kabupaten Te ap Penggugat pada

tanggal 26 Januari 2016 meialuéax Tergugat ~ Nomor:

@ 050/26/SC/BB/BMII2016: Qa"
\ Menimbang, bahwa terha anQa g disangkal, Tergugat, Turut

DPU

Tergugat | ¢an Turut Terguga asa Hukumnya dan Turut Tergugat \
' telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: |

& 59 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt G/201 M’sz o

?’o" O

B e Mathart Ay by e
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».QJalan di Sumbaga-Carul yang dilakukan

)
sesai 100% karena kualitas mutu beton tidak 6

- Bahwa Pengerjaan

mencapai K.250 ? sehagaimana disepakati dalam kontrak;

- Bahwa P nirak yang dilakukan oleh Tergugal dikarenakan
Pengguggl Wa® menyelesaikan 100% pengerjaan pengaspalan Sesg
den alp disepakati dalam kontrak;

- B elum pernah dilakukan pengajuan pembayaran baik oleh P t

ergugat dan oleh Tergugatl kepada Bendaham@‘pmeﬂ
Tegal.

v Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meNGIRGS jawab jinawab
0 dari para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan Mt g menjadi pokok

quo adalah apakah

permasalahan dan harus dibuktikan dalam
kan perbuatan Ingkar

Tergugat dan Para Turut Tergugat 1t
JanjiWanprestasi atas  Sural Perjanj tak  Untuk Melaksanakan
Pengaspalan Jalan di Kec. Bojong umijawa Tahun Anggaran 2015,

Pekeraan Pengaspalan Jalan mr’ -Carul *) PIK Bumijawa Tahun §
Anggaran 2015 Nomos: 0§ SP/BMIIX/2015 ranggal 01 September

2015 dan lampiran addendu’ anggal 7 September 2015;

Menimbang, karena kedua belah pihak safing mendalilkan dan z‘
membantah max; ngan ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 Q
KUHPerdata nyatakan “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia
mempunynéxu hak atau guna menegakkan haknya sendiri ma8 o

mem esuaty hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, df
adanya hak atau peristiwa itu." Sehingga dala
pclfiqugat harus membukiikan dalil - dalilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil g‘I Mnya, Penggugat
telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda P-l\‘ ngan P-54 dan

0 2 {dua) orang saksi sebagaimana tersebut dh atas,

melalsi Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugs \/ Pptuk memperkuat dalil-dalil
sangkalannya telah mengajukan bukti an bukti saksi, yaitu Tergugat
untuk memperkuat dalil-dahl sangm mengajukan bukti surat yang
bertanda T-1 sampai deng : T-20; Turut Tergugat | dan Turut
Tergugat I melalii Kuas ukumnya  untuk memperkuat dalil-alil {

sangkalannya telah megdgikan bukii surat yang bertanda TT.I-1 sampai e
dengan TT.I-6, dan I-1 sampai dengan TT.II-6 dan TTN-10; Turut 0
M 60 dari 84 Pulusan Perdata Gugatan Nomor &Pdt G/2019/PN. 2 o

S &

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tert an Turut Tergugat 1l

Con e
B e e q s et Sy e et ihem
o, g i b Y A by b ahd mSngn A e Mta e on Aoy 82 EPaEe———————
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@ 23

. 1

{

Tergugat V untuk mem thalil sangkalannya telah mengajukan bukt

surat yang bertanda 1 sampai dengan TT.V-6, TT.V-8 sampai dengan e

TTV-10, TT.V-14 T.V-15, TT.V-17 dan TT.V-21; dan Tergugat mengajukan 0

3 {tiga) orang i
Men

na tersebut diatas;
bahwa terhadap bukti surat yang diajukan  dal Q
tkara a quo baik dari Penggugat maupun Tergugat dé b
gal maka Majelis Hakim menggunakan Yurisprudensi M3 T
| iblik Indonesia Nomor 112 KiPdr1996 tanggal 17 Segl g 998
ng kaedah hukumnya menyatakan “Folocopy surat disertai

urat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Ke%sa si dan alal

| c bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai ¢ ng sah dalam
0 Persidangan Pengadilan (Perdata)". Bahwa terha o a quo bukti surat

@ gan saksi - saksi yang
an terhadap keberadaan
ari Tergugat dan Para Turut
han Asli Bukti Surat dari Penggugat
nya Tergugat dan Para Turut Tergugat
menyatakan bahwa Bukti ocopy yang dimiliki oleh Penggugat sama
dengan yang dimiliki hgugat dan Para Turut Tergugat. Sehingga 0‘

berdasarkan ketentu dalam Pasal 176 HIR, Pengakuan dari Tergugat
dan Para Turut aka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat o

tersehut dagal W n alat bukti yang sah dalam perkara a quo,
g, bahwa Gugatan Penggugatl yang mendalilkan
h melakukan perbuatan wanprestasi  terhada
P ran/Kentrak Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstx jatan
perfhgkatan Jalan Di Kecamatan Bojong dan B miggwa kerjaan
engaspalan Jalan Di Sumbaga-Carul*) PIK Bumijawa$ %hal tersebut
0 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: ‘\

Menimbang, bahwa sebagaimana yan dalam Pasal 1338
KUHPerdata bahwa “Semua perjanjian yang ggou ra sah berlaku sebagai

|
_ I % undang-undang bagi mereka yang memb atu perjanjian tidak dapat

& yang berupa fotocopy telah dikuatkan melaly
dihadirkan dalam persidangan dan telah

@ asli daripada bukti surat fotocopy

* Tergugat melalul Surat Tanggapan

» tanggal 19 Juni 2019

ditarik kembali selain dengan sepak lah pihak atau karena alasan -
alasan yang oleh undang-und i ukup untuk itu. Suatu perjanjian
harus dilaksanakan dengan iti %

Menimbang, bahwaggdapur®syaral batainya suatu perjanjian yang diatur
dalam Pasal 1266 KU @ menyatakan bahwa "Syarat batal dianggap :Q

H 61 dari 84 Pulusan Perdaia Gugatan MmoralPdl.G/?OIQJPN.z O
i E \:

Fapartesnt Vet Agrg Moputins 3 . o
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selalu dicantumka g j
n ujuan-persetujuan  yang pertimbal balik,

manakala s
pewio alah ?lu pM tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang
o l:: persetu tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus 0
in : .
an ke, . Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun Q

syarat i i i
Y ' ena tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dida@

|810Q . menurut keadaan, atas permintaan si Tergugal, mef
¢ a wakiu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, ¢
Wnamun itu boleh lebih dari satu bulan.” o
Q Menimbang, bahwa terhadap perbuatan ingkar jag’ nprestasi terdapat
0 4 (empat) wujud menurut doktrin dari Prof, Subekt &&m:
1. Tidak melakukan apa yand disanggupi ak d\.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan t a

dijanjikan;
0 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapide? :
b 4. Melakukan sesuats yang menurut W dak bolen dilakukan.

sebagaimana yang

Menimbang, bahwa lefhad:g an ingkar jamifwanprestasi terdapat
4 (empat) akibat dari tinda oM sebagal perikut:
1. Perikatan tetap ada;
2. Penenma prestasi asin vdapat menuntut kepada pelaksana prestasi, a
apabila ia terlam enuhi prestasi (Pasal 1267 KUHPerdata), 0
3, Penenma pY, menuntut ganti rugi keterlambatan melaksanakan Q
prestasin ini disebabkan penefima prestast akan mendapalkaro
keu abila pelaksana prestasi melaksanakan prestasi tepat

w prestasi harus membayar ganti rugi kepada pen@ ]
as

al 1243 KUHPerdata):
Menimbang, bahwa perdasarkan fakta yan fungkap dalam
0 persidangan yaitu keterkanan antara bukti sural X iajukan oleh

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Kelet ksi-saksi dalam

& persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terd; ungan hukum antara
Penggugat dan Tergugat yaity Penggugat % penyedia dan Tergugat

0 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Y, dak untuk dan atas nama

\ Dinas Pekefjaan Umum Kabupat Adapun hak dan kewajiban

\ Penggugat adalah menerima ntuk pelaksanaan pekerjaan sesual
dengan harga yang telah diteT g Kkontrak, meminta fasilitas-fasilitas (

pekerjaan sesual kete

dalam bentuk sarana dandasardna dari PPK untuk ketancaran pelaksanaan
ontrak, melaporkan pelaksanaan pekerjaan o

H 62 gari 84 Putusan Perdala Gugatan Nomr P GRO1VPN. o
e i N\
Ol i e it e et e LT D G i osapm s
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secara periodik kep 3 nakan dan menyelesaikan pekerjaan 0‘.
sesuai dengan jadwal PRgksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam 0

Kontrak, melaksa dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat

dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, 0
peralatan, \ atay dari lapangan, dan segala pekerjaan perman Q
maupun@ge ara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesal @
pe kerjaan yang difinci dalam Kontrak, memberikan k:%‘*
yang diperlukan untuk pemerixsaan pelaksanaan ang
Pkukan PPK, menyerahkan hasil pekerjaan sesual jady yerahan

kerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, @ il langkah-
langkah yang cukup memadai untuk melindungi | mpat kerja dan

an kepada 1M

| maupun miliknya
iban Tergugal adalah
W isanakan oleh penyedia,
enal pelaksanaan pekerjaan
an fasiitas berupa sarana dan

membatasi perusakan dan ganggu
akibat kegiatan penyedia; Adapun hak d
mengawasi dan memeriksa pekefjaan &"
meminta laporan-laporan secara peri

yang dilakukan oleh penyedia,

prasarana yang dibutul yedia untuk kelancaran pelaksanaan 4

pekerjaan sesuai keten k, membayar pekerjaan sesual dengan a
g telah ditetapkan kepada penyedia; 0 a

harga yang tercantum dgam trak yan!
Menimbang erdasarkan pukti surat P-2 sampai dengan bukti
surat P-4 yan k@ oleh Penggugal, sebagaimana yang diuraikan o
sita Gugatannya bahwa Tergugat tidak menjalankan,

Penggugat £
yang ! adi kesepakatan bersama tersebut sehingga menye
ngalami kerugian baik materiil maupun imaterl atas

ersebut;
diaj®an oleh

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 xa

Qeﬂggugal melalui Kuasa Hukumnya serta sebagaimwtx diuraikan
dalam Posita Gugatan, dalam persidangan Tergugat iw\ membantah dalil
il

mengikat antara
gai Pejabat Pembuat
Dinas Pekerjaan Umum
pekerjaan kontruksi  kegiatan

gugatan Penggugal mengenal adanya perja
penggugal sebagai penyedia dan Tergugat
Komilmen yang bertindak untuk dan @

Kabupaten Tegal untuk melaksanak
peningkatan jalan di Kecamat n Mumijawa pekerjaan pengaspalan

jalan di Sumbaga-Canl') de s ontrak Rp. 270.721.000,00 (Dua Ratus
Tujuh Puluh Juta Tujuh ,RatuSpDua puluh Satu Ribu Rupiah) dengan e‘

kesepakatan penyedia elaksanakan, menyelesalkan dan memperbaiki
pekerjaan pengas, di Sumbaga-Carul*) PIK Bumijawa dengan o

63 davi 84 Putusan Perdata GWWW@ZOIQPNS o
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\d

gambar perencanaan Q {

ol per " y alam Bukii Surat P-38 dengan panjang 168
yang terdini dari 2'Wa) Spot dengan lebar 3 (tiga) meter dan tebal 0,25

(nol koma dua

lima) meter sesuai dengan materi pekerjaan sesuai

Harga (Lampiran Addendum) Nitai Kontrak berubah
000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus D h
upiah) dengan panjang pengerjaan aspal 184,9 [se, Srapan
luh empat koma sembilan) meter terdin dari 4 (empat) spot lebar 3
tiga) meter dan tebal 0,25 {nol koma dua puluh ima) . Adapun tethadap
addendum penambahan pengerjaan pengaspalan %an nilai kontrak
yang dimaksud dalam Bukti Surat P-7 tersebut t€ sama dengan yang
dimiliki oleh Tergugat berdasarkan Surat Tang nggal 27 Juni 2019 serta
dalam persidangan Tergugat tidak mem h adanya addendum yang
ditandatangani oleh Tergugat, Penggu . UPTD Kec. Bojong-Bumijawa
dan Pengawas Lapangan dan jug oleh keterangan Saksi Kardi dan
Saksi Bayu Sukoco;
Menimbang, bahwa
bahwa Nilai Kontrak gir yang disepakati antara Penggugat dan Tergugal

tanarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai

adalah nilai kontra 275.721.000,00 (dva ratus tujuh puluh fima juta

tujuh ratus duadggiu
kontrak (Bugli

m

.2) beserta addendumnya (Bukti Surat P-7);

9, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yaitu Surat Pe
PMK), ditetapkan dimulainya pengerjaan pengasp
1ozl 1 September 2015 dan harus diselesaikan pada tanggal
2019, Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Syarat-sygagumun Kontrak
'SSUK) angka 25.1 telah ditentukan bahwa “apabil. Y pada tahap
awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama - sama deng dia melakukan
pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan § @ ran dan pemeriksaan
detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setia h pembayaran” Adapun
berdasarkan Bukti Surat P-43 Uizet la engukuran lapangan pada

kondisi 0% dilaksanakan oleh Tergug ggal 23 September 2015 hal ini
juga dikuatkan oleh keterang: l@v

¥ Jazuli dan Saksi Nurdiansyah
yang menerangkan bahwa K an dimulainya pelaksanaan awal oleh
karena Pekerja tidak dapgl meMlai pekerjaan jika belum dilakukan Uizet
lapangan terlebih dahuluf§lelghak Tergugat:

ber

v N

ng Republik Indonesia

ribu rupiah) sesuai dengan yang dirincikan dala

L)

0@

aftar kuantitas dan harga tersebut;
bahwa berdasarkan Bukti Surat P-7 berupa Pembibo

'

MMJMMWWGWMMMWGINIWNSE o

& Ve S sty
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-
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Menimbang, bal Q{k&n fakta diatas Majelis Hakim menilai 0"
bahwa keterlambatan an pekerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-

ol

&0

Canul oleh Pe t bukaniah disebabkan oleh kesalahan dari Pihak Q
’ ini bukanlah suatu bentuk wanprestasi atas SPMK o

yang telah gi i antara Penggugat dan Tergugat;
inMeng, bahwa dalam dabl gugatannya Penggugal m aQ
ba erjaan telah dilaksanakan tidak levat waktu dan diselesaik
sen) pada tanggal 1 November 2019 sesuai denggn ?mx p-
sampai dengan Bukii Surat P-15 yang juga telah & kepada
ergugat. Penggugal juga mendalilkan bahwa 1 pe diberikan

peringataniteguran baik secara fisan dan terty rgugat selama

melaksanakan pekerjaan yang telah disepakali ¢ ak tersebut. Bahwa

berdasarkan Bukti Surat P-2 angka 15 bWl dinyatakan "Bilamana
pengawas lapangan menjumpai  kej Walam pelaksanaan atau
penyimpangan dari dokumen pelak Wmaka segera menequr untuk

menghentikan pekerjaan dan beritahukan kepada PPK untuk
diambil tindakan Penghe Sm;m sesuai peraturan yang berlaku”.

Penggugat juga mendalilk “Semua pemberitahuan, permohonan atau
persetujuan berdasarkagkontrdk ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia, dan man@lah diberitahukan jika tefah disampaikan secara
para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan
1, email danfatau taksimili yang ditujukan ke alamat y@an
SSKK* sebagaimana termuat dalam Bukti Surat P-3 S

ontrak terkhusus angka 6.2 yang diajukan dalam pers
. nimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 Keputusan Q
pei®rjaan Umum Kabupaten Tegal Nomor : Tentang
enunjukkan Koordinator Pengawas dan Pengawas L# ngkungan
Bidang Bina Marga DPU Kabupaten Tegal Kegiatan Anggaran 2015
dasar penunjukkan Saksi Tequh Sarwono sebage @ Was Lapangan. Pada
diktum kedua Bukti T-4 diatur mengenal Ju pkok dan Kewenangan
Pengawas Lapangan yaitu Memberikan kepada pelaksana apabila
dalam pelaksanaan pekerjaan terdaga’ mpangan atau tidak sesuai
dengan bestek dan memberhigm ara serta melaporkan kepada
Koordinator Pengawas, Peja na Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat
garakuasa Pengguna Anggaran, Berdasarkan
no kejanggalan yang ditemukan hanya di e
pekerjaan talud ter pondasi yang kurang dari 80 (delapan puluh) Q

In 65 dari 84 Putysan Perdata Gugatan Nomor 8/PILG/2019/PN.SI 0

Vg \)
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cm dan telah diberitah ?isan kepada pekerja dari pihak Penggugat ‘S
untuk mengulangi penge NG Sorta dalam kesaksiannya juga dijelaskan bahwa 0
telah dil erjaan pengulangan tetapi tidak disaksikan oleh Saksi 0
hanya berd an dan penglihatan hasil akhir. Sefama melakukan o

pengawasgp, 1&h Sanwono selaku Pengawas Lapangan Tidak Permn
Membeén Pekerjaan secara tertufis, Tidak Pemah Melakukan b
S fis, Tidak Pernah Memberitahukan Adanya Cacat Mut a

L pemah Memberikan Peringatan Secara Tenuti? dak

nah Menunda Pelaksanaan Pekerjaan secara tertulis, ya menurut

eterangan saksi Teguh Sanwono hal tersebut dgargnakan pihak dari
Penggugat tidak permnah menyediakan Buku Direkg x awas lapangan

@ dapat menuliskan teguran dan peringatan, Bahwa { mengajukan Bukti
& eksi, dimana

rdapat kolom Peringatan

Surat P-49 yaitu contoh buku dir
n dari Saksi Ahmad Jazuli

dan kolom teguran sehingga berdasarkan get
Sarwono selaky pengawas

dan Saksi Nurdiansyah bahwa Sak
pak secara fisan maupun tertulis

* Japangan tidak pemnah memberik
Y ' mi¥tara dengan alasan kejanggalan

apalagi memberhentikan
uh Sarwono jarang terlihat berada di

pada saal memberitahu untuk
adir

dalam pengerjaan, sena
lapangan untuk mel

ditakukan pengulan erja.
untuk mengav 5 2P gsung;

Menj A wa berdasarkan Bukii Surat P-11 berupa La;!aro

n awasan, sena
an talud Saksi Teguh Sarwono tidak h

28, .

ukii Surat P-12 berupa Laporan Bulanan dikaitkan d

Mingg
al i Teguh Sarwono dikuatkan dengan Bukti Surat P-@
-47

engerjaan pekerjaan Talud sampai dengan selesai, B«.\ t
a Dokumen Foto Tanggal 30 Oktober 2015, 1 No mbel®2015, 6

Qovembev 2015, 9 November 2015 dan 14 November 29 kti Surat P-
0 48 berupa dokumen foto pengukuran ulang seielah\" selesai yang
dilaksanakan pada tanggal 21 November 2015, bahwa pekerjaan

elah selesai 100 % pada tanggal 1 November é
Menimbang, bahwa berdasarkan as, Majelis Hakim menilai

* bahwa pengerjaan pengaspalan jalan gdi ga-Carul*) yang dilaksanakan

at waktu atau tidak lewat waktu

oleh Penggugat telah melaksan
b yaitu selesai pada tanggal 2015 lebih cepat dari yang telah
disepakati dalam kontraky yait anggal 30 November 2016 serta ldak

bukti surat P-49 yag ) dengan keterangan dari Saksi Teguh Sarwono,

(
ditemukan adanya kejafjodgng daiam pengerjaan. Hal ini didasarkan pada e
Wl 66 dari B4 Putusan Perdata Gugatan NonwaIPdI.G/?OlWN.Sa o

[ree— :
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Saku Avmad Jar
& ad Jazub g .v.m batwa Pengawas Lapangan badak
permg
membirAan 100 NR0. Penngatan ataupun pemberhentan pengeraan
sementa
a dengangli an adanya kengoalan dalam pengeraan pengaspalan

ng Republik Indonesia

‘N

plan dan \ 1 ch Sumbaga-Canl')
Meng o Tbatwa Penggugat dalam persidangan mengajukan By Qo

Surat PAR » I menunukkan telah dsamparkannya permohonan pem
has .t aan 100% dan permohonan tersebut diterima pleh Terqe

fesember 2015, Penggugat juga menyerahkan no ».13
ada Tergugat  scbelum  tanggal 26 Desember  sehORgD flakukan

an lapangan oleh Tergugat V selaku PPH%MM pada

Bukt Surat P-15 tertuls dengan tuksan tangan b \,‘,"' Mast ada. Bukl
Swat P-13 tersebut merupakan dokumen 1010 \x 50% dan 100°%

kegiatan peninghatan jalan di Kecamatan BOY
Pengasapalan  Jalan & Sumbaga-Cangg)
dishsanakannya pengernaan plan
yang dsepakan dalam Bukn Sural

Q Sutat P-3 yang dihadwkan Pengguoat
Hasil Pekeraan adalah

an Bumnyawa Pekeraan
agai  buku pahwa telah
Fencapai 100% sesudl dengan

dnyaakan  balwa pan oot Penenma
PansiaPeabat yang apkan oleh PAKPA yang bertugas memenksa dan
nana hasd pekernaan rersebut baru dapat dienma

menenma hasd pat
apabia telah a¢ cesud tahapan dan epesitikas dalam Kontrak yanqg

dirryatakan gl T Teknis atau Konsuhan Pengawas (dssesuukan dog

besar .uab )
ang. bahwa dalam Bubtt Surat P15 yang dhadakan B N
o wan bahwea telah dadaban pemenksaan pe $eraan yang b, RURG

dengan Kontak dan addendum yang telah disepa g PEaggugat
dak dapat mengajkan serah terma peberaan pert ,Q‘ W dalam Buky

Surat P15 yaitu lampxran Benta Acara [k Lapangy Al 26 Desembor

2015 o-mamlan batwa hasd pemetdsaan pre & o lapangan telah

mencapy 10006 tetapy hasd pekenaan m b deenma karena dan

pemenhsaaVpenguan dengan Hamimer | m PPHP terdapat 6 (enam)

segmen Nt beton yang duyek oleh karena retak dan tdak sesuat
dengan hualdihas mutu beton ». | galam hontrak dan addendum
yang dsepakati yatu K 250 1 dlakukan pemotongan nily hontrak

cobesar Rp 91 724 000+ (Fembs: Pulch Satu Juta Tuph Raws Dua Puluh

£ mpat R Rupah) dar

srtrak sehsruhnyd,

;v( .1’&ll\g.nr’v-'.n.-)'rhmhl\!l.*'hrﬁ‘ o

.... - —
p— R ———— S
. B W —————— e 4 .
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Meni 9 ;
imbang, Penggugal yang menyatakan bahwa ‘%

Saudara ANGG E. qen dianalisa oleh Saudara M. ARIEF HIDAYAT dan

g tidak memiliki sertifikasi penguji beton dan juga Alat

yang digu melakukan Hammer Test juga tidak memiliki d Q
jdak pernah ditunjukkan data Kalibrasinya kepada Pe ué

ggugat mendalikan bahwa hasil test mutu beton yang n

a DARKONI dan Saudara ANGGER pwi E. dan Jffg® h
qara M. ARIEF HIDAYAT dan Saudara REZA DWI P N kan alat

emerik:
PRI TAL S mer Test dikerjakan oleh Saudara DARKONI dan 6

' Sehg

Q - mmer Test tersebut tidak dapat dipenanggungjawab pena¥n hasinya:
Menimbang, bahwa berdasarkan Buktl Sur " Y surat P-9 dan

Bukti Surat P-16 yang dihadirkan oleh Penggugd rsidangan dikaitkan
Nurdiansyah, yang pada

dengan kesaksian dari Saksi Akhmad Jazull &
pokoknya menyatakan bahwa Bukti Surat ki Surat P-9 adalah satu
ton sifinder dan memiliki hasil

0 kesatuan sebagai hasil pengujian labg
b pengujian dengan nilai K.259, Q dan merupakan pengujian yang
berbeda dengan yang dim imlam Bukti Surat P-16 yang merupakan
dan memiliki hasil

pengujian Hammer Test/
pengujian dengan niai 9 yand diakui
ki oleh

oleh Tergugat dan T
Tergugat dan T \/ berdasarkan Surat Tanggapan atas
an tembusan laf

Hal Bukti gal 27 Juni 2019, telah ditandatangani d
di Tegal tetapi tidak disam

disamp a Kepala DPU Kabupaten
d ugat. Bahwa perdasarkan Bukti T-11 berupa Surat ¢

& opy Nomor: 050/91/I2015 dan keterangan dax; hardi
i rhadap

b Tim Teknis memiiki Tugas Wewenang dan Tanggungiawa
Q’eﬂguﬂan Sampel Material Uji yang hasilnya dituangkad mbar Kerja
pi lid N i kewenangan

pengujian Beton silinder (Bukti Surat P-8) teta)

a dan tanggung javiab {erhadap pengujian betonﬂ di lapangan yang
0 ¥, dengan alat Hammer

-

n beton di lapangan

. 99, Kglcm®. Bahwa Bukt Surat P-
engan dokumen yang dimili

ugat V sama d
permohonan

28 .

hasilnya dituangkan dalam hasil pemeriksaan

0 di lapangan (Bukti Surat P-16);
Menimbang, bahwa berdasar sural P-29 yailu Pasal 18 ayat
\ (5) Peraturan Presiden Nomor &l ®(entang Perubahan Kedua Alas
3 Peraturan Presiden Nomar 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
pomerintah dan Bukti Surgg P-20Waitu Lampiran i huruf C angka 2 butir 03 (
peraturan Presiden NO: e

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
a menyatakan bahwa Panitia penerima Hasil o

RP——— m:m.cmxsmnsbo
v N

Pemeriniah yang

Lo
P e o At B Y
P ? FPR———————t ST = o I
Uit A A S b 524 oo ISt Sunger Sk e beleh AT 2. harapaarw soar
— _,.___.....-A syl gzt RS- v yuog o B
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'-Qdf- dan kewenangan untuk melavukan

Kontrak; menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa 0
penquiian; dan membuat dan menandatangant
frima Hasi Pevedaan yang mana ParBalPes o
everjaan melayukan peniaian tehadsp hasd peverjalg)
W . 2n oleh penyedia tersebut dan apabla terdapX ke

~ -

( 1

A danfotay caca hasl  pekeraan, ¥ wrajid

' Vettaimenyelesaivannya. Batwa Penggugat tida¥ ibenkan
cacat hasi

an ataupun pemberhentian pengerjaan tervart &2 4"
pekeraan cena Penggugat tidak pemah cben¥: n‘s g
W Hasi Pemerixsaan

0 memperbaivi yerusavan yang dinyatakan dalam .
& tetapi Tergugat dan Tunst Tergugat V sen2 me@ﬁ:a'ran bahwa pekeq@

tindayan Tergugat dan

diamanatvan dalam paatura® Presiden Nom

; Pihak Penggugal.

tidak dapat dierima dan tanpa P
0 cebelumnya dlavuvan pemuusan ¥ .oz sephak oleh Tergugal
* perdacarvan Buku Surat P-17 S5 vayan peverjaan Penggugat tidak
» - dapat dibayar berdasary. A/ P V12 Hal ini menunjuidan bahwa 4
gugat V Udax memenuhi aturan yang a
or 54 Tahun 2010 dan jugd 0‘

menghadirzan puii Surat P-18 berupa

... osorzzIsciBerNzo1Ss tanggd 20 Desember 10
Surat dari Tergugal yang menyatakan pahvia Paket Pé

zlan di Sumbaga-Canl’) tersedut tidak dibayar dan B

surat Tergugat Nomor. osorzefscnaeuar.wzox%r 26
i 2016 yang menyatakan hubungan yerja antara Pe pat daergugat

W berakhir sejar. dinyatakan dalam suyrat tersebd Pemutusan
0 Vortrak tersebut didasarkan oleh karena d:'zhawa:irk:\ Pngeraan yang
koharusnya  dapat

nilsi mutunya jauh dibawah kualias B “
mengakibatzan  nigid peton lersehut cepal <ehingga tm PPHP
memutuskan untu menyatakan peng i3 mencapal 100% secara

*z yuaktas dan udak dapat menenima 02 b tersebut, sena menyatakan

merijek 6 segmen rigid be1on 52y W batwa pekerjaan tidak dibayar:
Menimbang, bahwa PPK dapal memutuskan Kontrak

cacara sephak telah diaty etapkan dalam SSUK angka 40.1 (Bukti
Surat P-3) antara lain emberitahuan tenulis kepada Penyedia setelah e
terjadi kebutuhan W iz dapat ditunda melebihi batas berakhirmya o

& 69wummmmcwmfmm(?201w:$bo

——
B e d Las s
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' 0 Jaminan Pelaksanaan; Pengawas el
fjaan, dan perintah tersebut tidak

v
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> kontrak, berdasarkan :hg PPK, Penyedia lidak akan mampu \
menyelesaiken kesehsu erjaan walaupun diberikan kesempatan sampai
dengan 50 (ima Qh:: kalender sejak masa berakhimya pelaksanaan 0
pekerjaan un ikan pekerjaan, selelah diberikan kesempatan
menyelosa MpMrtan sampai dengan 50 (ima pulh) har kalender sej o
masa bk Wya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelgd’

pek nyedia lalailcidera janji dalam melaksanakan kevajibd n
Jerbaiki kelalaiannya dalam jangka wakiu yang tel apran,
tidak mem! ksanaan

Payedia tanpa persetujuan Pengawas Pakerjaan,
ekerjaan, Penyedia menghentikan pekerjaan selama &8 iU P h delapan)
w serta tanpa

c hasi dan penghentian ini tidak tercantum dalam x
0 penyedia bc& am keadaan pailit;

persetujuan Pengawas Pekerjaan,
Penyedia selama Masa Kontrak gagal mem acat Mutu datam jangka

wakiu yang ditetapkan oleh PPK; Penyedid CL mperahankan keberlakuan

emerintahkan penyedia untuk

menunda pelaksanaan atau kelanj
ditarik selama 28 (dua pului
kecurangan danatau per

an atau, penga

oleh instansi yang b nan
prosedur, dugaan nfatau pelanggaran persaingan s

pelaksanaan PR #ffyatakan benar oleh instansi yang berwenang:

Me, P hahwa pemutusan kontrak oleh Tergugat dilakukan SEEAN

serna \ adanya pemberilahuan sehagaimana ketentua
2\ ai W 4, yaitu Pemulusan kontrak ditakukan sekurang-Kura
(i as) hart setelah PPK/penyedia menyampakan @Jan
ren pemulusan  Kontrak  secara tertulis  kepada 4 pen ia/PPK.
Qerdasalkan fakia tersebut maka pemutusan Kontrad pihak oleh
0 Tergugat tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan & hgka 40.1 dan
tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 93 ayat (Q Presiden Nomor 4

SU

Tahun 2015 rersebut:Kondisi-kendisi sebagalnw 4 SSUK (Bukti P-3)

angka 40.1 hurut & /d | tersebut di ala Paksanakan oleh Tergugat

any Penyedia terbukti melakukan KKN,
lam proses pengadaan yang diputuskan

duan tentang penyimpangan
hat dalam

n SSUK

Menimbang, bahwa iET < Turut Tergugat V dalam
14 dan bukli TT.V=14 Lampiran Hasil

\* sehingga PPK tidak bisa melakukan pemt kontrak secara sepihak;

.

persidangan telah mengaju

pemertksaan Lapangan langg 26 Desember 2015 menyatakan kalau
pekerjaan fisik di lapa sai 100% adalah tidak benar dan tidak sesuai Q
fakta di lapangan. \anggal 26 Desember 2015 Hasil Pemeriksaan < >

} Yr 70 davi 54 Putusan Perdata Gugatan Namor 8/Pdt.GI201APN. Sa o
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PPHP tidak bisa melal an (eritna dan dinyatakan tidak 100% karena '\.
mutu rigid beton kurang G B0% dari K250 kglen’,realisasinya yaiu K.99,92
kg/em® Bunyi 100ggalah sebuah judul format pemeriksaan serah (efima. 0
isinya tidak 1 at dan Tunt Tergugal V dalam persidangan i
mengajukag W15 0an bukt TT.V-15 Berita Acard pemeriksaan Pekeri o
Prestash Befjaan 100%, alas prestasi pekenaan Penggugal b

ngukuran dan / atau I

set PHP melaksanakan pengecekan, pe

fermyata prestasi pekerjaan pengguaat tidak men
ingga alas pekeqaan Penggugal {ersebut fidak bisa dxlax serah
Tur

00%% secara kualitas muty. Tergu t Tergugat V
& goal 21 Maret

ima karena tidak 1

Q menghadirkan bukti T-8 dan bukti TT.V-8 kondist ¢
0 2016, kondisi tahun 2018 tanggal 12 Mei 2018; K
Menimbang, bahwa dipersidangan T membantah dalil dalam
posita gugatan Penggugat dengan menghaglf i surat 711, 712, dan T-
13, Buky surat T-11 merupakan Su <an Kepala Dinas Pekerjaan
ukan Tim Teknis Pengeloid dan
aterial Dinas pekerjaan Umum
merupakan Surat perintah Kepala Bidang

epada ANGGER pwWI E AMd selaku Pekerja Q 7

Bina Program teniang rintal
Harian Lepas di Bi a Program Dinas pekerjaan Umum Kabupaten
24fenerangkan Surat Perintah Kepala Bidang Bina

intah kepada REZA DWI PRASETYO, SE selaku Peger
Bidang Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Kaby

ahvia dipersidangan Tergugat mengajukan buktl surat Tx ural
ontrak untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Ren pala¥ Jalan di

umbaga-Canul') PIK Bumijawa Kegiatan peningkata® Kecamatan

Bojong dan Bumijawd Tahun Anggaran 2015 menyaN Kontrak ini
adalah tahun tunggal yang dibatasi oleh Tah an 2015, Butir 22

menyatakan Surat Perjanjian/Kontrak men@ pabila terbukti bahwa
pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentu len kontrak yang antara lain

L\ YR

pendukung Laboratorium

yang mengakibatkan terjadi

pelaksanaan pekerjaan dan | xontrak maka PPK dapat melakukan

* meliputi bahan, personil, administrasi dan manajemen pelaksanaan
~\ gan  mutu pekerjaan, jadual

pemberian  teguran-tegurgn peringatan  dan  atau, penangguhan

pembayaran dan  atal
penggantian dan

71 davi 84 Pulusan Perdata Gugatan Nomor MG/ZOIWPN.Se o
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pelaksanaan jika di Q
diterbitkan ;m“ eh PPK, maka jaminan pelaksanaan yang 8
eh  Bank yamin harus dapat dicairkan tanpa syarat e

>
ng Republik Indonesia

unkondisi :
(unkondisional). dalam persidangan Tergugat, Turut Tergugat |, Turut

TT.V-10 Pgr
Pelaksaqgargynggaran Pendapatan

.‘,{ %mbang bahwa dalam
y asal 93 ayat (1) ke-a.l

dan Belanja Daerah Tahun Angga’
persidangan Tergugat menghadir

Peraturan Presiden r o- 015
Presiden Nomor un 2010

: <
ergugat Il, s gugat V menghadirkan bukii T-10 TT.|-10 TTI-10
pati Tegal Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedo[rb
|

'
ntang Perubahan Keempat atas Peraturan

tentang Pengadaan BaranglJasa pemerintah menyat pK dapat memutus
pK, Penyedia

0c kontrak secara sepihak apabia

Barang/Jasa tidak akan mampu

kalender sejak masa pelaxsanaan pekerja

perdasarkan &
menyelesaizgy uruhan  pekerjaan

an 50 (ima puluh) hari

walaupun diberikan kesempatan waktu sam
u enyelesaikan pekerjaan;

Turut Tergugat V menghadirkan

Menimbang, bahwa dalam pe

tentang Perubahan Kedu
tentang Pengadaan Bar
Hasil Pexerjaan mefnl i
yang tercaniur ontr,
setelah m
Berita

h

fi o mentasi tanggal 12 Mei 201

20
Menimbang, bahwa Tergug

Perthal Pemutusan
Tergugat

cadpemerintah menyatak
as pokok dan kewenangan untuk melakukan 0

pemeriksaan hasil Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan
pév ak: menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa
eriksaan/pengugian; dan membuat dan menandata 1n°

rah Terima Hasil pekerjaan, Bahwa
bukti surat -8 TT.V-8 foto dokumentasi tanggal 21 M.

Kontrak tanggal 3C Desember
halaman 8 mendalilkan kontrak yang
Penyedia adalan kontrak tahun tunggal Y,

yran Presiden Nomor
an Panitia Penerima

* bukti surat TT.v-19 Pasal 18 ayat Qan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
) 54 Tahun 2010

Tergugat dipersid

8, foto dokumentasi tani

w T-16 Suratl
Dalam jawaban

akan dengan Pihak
xhir pada tanggal 31

at menghadirkan )

untuk melaksanakan perbaikan

Desember 2015. Bahwasanya pemeriksa 1 akan pada 26 Desember
¥
n

L

| $ 2016 atau akhir tahun sehingga tidak
~\ maupun menyelesakan kekur -
. akan mampu menyelesaikan

hingga tanggal 31 Desem,
dan syarat yang haru uhi

e

m pekerjaan atau penyedia tidak

an pekerjaan walau diberi kesempatan

r 209, Penggugat tidak dapat memenuhi berkas

yaitu antara lain pihak penyedia tidak
72 davi 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt GI2019/PN. Sa o
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b tidak sesuai dengan ketentuan, © VQ’MW fain sudah sesud,
N £ -rata 4 (empal)

* Menimbang bahwa dalam
~\ menunjukkan bukti surat mau

4

v
Direktori Putusan M
: ahkam . .
yA  putusan.mahkamahagung.go.id ng Republik Indonesia
e i Qm 4
enyetujui Lampiran e dan Berita Acara Pemenksaan Fisik 0‘

100% :
yang menjadi h aw berkas dan syarat untuk pengajuan
pembayaran, dan il pekerjaan jauh dari mutu yang ditetapkan yang

dikhawatirkan Pusak; 00

Meg! > bahwa dalam persidangan Penggugat menghadirkan buly

sural al Penggugat tanggal 4 Maret 2016 perihal
Pel umbaga-Carul*) dan P-21 Surat Kuasa Hukum tanggal 7 8
inas

Q asi, yang ditunjukkan kepada Bupati Tegal ¢
.22 Su

ofpadap asi yang
Sqal menanggap!

C dilayangkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, ‘
at i t oleh Tergugat dan

kerjaan Umum Kabupaten Tegal dan bukti sural P i Tegal

tanggal 18 Mei 2018 perihal tanggapan somasi. Bahw

sedangkan Kepala Bidang Bina Marga yang sa

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

i Tegal se si teknik AHSP

an spesifika

lla kekuatan perkerasan beton
pireksi

dalam Surat Tanggapan Bupa
Keciptakaryaan dan SNI Beton din

peton itu, bila npifai rata
inimum yang

Pekerjaan dapat menyetujyj
Fang dari 80 96 kekuatan mt

hasil test yang berurutan

ditentukan.”.
Menimban gugal mengajukan pbukti surat T-16 surat Perihal
gt 30 Desember 2015 karena perdasarkan bukti sural

Pemutusan Ko
Tergugal @4 W 14 Lampiran Hasil pemeriksaan Lapangan tanagaln?
Desel ang menyatakarn serah terima pekerjaan tidak dapat dila

2 mutu rigid beton kurang dari 80% dari K.250 Kglem? IQ
apkan

92 Kg/em® sehingga dinilai pekerjaan jauh dari mutu Y
an kedepannya hasil pge an i
LY estasi Fisik

on dan prestasi

¥
dal¥n kontrak yang dikhawatirk
cak dan T-15 TTV-15 Berita Acara Pemeriksaan %

Pekerjaan 100% yang menyatakan merijex 6 segmen

pekerjaan fisik penggugat tidak mencapai angka » gga atas pekerjaan
Penggugat tersebut tidak bisa diaksanaka @ rma pekerjaan karena

pekerjaan fisik tidak 100% dari segi kualita

n cepat

ngan Tergugal tidak dapat
an® dapat membuktikan kerusakan

pada 6 (enam) segmen rigid g ditolak oleh Turut Tergugat V. Bahwa

dalam persidangan Tergyggat 1
terhadap alat Hammer {fesP\gang digunakan untuk melakukan pengetesan

- AN
v \‘\‘2>

Do
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gl
audara DARKONI dan Saudara ANGGER DWI E, 0
dan di analisa olepdgudars M, ARIEF: HIDAYAT dan Saudara REZA DWI P Q
yang tidak iikasi penguji beton, Bahwa Pengguget dalam
persidangag entMadikan bukti surat P-16 Lampiran 13 angka 2 Peralur, o
Bupati ga or 55 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
P“ dan Belanja daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 me 4

F )i penerima Hasi Pekerjaan bertugas memerikey by

i pekerjaan apabia telah diaksanakan sesuai tahapan esifias!

Jam kontrak yang dinyatakan oleh Tim Teknis atau K pemjawas,
it Tergugat v

Menimbang bahwa sefanjutnya, karena T x
tidak dapat membuktikan bukl surat T-15 TT g T-14 TTV-14 dan
pertentangan dengan Lampran 13 angka 2 B
tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaa
daerah Kabupaten Tegal Tahun 202
pahwa T-15 TTV-15 Berita

Rupati Tegal Nomor 55
pendapatan dan gelanja
o majelis pakim berpendapal
iksaan Pekerjaan prestasi Fisik
Pekerjaan 100% dan T-14 irah Hasil Pemenksaan Lapangan tidak
peralasan hukum yang mel tidak dapat dilakukan serah terima karena

4
diba¥ah spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak Q '

¥ oleh karena dalam bukii P-2 dinyatakan sebagai
rsidangan tefah menghadirkan bukti sur o

bentuk peq‘@
yaitu rjanjian Untuk Melaksanakan paket Pekerjaan Kon
1 Prgkatan Jalan di Kecamatan Bojong dan Bumijawa

PR Nalan Jalan di sumbaga-Canil') PIK Bumijawa Tahun Af
b surat P-3 yaitu Syarat-Syarat Umum Kontrak angka 6. pada koknya
semua  pemberitahuan, permohoan persetujuan

ontrak ini harus dibuat secard tertulis; N 4 menyatakan
lompat belas) han

W rencana pemutusan
Wi surat P-14 yaitu Berita

kualitas mutu beton |3
dinyatakan tidak sah.

enyatakan

perdasarkan K
an kontrak dilakukan sekurang-kuran

pemutus
setelah PPKiPenyedia menyampaikan pemge

Kontrak secara tertulis kepada Penyedi )
Acara Pemeriksaan Prestasi Fisik Pekeds 0% tanggal 26 Desember 2015

yang pada pokoknya lidak dap: ar®erah terima pekerjaan perlama,
Bukii Surat P-15 Lampitan ra Fisik Lapangan, hasil pemeriksaan
(

prestasi fisik di lapangan 1§ ah micapai 100% tidak dapat diterima, bukti surat

p.15 Lampiran Hasil Pe @ an Lapangan tanggal 26 Desember 2015 pada
pokoknya menyatag p gan dari Turut Tergugat V merijek 6 (enam) o
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vuxdiansyah, Saksi Teguh Sarwono, Saksi Kardi deg
"b diamanatkan oleh Pasal 1238 Kitab Undang-Undang x& data dan Pasal
Tergugat dalam

v

pirektori Putusan M . :
putusan.mahkmhagung.go.zhkam ng Republik Indonesia

&g nilai kontrak sebesar Rp 91.724.000- ’\
; ‘uh ratus dua puluh empat ribu rupiah), bukti surat e
P-18 yaitu tangg ember 2015 perihal Pemutusan Kontrak, bukl surat

‘P-19 surat darj ng menyatakan kalau paket pekerjaan pengaspalan 0
jalan di “) PIK Bumijawa dinyatakan Tidak Dibayar, buki SUZg
p-17 3 angka 2 Peraturan Bupaii Tegal Nomor 55 20 ? D

len% bman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanjfcay ph
S Rlasil

anitia/Pejabat P

Tegal Tahun 2015 menyatakan P
kerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PNKN bertugas
faksariakan sesual

emeriksa dan menefima hasil pekerjaan apabila 1

tahapan dan spesifikasi dalam kontrak yang di 3\ W Teknis atau
besa nilai kontrak). Bukti

Konsultan Pengawas (disesuaikan dengan
surat dari Penggugat dan sebagaimana posi:.l@-nya juga telah berupaya
untuk menagih apa yang menjadi haknya kum, yang dapat diartikan
sebagai upaya peringatan kepada Te ar melaksanakan prestasinya
yaitu membayar sejumiah uang U 2 Kontrak atau nilai kontrak besena
addendumnya senilai Rp 2 @ (dUa ratus tujuh puluh fima juta tujuh
ratus dua puluh satu ribu 1 prestasi pPenggugat selaku penyedia yang
telah melaksanakan, nyeleswkan, dan memperbaiki pekerjaan pengaspalan
jalan di Sumbaga- Bumijawa. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan
pembayaran serta addendum atas prestasi yang telah
dil t membukgka

bahwa

28, .

1 ontrak be:
at maka Penggugat telah dapa

\idak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan te
fla gugatan dari Penggugat berdasarkan pada alat bl

fakta yang terungkap datam persidangan yaitu X ra¥pP-8
d I, Saksi

i dengan P-22, p-43 sampai dengan p-49, Saksi Ah
;mana yang

enggug

S

1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdal
pat mea embayaran pada awal

Jawabannya menyatakan Penyedia da
(ahun 2016 dengan catatan kelengka dan syarat-syaral yang
ditentukan telah dapat dipenuhi. Namun 1 melalui bukti surat T-16 Surat

Perihal Pemutusan Kontrak tan
sesuai dengan aturan pemut
pemutusan kontrak dan pembe

{
agai Penyedia 1i 8 e
urangan mutu sebagaimana bantahan oleh o
75 dari 84 Putusan Perdata Gugaian Nomar &/PdL GROZQ’PN.SbO

ok b G W At

ber 2015 yang dilakukan tidak
secara sepihak yailu tanpa rencana
uan 14 hari sebelum pemutusan kontrak
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Tergugat, Bah i Q
wa sela ke Tergugat tetap tidak mengindahkan alau

melaksan i
akan prestasinWgerseout kepada Penggugat maka dengan demikian

sebagai
agaimana sudkan dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang- o

Undang H P

4 Woano, bahva Teigugat telah dinyatakan telah MR
pergay tedera janjilwanprestasi atas prestasi Penggugat sebagal a
eroalki

) ad baik yang telah melaksanakan, menyelesaikan, Zang*
kerjaan pengaspalan jalan di Sumbaga-Carul’) PIK Bumijaw i dengan
i yanQ fercantum

ontrak dan lampirannya, dengan malefi pekerjaan
dalam daftar kuantitas dan harga, sera dipersidaggs Mat ddak pernan
perinci terhadap 6

dapat membukikan terkait dengan lengkap, jel:
(enam) segmen figid beton yang ditolak hawatiran bahwa hasil

fatan bagi penggugal. Bahwa

Tel
rgugat dmyalak@ melakukan suatu perbuatan cedera janjiiwanprestasi 0
ala,

. '

0 pemeriksaan setempat sudah lewat
* berdasarkan bukti surat 1-8 adala Fjisi terakhir dimana Tergugat telah
] melakukan Pemutusan K (NG surat T-16) sehingga Penggugat tidak 4
dapat lagi melakukan pem dikaitkan dengan bukti surat P-50 sampai
hwa kondisi hasil pekerjaan masih Q 7

pemeliharaan )
dilakukan QI€

dengan P-55 yang m menBnjukkan ba
cukup baik walaupt gugat selaku penyedia tidak dapat melakukan
b¢¢ diputus Kontrak. Oleh karena wanprestasi yand 0

qugat terhadap penggugat mengakibatkan timbgay
atas pekerjaan yang tidak bayar sesuai dengan nilai k
nya (Bukti Sural P-2 dan Bukii Surat P-7) s
puluh lima juta tujuh ratus dua 0

- (dua ratus twjuh

)i
Menimbang, bahwa dalam dafil gugatannya g mendalilkan
sistem termin

0 pahwa cara pembayaran nilai  kontrak adalah
sebagaimana termuat dalam bukti surat P-2 Lat adanya sistem

pembayaran termin 1 sebagai uang muka dan,leNgllY setelah pekerjaan telah
selesal dilaksanakan tetapi berdasarkan rat P-19 dikaitkan dengan

* keterangan dari Saksi Bayu Sukeco Y, atakan bahwa hingga perkara
‘\ ini diajukan dipersidangan belu

a engajuan pembayaran pekerjaan

: baik untuk termin 1 maupu dilakukan oleh Tergugat selaku PPK
kepada Saksi Bayu Sukpco ku bendahara Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Tegal. Ba

biasanya berita ac

76 dari 84 Pulusan Perdata Gugatan Nomay &Pt G/2019/PN. SE o

gsar pembayaran atau perintah pembayaran
an yang ditandatangani pihak yang berkontrak, o
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PN\ .
oougat uhi syarat-syarat yang teruang dalam "

eraturan i
p Bupati, SaksMgenerangkan bahwa pada intinya Saksi sebagai
an PPK merangkap sebagai kuasa pengguna anggaran 0

elalul bendahara pengeluaran; Q
ur

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Perat

Presidefgioer 70 Tahun 2012 (Bukti Surat P-29) telah diatur bah o

( mu diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk : 6
obilisasi alat dan tenaga kerja;

b. Pembayaran vang fanda jadi kepada pemasok b3

Q dan/atau .*
0 ¢. Persiapan leknis lain yang diperiukan % naan Pengadaan

material;

Barang/Jasa.
Bahwa ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peratus Qn Nomor 70 Tahun 2012
0 tersebut adalah sama dengan ketentu jah disepakati oleh Tergugal
* dan Penggugat dalam Bukti Surat Syarat-Syarat Umum Kontrak
(SSUK) angka 5.1 huruf muka dibayar untuk membiayal
’ mobilisasi peralatan, pers! varan vang tanda jadi kepada pemasok
wan Pasal

bahan/material perdasarkan keten
2012 dan SSUK angka 65.1

88 ayat (1) Peratura iden Nomor 70 Tahun
kan oleh Tergugat kepada penggugat apabila Q

huruf a, vang
Penggugal . % ang muka dan sebelum pekerjaan di mulai atau
perjanjian dan draf

sepelum
disiap

dan persiapa nis fain. Bahwa

ress pekeraan. Bahwa draf
Tergugat hal ini dikaitkan dengan eterangan saksi Bayu S

t melakukan finalisasi rancangan sural Pegargh WY

keWidian ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat. Bahwa W Buktl

Surat P-2 angka 14 butir 3 ditetapkan pengambian uang sada pengajuan

Qermin 1 dan 2. Bahwa yang dimaksud dengan Termi an Bukti P-2

angka 14 butir 4, adalah pada saat progress {si IX\ i 50 9. Bahwa

perdasarkan Bukti Surat p-2 angka 14 butir 1, an dilakukan dengan

termin (angsuran). Namun kemudian berdaggr ukti Surat P-6 berupa

0 SPMK pada huruf diperintahkan ole kepada Penggugal bahwa

Pelaksanaan pembayaran dengan 0 aligus pada saat fisik telah
di fapangan oleh Panitia Penerima

Qa.

~\ mencapai 100 % atas dasar i
’ Hasil Pekerjaan (PPHP). Pem raiengan cara sekaligus berarti Penggugat (
tidak bisa mengajukan uggg muk dan tidak bisa mengajukan termin. Bahwa e

perbedaan cara pem ng ditetapkan oleh Tergugat dalam Perjanjian Q
M, 77 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomof a/PoY.G/?Om/PN.z o
i i \:
Bapurve e Wetsarar Agurny bubin A ik bty eIt e iy b S X
Mw-ﬁmu—www’;mm‘mm‘;;-&> , Bey 'Tmm

Gt Aot i St Pt Y, ~,
Esadatd taan pay Ay
‘a.. BN b O S s W“cmuw'“ gy P
Hataman 77

159



pirektori Putusan Mahkam . ;
JB puwsanmahkamahagunggo.d ng Republik Indonesia

P 5
enggugat secara tertul Ngng mengakibatkan licak diakukannya pembayaran
dengan sistem (gl Bahwa berdasarkan fakia persidangan pada saat

pemeriksaan Sukoco bahwa terhadap proyek pengerjaan yang
biasa dil i®DPU Kab. Tegal dengan nilai kontrak diba%

Rp.200.4Q0 9.~ (dua ratus juta rupiah) menggunakan sistem pe
ai kontrak di

(Bukti Surat P-2) dan Qﬁ Surat P-6) lidak diberitahukan kepada \

f sek; elah pekerjaan selesai, sedangkan untuk ni
- (dua ratus juta rupiah) dibayar dengan sistem terminy

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggy
jalan Sumbaga-

Q dikarenakan nilai kontrak pengerjaan penga:

Carnul*) yang dikerjakan Penggugal adalah diatas * ®00,- (dua ratus
0 juta rupiah) yaitu sebesar Rp.275.721.000.- {0U & juh puiuh fima juta
wjuh ralus dua puluh sau fibu wdah%‘sﬂy& tethadap sistem

sebagaimana

pembayaran yang diberlakukan adalah stem termin
n 2012 dan kesepakatan dalam

0 diatur dalam Peraturan Presiden Nom
Kkontrak (bukti surat p-2). Bahwa biayai persiapan dan pelaksanaan
juitan kredit ke BPD Jatend Cabang 4

pekerjaan, penggugat tefl
at P-35);

daliikan

Slawi dan dikenakan bung: 17 % per tahun {Bukti Sur
gkap di persidangan,

Menimbang, perdasarkan fakia yang rerun 0‘

alat bukti yang dib Qa Bukti Surat P-2. p.3, P-6, P-35 dan Saksi Bayu

Sukoco. Majeli K dapal bahwa telah terdapat keterlambatan dalam o

pembayarag U huka yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Peng ao

tetapi [ARgOPEapat kerugian materil yang digerita oleh Penggugal. B
Wk membuktikan adanya kerugian materill atas tidak m

yang cukup dan tidak terungkap dalam fakta persidang% )
Pengdrgat atas

rangkan adanya kerugian materil yang ditangguna glel
kal at kepada

eterflambatan pembayaran vang muka yang dilaku
Penggugat, Bahwa oleh karena telah dinyatakan ydak terdapainya
kerugian materill atas keterlambatan pembayar@ ka yang ditakukan
oleh Tergugat maka terhadap dalil selebihn penghitungan besaran

kerugian berdasarkan bunga Bank Indong sar 17% (Bukti P-35) dan
h bunga denda keterlambatan

* bukti surat P-27 dan P-28 terkait
‘\ pembayaran dinyatakan tidak p %p mbangkan;

-

: Menimbang, bahwa dengan kerugian immateriel sejumiah
Rp 250.000.000 (dua rgus [ puluh juta rupiah) yang didalilkan oleh (
penggugat dalam gugal Berdasarkan bukti yang dihadirkan dan fakta e

KA,
v &

fan e
P s Mmoot Apog Mugiis ~
o s el
ORI TR , "t A pory b e s s B b Weteart Apy Wi
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$ perkataan Turut Tergugat di bagi ovang-orang yang
» b ukan sesuaty,
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0 ]
yang terungkap dalam r&ahwa Penggugat tidak dapat menjabarkan 4

dan merinci kerugian tergout dengan bukti yang cukup yang dapat dijadikan e
sebagai pedoman ydg relevan secara hukum akan tetapi hal tersebut hanya di 0

dasari oleh sgg saan yang dibuat sendifi oleh Penggugal. Oleh
im menilai bahwa fidak terdapalnya suatu kerugk

karenanya JMgel
immale? Gtanggung oleh Penggugat atas perbuatan wanprest

dil Tergugat;
qung

mbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi M hkﬁ
x yang

mor 1642 KIPdU2005 yaitu "Dimasukkan seseorang  Seb '
karenakan adanya

diqugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergus
sehingga tanpa

c keharusan para pihak dalam gugatan ,S
& adi tidak tengkap.”

menggugat yang lain-lain ity maka Subjex
a perdata, Retnowulan

Terkait kedudukan Turut Tergugat dalam
“tjukum Acard

Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawin bukunya

¥ menjelaskan “pDatam praktek

Perdata Dalam Teori dan Praktek”
tidak

ewajiban untuk melak

menguasai barang sengkel
akan. Mereka dafam

hanya demi lengkepnyd S ratan harus dikutsert
imohdhkan agar tunduk dan iaat terhadap putusan

gugal dalam kedudukannya terhadap putusan
nduk dan patuh terhadap putusan yang dijatuhkan o
a ia berkedudukan sebagai Turut Tergugat;

g, bahwa perdasarkan Pasal 180 HIR yang pada pok

engadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaa
a walaupun ada perfawanan at ingan,

d putusan-putusanmy
jika®dasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau se

etentuan perundang-undangan yang berlaku kekuatan
pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya d&&tu putusan yang
telah memperoleh kekuatan yang pasti. Bah@ ran dalam Pasal
tersebut memuat sualu maksud urgensi bah@ untuk dilaksanakannya

ukan upaya hukum dengan

helai glisgn yan enurul

Menimbang, bahwa se!
at sebagai berikut;

! 0 segera sebuah putusan walaupun terhadaj
| $ memperhatikan peraturan perundanga Qngamr lebin lanjut;
‘\ &e akan mempertimbangkan satu

.

persatu petitum dalam gugata

Q.

> &

79 davi 84 Putusan Perdata Gugalan Nomor W.GIZOIWPN.Se o
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c harus dikabulkan; .\q
& Menimbang, bahwa terhadap pemum%.\l mana Penggugat

>
¥

Lvwaeme

v
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. .

Menimbang, ba I empertimbangkan petitum kesalu, terlebih ‘

dahuly harus dipertimba Petitum kedua dan selerusnya, oleh karena b e
petitum ini akan dij bangkan kemudian;

Meni terhadap Petitum angka 2 yang mana Penggugat QQ
meminta hielis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melaku
perbu I&preslasi yang merugikan Penggugat. sebagaiman®l
d ngkan di atas bahwa Tergugat dan para Turut Tergu h
perbuatan wanprestasi dengan mel
cara sepihak tanpa pemberitahuan dan menyatakan prestast gat tidak

ibayarkan, dengan demikian atas pelitum kedua dar$n penggugat Int

akukan peguigg® ontrak

rgugat untuk membayar

dibayar kepada Penggugat
puluh

meminta kepada Majelis Hakim untuk meng
kerugian materil berupa pekerjaan yan
sebesar Rp 276.721.000,- (dua ratus

o
lima juta tujuh ratus dua

satu ribu rupiah) melalui APBD Kaw egal yang dalam hal ini dikarenakan 2
ada suatu hal yang diperj Penggugat dan Tergugat dengan cara

Pengguagat sebagal pen ah  melaksanakan, menyelesaikan, dan ‘
memperbaiki pekerja ngaspalan jalan di Ssumbaga-Carul*) PIK Bumijawa 0‘

sesuai dengan kogu

mpirannya, dengan materi pekerjaan sesuai yang
Piitas dan harga, hal tersebut sebagaimana bukti P-

' P-15, P-18 sampai dengan P-20, P-46 sampai deng P
'ah oleh Tergugat melalui bukti surat T-8, T-14 dan T-15,

49, ha
ngan Tergugat tidak dapat membuktikan terkait denga A
je terperinci terhadap 6 (enam) segmen rigid beton yang %\wz\
pac® saat majelis hakim melakukan pemeriksaan setemp, sygiah leat wakiu
vetawaxan bagi Penggugal dan Tergugat tidak pern %ﬂn perintah
sesuz%‘ yang dimaksud
dalah foto kondisi

untuk melakukan perbaikan maupun perawatan

dalam konirak. Berdasarkan bukti surat T-8 @
pekerjaan terakhir dimana sebelum Tergugaw an Pemutusan Kontrak
(Bukti surat T-16) sehingga Penggu

pemeliharaan. Sehingga oleh karena

dapat lagi melakukan

bukti adanya kerugian materill
tindakan dani Tergugat yang

yang diderita olen Penggug & )
menyalakan pekerjaan Pen dibayar melalui Bukti Sural P-19 maka

untuk pembayaran kerugign ma il Penggugat berupa pekerjaan yang tidak (
dibayar kepada Pengg esar Rp 275.721.000,- (dua ratus tujuh puluh Q

R
v ©
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0 cara pembayaran dengan menggunak 'sebagaimana yang disepakatai
3 batan pembayaran vang muka
3

* Dengan demikian atas pelitum kelima
~\ Menimbang, bahwa te

pirektori Putusan Mahkam ng Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
v . 4 . '
lima juta tujuh ratus dy, ribu rupiah) dengan demikian atas pelitum
ketiga gugatan Pengguggi harus dikabulkan; e
Meni wa tethadap petitum keempat yang mana Penggug?! 0

lerugian materiil berupa ganti rugi bungd ket

147.731.000,- (seratus empat puluh tujuh juta twijuh T
tiga juta delap

e

dalam gugal a kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat
r erlambaa

fibu fupiah) ditambah Rp 3.887.000,- ( S
juh tijuh ribu rupiah) setiap bulannya sampai rgugat

flakukan pembayaran ganti fugi kepada Pengguoal, “NEF i APBD
atas pahwa tidak

Q abupaten Tegal. Sebagaimana telah dipertimbangk

terdapat keterlambatan pembayaran hasil pekef] N e luruhan karena

0 pelum dilakukannya serah terima pekeaan dari 2t kepada Tergugal
@ apat bahwa (elah terjadi

gan xesepakatan

dan Para Turut Tergugal tetapi Majelis Haki

keterlambatan pembayaran uang muka pagger esuai den

dalam bukti P-2 akan tetapi at
tersebut  Penggugat i n bukti - pukti yang cukup untuk

mendukung dalil bahwa
pembayaran uang
tersebut sehingga

suatu kerugian materil atas keterlambatan

danvpenghitungan besaran nitai kerugian materiil
akim berpendapat pahwa kerugian materiil yang
gugal hanyalah kerugian materiil atas tidak

8, .

dapat dibukti g
dibayarnya, sesyai nilai kontrak awal dan addendungly:
sebagay aksud dalam Petitum ketiga. Dengan demikian atas p

D ugatan Penggugat ini harus ditolak;

enimbang, bahwa terhadap pefitum kelima yang m ugat

meMinta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Te at gntuk embayar
Qetugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 298, y. (dua ratus
fima puluh juta rupiah) melalui APBD Kabupaten T(%Shagaimana yang
dimaksud dalam pertimbangan oleh kan Lgat tidak dapat
membuktikan kerugian immateriil yang diderita 0 ggugat tersebut dengan
bukti yang dapat dijadikan sebagai ped

g relevan secara hukum.
enggugat harus ditolak;

eenam yang mana Penggugat
memerintahkan Turut Tergugat |, Turut

meminta kepada Majelis Hal
t Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk

Tergugat I, Turut Tergug 10, T é
81 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomo? amdt,Glzom/PN.sz o
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tunduk dan Q
patuh pad ; am perkara ini, Dengan demikian pelitum .\
K 9

K -
eenam dari gugatan p. harus dikabulkan;
Meni |
I imba wa tethadap petitum kelujuh gugatan Penggugat yang 0
memin i
epa (P akim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan
a hukum bandi

terl

Eb‘?' d aupun Tergugat menggunakan upay
kasasi, fgulW peninjauan kembali (vitvoerbaar b voorraad),
y Wan dalam pertimbangan diatas terhadap petium i

ajefis hakim tidak ada keterdesakan untuk menj usan
sasi, ma

flebih dahulu walaupun ada upaya banding, ka
etujuh dari

Q embali (vitvoerbaar bjj voorraad). Dengan demiki fitum
0 qugatan penggugat harus ditolak; ’*

Menimbang, bahva terhadap petitum {8& \\ema dan ketujuh tidak
& %n kesatu maka Majelis

dikabulkan oleh karenanya untuk menjaw:
menilai bahwa gugatan Penggugat harus b untuk sebagian dan ditolak

@ selain dan selebihnya;
Menimbang, bahwa (crhaw P - subsidair terdapat Yurisprudensi
‘ Mahkamah Agung Repub) Nomor 803 KISip/1973 tanggal 5 Juni 4
1975 yang kaidah hukum Iy “Calam sualy gugatan perdata apabila pihak a
untutar/petitum subsidair ex aequo ! bono mohon 0‘

Penggugat mencantu
keaddan (naargoget We rechisdoen) maka Majelis Hakim dalam o
n

n subsidair tersebut di saw pihak fidak aka
D) Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR sedangkan dt uo

ol untuk membela hak-haknya/dai! sanggahannyQ tdak

ngga dan hal terscbut Majeks Hakim akan memper,
at bersama- ngan

primair yang dinjukan oleh Pengguo

sd 1 pelitun
pelium subsidair-nya;
a oleh karena dalam pork , ak Tergugat

Menimbang, bahw

B
0 dan para Turut Terguga! adalah sebagai pihak yang \xn dalam perkara
1 HIR jo. Pasal 58

a quo maka sebagaimana ketentuan hukum
RVierhadap blaya yang timbul dalam perkar irus dibebankan kepada
Mnnya akan ditentukan dalam

pihak Tergugal dan para Turut Tergugat y,

fo Pasal 118 ayat (1) Herziene

* amar putusan perkara a quo di bawayzq
~\ Memperhatikan ketent ayat (1).(2) dan (3) Reglement op de

Burgerhjke Rechisvordenng
Indonesische Reglement S 1.R.) juncto Pasal 120 Herziene Indonesische
133 Herzene Indonesische Reglement (HIR.) e

Reglement (H LR.) jugel o
é:vuwymmmwwmmamowmm 3 o

»

v \)

o
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gche Reglement (H.I.R.) juncto pasal 132 a

ement (H.LR) juncto Pasal 132 b Herziene
Undang Hukum

juncto Pasal 134
Herziene Indonesische
Indonesische R t (HIR.), Pasal 1365 Kitab Undang-
Perdata, Pasal A Undang-Undang Hukum perdata juncto Pasal 1321
Kitab Und Hukum Perdata juncto Pasal 1323 Kitab Undangs

Undang4giu Perdata juncio Pasal 1324 Kitab Undang-Undang

‘o Pasal 1325 Kitab Undang-Undang Hukum Perd
Undang-Undang Hukum perdata juncto Pasal 1338 K

dang Hukum Perdata sea peraturan perundang-undz\

orkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI: ’&
DALAM EKSEPS! \
Menolak eksepsi dan Tergugat, Turut T@M Tergugat Il, dan Turut

Per

Tergugat V
DALAM POKOK PERKARA Q
W sebagian;

1. Mengabulkan gugatan Pe
perbuatan ingkar janji (wanpres!asnz

2. Menyatakan Tergugat kan
3, Menghukum Tergu unt® membayar kerugian materiil berupa pekerjaan
penggugat sebesar Rp 275.721.000,00 {dua

yang tidak diba ada
piah) melalui

Turut Tergugat |, Turut Tergugat |

. dan Turut Tergugal V untuk tunduk dan patuh padt
5. ifenolak gugatan Penggugat \

yang lain dan selebihnya;

. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat rayar semua
biaya perkara yang timbul secara tanggung rente perkara a quo
sejumlah Rp. 2.697.000,- (dua juta enam ra han puluh tujuh ribu

rupiah); D
syawarah Majelis Hakim

Demikianlah diputus dalam
pengadilan Negeri Slavd pada hari ggal 19 September 2019 oleh
kami RIZQA YUNIA, S.H,, s K®ua, DIANA DEWIANI, S.H. dan

sing sebagai Hakim Anggota, putusan

EVA KHOERIZQIAH, S.H.,
mana diucapkan dalam gersidaan yang terbuka untuk umum pada hari

Kamis tanggal 26 Se or 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan
didampingi oleh H Anggota dan dibantu oleh Edy Soeprapto, S.H.

ratus tujuh @ ta tujuh ratus dua puluh satu ribu U
APBD Kal Tegal; o
' )\, Turut Tergugat Ill, b

. I

8

0@

QQ
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%/ A
dilan Negeri Slawi, dihadiri oleh Kuasa

Hukum Penggugat, Ter3gat, Kuasa Hukum Turut Tergugat | Turt Tergugat e
N, Turut Tergugat \gllaguali Tarmudi) tanpa dihadi oleh Turut Tergugat Il €13 0

Turut Tergugat H

sebagai Panitera Pen

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua '
‘ DIANA DEWIANL S.H. RIZQA YUNIA, SH..

>

Panitera Pergd

EVA KHOERIZQIAH, SH. Q"
& o ‘
» % APTO, S.H. a

Perincian biaya.

. pendattaran ffRg @ . Rp 30.000,00; 0
g e 2 . Rp 50.000,00;

. Rp1.391.000,00; o
: Rp1.210.000,00;
: Rp 6.000,00;
* Rp 2.697.000,00;

Dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) .&
b ‘
‘& 84 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/PdLG/201/PN. sb‘ ,
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RIWAYAT HIDUP

A. ldentitas Diri

1. Nama Lengkap : Dita Nisela

2. Tempat & Tgl. Lahir : Tegal, 04 April 1997

3. Alamat Rumah : JI. Pala Barat 2, Mejasem Tegal.
4. HP : 081325308267

5. E-mail : Nisela.lala@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

e Pendidikan Formal:

1
2
3.
4

. TK Tunas Muda Islamiyah Tegal
. SDN Mangkukusuman 8 Kota Tegal

SMPN 1 Kota Tegal
MAN Kota Tegal

Semarang, 25 Juni 2020

Dita Nisela
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